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KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat
dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta tata cara evaluasi dan perubahan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan perencanaan

yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan salah satu
tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jambi untuk periode satu tahun.
Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan program pembangunan daerah,
sekaligus menjadi bahan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Jambi pada tahun anggaran selanjutnya, guna mendukung peningkatan kinerja

pembangunan perekonomian daerah.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
dukungan dan kerja sama dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini. Meskipun masih disadari
adanya keterbatasan dan kekurangan, diharapkan Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat serta menjadi
pedoman dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan perekonomian di

masa mendatang.

Jambi, Juli 2026
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BAB | PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA dilakukan dengan melaksanakan
pengkajian terlebih dahulu terhadap keadaan saat ini di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Biro PRKM Setda Provinsi Jambi), evaluasi pelaksanaan
RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun,
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan RENJA SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu
rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan RENJA SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan RENJA SKPD

Rencana Kerja Biro Perekonomian Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator
kinerja dan dana indikatif dalam RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2026,
mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun
2024. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam
rancangan RENJA Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, mengacu dan selaras dengan
Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Selanjutnya RENJA Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD
Provinsi Jambi Tahun 2026 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat
Daerah, menetapkan bahwa Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten

Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan,
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pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha
Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Biro Perekonomian Setda
Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber
daya alam, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerabh;

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerabh;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Susunan Organisasi Biro Perekonomian sekretariat Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan,
serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan lingkup Biro;
f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA,
LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
J.  Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang
tugasnya
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Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1113/Kep.Gub/BKD-4.3/2021 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasor dan Pengawas ke Dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Biro
Perekonomian terdiri dari Kepala Biro, Kasubbag TU, Analis Kebijakan Madya Analis Kebijakan
Muda dan Staf.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan;

4. UU No. 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah;

7. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 800.1-658 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2026 adalah untuk mengetahui :
Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2026
Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2026
Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2026

Kelompok sasaran Biro Perekonomian Tahun 2026

a > w N

Pagu Indikatif dan Prakiraan maju Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun
2026
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Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan program dan kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2026
2. Mengevaluasi RENJA Biro Perekonomian Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi
Biro Perekonomian Tahun sebelumnya
4. Perumusan tujuan dan sasaran Biro Perekonomian tahun 2026
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi

1.1 Sistematika Penulisan RENJA PERUBAHAN
Rencana Kerja Perubahan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun
2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BABIl. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan. Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian
Renja Biro, proses penyusunan Renja Biro dan mengemukakan keterkaitan Renja dengan
Dokumen RKPD dan Renstra, serta penjelasan tentang peraturan daerah yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah,
ketentuan peraturan lainnya untuk memuat penjelasan dalam pembuatan Renja Biro
Perekonomian. Sistematika Penulisan, menguraikan tentang pokok bahasan dalam

penulisan Renja Biro Perekonomian serta garis besar isi dokumen.

BAB Il.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro
Perekonomian tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD
tahun berjalan, Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra Biro Perekonomian
berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Biro Perekonomian tahun-

tahun sebelumnya.

BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang tujuan untuk mencapai visi misi Biro Perekonomian

berserta sasaran yang ditetapkan Biro Perekonomian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

6|Renja Biro Perekonomian 2026



BAB IV. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2026
Bab ini menjelaskan tentang perkiraan rencana kerja dan pendanaan tahun 2026
sesuai dengan pemen 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
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BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi
Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi pelaksanaan tersebut
maka dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk merancang program/kegiatan pada
tahun yang akan datang. Evaluasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mengacu pada

laporan evaluasi renja Tahun 2024.

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Untuk  melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud, Biro  Perekonomian
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian,
sumber daya alam, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah;

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerabh;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
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» Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan rangkaian proses strategis yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan,
efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Kegiatan ini mencakup
penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan dokumen

perencanaan daerah dan nasional.

Dalam aspek perencanaan, kegiatan difokuskan pada perumusan tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan isu strategis, prioritas pembangunan
daerah, serta kebutuhan masyarakat. Proses ini dilaksanakan melalui pengumpulan dan
analisis data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta fasilitasi forum perencanaan

pembangunan.

Pada aspek penganggaran, kegiatan diarahkan untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran yang efisien, efektif, dan berbasis kinerja. Hal ini meliputi penyelarasan program dan
kegiatan dengan pagu anggaran, penyusunan RKA Perangkat Daerah, serta penyesuaian

terhadap kebijakan fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan untuk menilai tingkat
pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan
melalui pemantauan, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan kinerja sebagai dasar
perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, serta sebagai wujud

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
yang bertujuan untuk menjamin kelancaran operasional, ketertiban administrasi, serta tertib
tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi perkantoran, tata
persuratan dan Kkearsipan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta

pengelolaan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaannya, administrasi umum diarahkan untuk mendukung efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan
administratif yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini meliputi fasilitasi koordinasi
internal dan eksternal, penyelenggaraan rapat dan kegiatan kedinasan, serta pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Selain itu, administrasi umum perangkat daerah juga berperan dalam penerapan sistem
pengendalian internal pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Dengan pengelolaan administrasi yang tertib
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dan terintegrasi, diharapkan Kkinerja perangkat daerah dapat berjalan optimal dalam

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

» Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakkan dan Koodinasi Perekonomian
Bagian Kebijakan perekonomian mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan
tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kebijakan Perekonomian

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis
ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro,
analisis ekonomi mikro dan tata usaha; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan
dengan tugasnya.

4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan,
perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan
hidup, energi dan air;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan,

lingkungan hidup, energi dan air;
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c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan
dengan tugasnya.

5. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Bagian BUMD dan BLUD mempunyai tugas membantu Biro Perekonomian dalam
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kkebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka
usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian BUMD dan BLUD

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang badan
usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air
minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerabh;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daer
badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah
air minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang badan usaha milik daerah jasa
keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi,
dan badan layanan umum daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Perekonomian yang berkaitan
dengan tugasnya.

Sebagai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra

dapat disajikan dengan Tabel T-C.29 berikut:
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TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA RENJA BIRO PEREKONOMIAN DAN
PENCAPAIN RENSTRA BIRO PEREKONOMIAN S/D TAHUN 2024

PROVINSI JAMBI

BIRO PEREKONOMIAN
I Perkiraan Realisasi Capaian
Target Kinerja Realisasi Target UCTJS d;: T:;I.:s?:mn;gs?;?g{ COIC L Target Target Renstra Perangkat
Capaian .. g 9 Program dan Daerah s/d Tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan n - Program ( Izl Kegiatan (
Kode Pemerintahan Daera dan UL EEeL O el Renstra LGN Renja Realisasi Tingkat
; (Outcome)/Kegiatan (output) Keluaran Target Renja | Realisasi Renja . . Capaian ingka
Program/Kegiatan Perangkat A 9 ] | Tingkat Perangkat p Capaian
Daerah) Tahun Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi | Daerah Tah Program dan c o
Tahun 2024 Daerah Tahun | Daerah Tahun Sl aerah 18N | Kegiatan s/d itelle
2026 (%) 2025 (n-1) 9 Target
2024 (n-2) 2024 (n-2) Tahun 12)025 (n- Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Biro 80,05 70,75 72,30 70,15 97,02 % 73,85 214,75 268 %
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 83,25 84,09 83,42 84,94 251,61 284 %
Biro
4.01.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Persentase percepatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 1 1
Penganggaran, dan Evaluasi pelayanaan administrasi
Kinerja Perangkat Daerah perkantoran
4.01.01.1.01.0001 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 4 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Perencanaan Perangkat
Daerah
4.01.01.1.01.0006 2 Sub Kegiatan Koordinasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 15 Dokumen 3 Dokumen
dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja | dan Laporan Hasil Koordinasi
dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.01.01.1.01.0007 3 Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen
Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
4.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Persentase layanan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100% 1 1
Perangkat Daerah Umum yang dipenuhi
4.01.01.1.06.0009 1 Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 14 Dokumen 3 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat | Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dan SKPD
Konsultasi SKPD
4.01.01.1.06.0005 2 Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket
Penyediaan Barang Penggandaan yang Disediakan
Cetakan dan
Penggandaan
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4.01.01.1.06.0002 3 Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor yang
dan Perlengkapan Disediakan
Kantor
4 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor XX XX XXX XX XX XX XX XX
Logistik Kantor yang Disediakan
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN Efektivitas pelaksanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100% 1 1
DAN PEMBANGUNAN Kebijakan pengelolaan
perekonomian dan pembangunan
4.01.06.1.01 Kegiatan Pengelola Kebijakan Persentase Rekomendasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100% 1 1
dan Koordinasi Perekonomian Dokumen Kebijakan
Perekonomian Yang difasilitasi
4.01.06.1.01.0001 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 40 Dokumen 10 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan Kebijakan Ekonomi Makro
Ekonomi Makro
4.01.06.1.01.0002 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 28 Dokumen 7 Dokumen
Pengelolaan Kebijakan Kebijakan Ekonomi Mikro
Ekonomi Mikro
4.01.06.1.02 Kegiatan Pengelola kebijakan Persentase Rekomendasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100% 1 1
koordinasi SDA Dokumen kebijakan SDA Yang
difasilitasi
4.01.06.1.02.0001 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 33 Dokumen 11 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi | Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kelautan, dan Perikanan
4.01.06.1.02.0002 2 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 23 Dokumen 8 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi | Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Pertambangan dan Hidup
Lingkungan Hidup
4.01.06.1.02.0003 3 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 26 Dokumen 13 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi | Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Energi dan Air
4.01.06.1.03 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Persentase Rekomendasi 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100% 1 1
dan koordinasi BUMD dan BLUD Dokumen kebijakan BUMD dan
BLUD Yang difasilitasi
4.01.06.1.03.0001 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 32 Dokumen 16 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik
Daerah Jasa Keuangan
dan Aneka Usaha

Sinkronisasi, Monitoring, dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah Jasa
Keuangan dan Aneka Usaha

13|Renja Biro Perekonomian 2026




4.01.06.1.03.0002 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 2 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 26 Dokumen 13 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, | Sinkronisasi, Monitoring, dan
Monitoring, dan Evaluasi | Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air
Badan Usaha Milik Minum, Limbah dan Sanitasi
Daerah Air Minum,
Limbah dan Sanitasi
4.01.06.1.03.0004 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 21 Dokumen 21 Dokumen

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
Badan Layanan Umum
Daerah

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan
pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan
memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyelenggaraan pelayanan Biro
Perekonomian berdasarkan pada Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2021 — 2026.

fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber
Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Penyiapan pengordinasian perumusan kebijakan dibidang Kebijakan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kebijakan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah.

4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kinerja pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode Tahun
2021 — 2026 dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Sebagai Berikut:
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Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
SPM/Standar
No Nasional
Indikator IKK 1 2 3 4 1 2 1 2
(2024) | (2025) | (2026) | (2027) | (2024) | (2025) | (2026)| (2027)
m (2 3) @ ) (6) @) (8) 9) (10) M) (12) (13)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 84,09 | 84,94 | 85,78 | 86,62 83,42 - - -
2 | Nilai AKIP 72,3 73,85 | 75,4 76,95 70,15 - - -
3 | Persentase percepatan pelayanaan 100% | 100% | 100% | 100% 100% - -
administrasi perkantoran
4 | Jumlah Dokumen Perencanaan 4 4 4 4 4 - - -
Perangkat Daerah
5 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 5 5 5 5 5 - - -
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
6 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 2 2 2 2 - - -
Perangkat Daerah
7 | Persentase layanan Administrasi 100% | 100% | 100% | 100% 100% - - -
Umum yang dipenuhi
8 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 4 4 4 5 - - -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
9 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 1 1 1 1 - - -
Penggandaan yang Disediakan
10 | jumlah Paket Peralatan dan 1 1 1 1 1 N N N
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 1 1 1 1 B N B
yang Disediakan
12 | Efektivitas pelaksanaan Kebijakan 100% | 100% | 100% | 100% 100% - - -
pengelolaan perekonomian dan
pembangunan
13 | Persentase Rekomendasi 100% | 100% | 100% | 100% 100% - -
Dokumen Kebijakan Perekonomian
Yang difasilitasi
14 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 18 18 4 4 18 - - -
Kebijakan Ekonomi Makro
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Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Kebijakan Ekonomi Mikro

Persentase Rekomendasi
Dokumen kebijakan SDA Yang
difasilitasi

100%

100%

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan Hidup

10

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air

20

Persentase Rekomendasi
Dokumen kebijakan BUMD dan
BLUD Yang difasilitasi

100%

100%

21

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Jasa Keuangan dan
Aneka Usaha

22

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Air Minum, Limbah dan
Sanitasi

23

Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang
difasilitasi di Provinsi Jambi

10
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
> Beberapa Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Biro Perekonomian Setda Provinsi
Jambi antara lain:
1. Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Menjaga kestabilan harga komoditas strategis melalui penguatan TPID, kelancaran
distribusi, dan pengendalian dampak HBKN.
2. Ketahanan Pangan Daerah
Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui penguatan produksi lokal,
cadangan pangan, dan distribusi antarwilayah.
3. Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan nilai tambah
komoditas unggulan dan penguatan UMKM.
4. Optimalisasi BUMD dan Peningkatan Investasi
Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD serta memperkuat iklim investasi melalui
tata kelola yang baik dan kemudahan berusaha.
5. Sinkronisasi Kebijakan dan Tata Kelola Ekonomi
Memperkuat koordinasi lintas OPD dan keselarasan kebijakan ekonomi daerah dengan

kebijakan nasional dan RPJMD.

> Fungsi Biro Perekonomian dalam menanggapi isu — isu tersebut dengan cara :

1. Perumusan Kebijakan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian sesuai arah
kebijakan nasional dan daerah.
2. Koordinasi Kebijakan Ekonomi

Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian lintas perangkat
daerah, BUMD, dan instansi terkait.
3. Fasilitasi Pelaksanaan Program Ekonomi

Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program strategis perekonomian daerah,
termasuk pengendalian inflasi, ketahanan pangan, BUMD, dan investasi.
4. Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program
perekonomian daerah.
5. Pelaporan dan Penyediaan Bahan Kebijakan

Menyusun laporan, analisis, dan rekomendasi kebijakan perekonomian sebagai bahan

pertimbangan Gubernur.
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada prinsipnya telah
selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang
perekonomian. Fokus perencanaan telah mengakomodasi isu strategis daerah, khususnya
pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembinaan
BUMD serta BLUD.

Namun demikian, masih diperlukan penajaman peran Biro Perekonomian sebagai perangkat
daerah yang bersifat koordinatif, fasilitatif, dan perumus kebijakan. Program dan kegiatan perlu
lebih difokuskan pada isu-isu perekonomian daerah agar kontribusinya terhadap pencapaian
sasaran pembangunan ekonomi daerah lebih terukur dan berdampak.

Sinkronisasi antara program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lainnya,
khususnya RPJMD Provinsi Jambi, perlu diperkuat melalui penyelarasan indikator kinerja.
Indikator kinerja yang digunakan perlu diarahkan pada indikator hasil (outcome), bukan semata
indikator administratif, sehingga dapat mencerminkan efektivitas koordinasi dan kualitas kebijakan
yang dihasilkan.

Dari sisi penganggaran, alokasi belanja telah mendukung pelaksanaan tugas Biro
Perekonomian, namun masih diperlukan penajaman agar lebih tepat sasaran sesuai prinsip money
follows program. Penguatan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan kabupaten/kota
juga perlu dirumuskan secara lebih sistematis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi
daerah.

Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisa
kebutuhan dapat dilihat padaTabel T-C.31
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NAMA SKPD : BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAMBI

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
PROGRAM/KEGIATAN/SUB TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR TARGET PAGU
KEGIATAN LOKASI | INDIKATORKINERJA | ¢apalAN | INDIKATIF KEGIATAN Stk KINERJA CAPAIAN | INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DRy WAJIB OTONONI
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Nilai SAKIP Biro 72,3 836.405.958 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Nilai SAKIP Biro 72,3 836.405.958
PEMERINTAHAN DAERAH Perekonomian PEMERINTAHAN DAERAH Perekonomian
PROVINSI Setda Provinsi PROVINSI Setda Provinsi
Jambi Indeks Kepuasan 84.09 Jambi Indeks Kepuasan 84.09
Masyarakat Biro Masyarakat Biro
1 | Kegiatan Perencanaan, Biro Persentase 100% 155.238.770 1 | Kegiatan Perencanaan, Biro Persentase Capaian 100% 155.238.770
Penganggaran, dan Evaluasi Perekonomian | percepatan Penganggaran, dan Evaluasi Perekonomian | Realisasi Fisik
Kinerja Perangkat Daerah Setda Provinsi | pelayanaan Kinerja Perangkat Daerah Setda Provinsi
Jambi administrasi Jambi
perkantoran
1 Sub Kegiatan Penyusunan Biro Jumlah Dokumen 4 Dok 102.349.609 1 Sub Kegiatan Penyusunan Biro 102.349.609 4 Dok 102.349.609
Dokumen Perencanaan Perekonomian | Perencanaan Dokumen Perencanaan Perekonomian
Perangkat Daerah Setda Provinsi | Perangkat Daerah Perangkat Daerah Setda Provinsi
Jambi Jambi
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan 5 Dok 37.402.344 2 Sub Kegiatan Koordinasi 37.402.344 4 Dok 37.402.344
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD Biro Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro
Perekonomian | Laporan Hasil SKPD Perekonomian
Setda Provinsi | Koordinasi Setda Provinsi
Jambi Penyusunan Laporan Jambi
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3 Sub Kegiatan Evaluasi Biro Jumlah Laporan 2 Dok 15.486.816 3 Sub Kegiatan Evaluasi Biro Jumlah Laporan 2 Dok 15.486.816
Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian | Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian | Evaluasi Kinerja
Setda Provinsi | Perangkat Daerah Setda Provinsi | Perangkat Daerah
Jambi Jambi
2 | Kegiatan Administrasi Umum Biro Persentase layanan 100 % 681.167.188 2 | Kegiatan Administrasi Umum Biro Persentase Layanan 100 %
Perangkat Daerah Perekonomian | Administrasi Umum Perangkat Daerah Perekonomian | Administrasi Umum 463.153.433
Setda Provinsi | yang dipenuhi Setda Provinsi | yang dipenuhi
Jambi Jambi
1 Sub Kegiatan Biro Jumlah Laporan 5 Dok 442.794.922 1 Sub Kegiatan Biro Jumlah Laporan 5 Dok 442.794.922

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
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2 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket Barang 1 Paket 50.730.195 2 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket Barang 1 Paket 50.730.195
Barang Cetakan dan Perekonomian | Cetakan dan Barang Cetakan dan Perekonomian | Cetakan dan
Penggandaan Setda Provinsi | Penggandaan yang Penggandaan Setda Provinsi | Penggandaan yang
Jambi Disediakan Jambi Disediakan
3 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket 1 Paket 113.364.727 3 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket 1 Paket 113.364.727
Peralatan dan Perlengkapan Perekonomian | Peralatan dan Peralatan dan Perekonomian | Peralatan dan
Kantor Setda Provinsi | Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Setda Provinsi | Perlengkapan Kantor
Jambi yang Disediakan Jambi yang Disediakan
4 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket Bahan 1 Paket 74.277.344 4 Sub Kegiatan Penyediaan Biro Jumlah Paket Bahan 1 Paket 74.277.344
Bahan Logistik Kantor Perekonomian | Logistik Kantor yang Bahan Logistik Kantor Perekonomian | Logistik Kantor yang
Setda Provinsi | Disediakan Setda Provinsi | Disediakan
Jambi Jambi
I | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Biro Persentase laporan 100% 2.712.421.953 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Biro Persentase laporan 100% 2.712.421.953
PEMBANGUNAN Perekonomian | Perekonomian dan PEMBANGUNAN Perekonomian | Perekonomian dan
Setda Provinsi | Pembangunan yang Setda Provinsi | Pembangunan yang
Jambi dilaksanakan Jambi dilaksanakan
3 | Kegiatan Pengelola Kebijakan Biro Persentasi 100% 577.656.250 3 | Kegiatan Pengelola Kebijakan Biro Persentasi 100% 577.656.250
dan Koordinasi Perekonomian Perekonomian | percepatan kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Perekonomian | percepatan
Setda Provinsi | masalah Setda Provinsi | kebijakan masalah
Jambi perekonomian Jambi perekonomian
1 Sub Kegiatan Fasilitasi Biro Jumlah Dokumen 18 Dok 248.007.813 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Biro Jumlah Dokumen 18 Dok 248.007.813
Pengelolaan Kebijakan Perekonomian | Hasil Pengelolaan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian | Hasil Pengelolaan
Ekonomi Makro Setda Provinsi | Kebijakan Ekonomi Ekonomi Makro Setda Provinsi | Kebijakan Ekonomi
Jambi Makro Jambi Makro
2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bi Jumlah Dokumen 12 Dok 329.648.438 2 | Sub Kegiatan Fasilitasi . Jumlah Dokumen 12 Dok 329.648.438
- iro . - Biro ;
Pengelolaan Kebijakan Perek . Hasil Pengelolaan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Hasil Pengelolaan
Ekonomi Mikro eretonomian Kebijakan Ekonomi Ekonomi Mikro .. | Kebijakan Ekonomi
Setda Provinsi M Setda Provinsi ;
. ikro . Mikro
Jambi Jambi
4 | Kegiatan Pengelola kebijakan Biro Persentasi 100% 780.389.551 4 | Kegiatan Pengelola kebijakan Biro Persentasi 100% 179.183.600
koordinasi SDA Perekonomian | percepatan kebijakan koordinasi SDA Perekonomian | percepatan
Setda Provinsi | masalah SDA Setda Provinsi | kebijakan masalah
Jambi Jambi Jambi Jambi SDA
1. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 15 Dok 278.696.680 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 15 Dok 278.696.680
Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi,
Kebijakan Pertanian, Setda Provinsi | Sinkronisasi dan Kebijakan Pertanian, Setda Provinsi | Sinkronisasi dan
Kehutanan, Kelautan, dan Jambi Jambi Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Jambi Jambi | Evaluasi Kebijakan
Perikanan Pertanian, Perikanan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, Kehutanan,
dan Perikanan Kelautan, dan
Perikanan
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 10 Dok 285.286.621 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 10 Dok 285.286.621
Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi,
Kebijakan Pertambangan Setda Provinsi | Sinkronisasi dan Kebijakan Pertambangan Setda Provinsi | Sinkronisasi dan
dan Lingkungan Hidup Jambi Jambi Evaluasi Kebijakan dan Lingkungan Hidup Jambi Jambi | Evaluasi Kebijakan

Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Pertambangan dan
Lingkungan Hidup
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3. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 12 Dok 216.406.250 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 12 Dok 216.406.250
Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perekonomian | Hasil Koordinasi,
Kebijakan Energi dan Air Setda Provinsi | Sinkronisasi dan Kebijakan Energi dan Air Setda Provinsi | Sinkronisasi dan
Jambi Jambi Evaluasi Kebijakan Jambi Jambi Evaluasi Kebijakan

Energi dan Air Energi dan Air
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Biro Persentasi percepatan 100% 1.354.376.152 Kegiatan Pengelolaan Biro Persentasi 100% 1.354.376.152
dan koordinasi BUMD dan Perekonomian | kebijakan masalah Kebijakan dan koordinasi Perekonomian | percepatan kebijakan
BLUD Setda Provinsi | BUMD dan BLUD BUMD dan BLUD Setda Provinsi | masalah BUMD dan

Jambi Jambi Jambi Jambi BLUD

Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 15 Dok 304.375.000 Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 15 Dok 304.375.000
Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Hasil Koordinasi,
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Setda Provinsi | Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Setda Provinsi | Sinkronisasi,
Badan Usaha Milik Daerah Jasa Jambi Jambi Monitoring, dan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Jambi Jambi Monitoring, dan
Keuangan dan Aneka Usaha Evaluasi Kebijakan Keuangan dan Aneka Usaha Evaluasi Kebijakan

Pengelolaan Badan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah Usaha Milik Daerah

Jasa Keuangan dan Jasa Keuangan dan

Aneka Usaha Aneka Usaha
Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 12 Dok 833.594.902 Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 12 Dok 833.594.902
Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Hasil Koordinasi,
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Setda Provinsi | Sinkronisasi, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Setda Provinsi | Sinkronisasi,
Badan Usaha Milik Daerah Air Jambi Jambi Monitoring, dan Badan Usaha Milik Daerah Air Jambi Jambi Monitoring, dan
Minum, Limbah dan Sanitasi Evaluasi Kebijakan Minum, Limbah dan Sanitasi Evaluasi Kebijakan

Pengelolaan Badan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah Air Usaha Milik Daerah

Minum, Limbah dan Air Minum, Limbah

Sanitasi dan Sanitasi
Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 10 Dok 216.406.250 Sub Kegiatan Koordinasi, Biro Jumlah Dokumen 10 Dok 216.406.250
Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Bidang BLUD yang Sinkronisasi, Monitoring, dan Perekonomian | Bidang BLUD yang
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Setda Provinsi | difasilitasi di Provinsi Evaluasi Kebijakan Pengelolaan | Setda Provinsi | difasilitasi di Provinsi
Badan Layanan Umum Daerah Jambi Jambi Jambi Badan Layanan Umum Daerah Jambi Jambi | Jambi

3.548.827.911
TOTAL 3.548.827.911 TOTAL
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2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada umumnya mencerminkan kebutuhan nyata
di bidang perekonomian daerah, khususnya terkait stabilitas harga bahan pokok, ketahanan
pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan
keselarasan usulan dengan isu-isu super prioritas perekonomian Provinsi Jambi serta
kewenangan Biro Perekonomian sebagai perangkat daerah yang bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Secara umum, usulan masyarakat memiliki keterkaitan dengan isu pengendalian inflasi dan
stabilitas harga, terutama melalui usulan peningkatan distribusi pangan dan penguatan sarana
pendukung pasar. Selain itu, usulan di bidang produksi pertanian dan pengembangan pangan
lokal relevan dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah.

Keterkaitan usulan masyarakat dengan isu optimalisasi BUMD dan peningkatan investasi
masih bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi dan koordinasi lebih lanjut agar
aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi daerah secara lebih efektif.
Selain itu, usulan yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan kejelasan kebijakan
mencerminkan kebutuhan penguatan tata kelola ekonomi daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada prinsipnya relevan dengan isu super
prioritas perekonomian Provinsi Jambi. Biro Perekonomian berperan dalam memfasilitasi,
mengoordinasikan, serta menyiapkan bahan kebijakan berdasarkan aspirasi tersebut, dengan
tetap mengarahkan pelaksanaan kegiatan teknis kepada perangkat daerah sesuai
kewenangannya. Penajaman prioritas dan sinergi lintas perangkat daerah diperlukan agar usulan
masyarakat dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah secara
optimal.

23|Renja Biro Perekonomian 2026



TABEL T.C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

PROVINSI JAMBI

No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
1 2 3 4 5
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Nilai SAKIP Biro 167.534.426
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perekonomian
Setda Provinsi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro
Jambi
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Biro Persentase percepatan pelayanaan administrasi perkantoran 28.939.323
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.430.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan 3.923.807
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan | Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja SKPD lkhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.585.516
Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Biro Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi 138.595.103
Daerah Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.794.663
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Biro Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 18.440.190

Cetakan dan Penggandaan

Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
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3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Biro Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30.160.250
Perlengkapan Kantor Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Biro Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10.200.000
Kantor Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
I | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Biro Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan 1.048.720.000
PEMBANGUNAN Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
3 | Kegiatan Pengelola Kebijakan dan Koordinasi | Biro Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian 268.720.000
Perekonomian Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Biro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 174.360.000
Kebijakan Ekonomi Makro Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Biro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 94.360.000
Kebijakan Ekonomi Mikro Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
4 | Kegiatan Pengelola kebijakan koordinasi SDA Biro Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA 400.000.000
Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Biro Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, 201.280.000
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perekonomian Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Kelautan, dan Perikanan Setda Provinsi
Jambi
2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Biro Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 84.360.000
Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Perekonomian Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Setda Provinsi
Jambi
3 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Biro Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan 114.360.000
Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Perekonomian Air
Setda Provinsi
Jambi
5 | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Biro Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD 380.000.000

koordinasi BUMD dan BLUD

Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
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1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Biro Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan 184.360.000
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Setda Provinsi
Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jambi
2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Biro Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan 84.360.000
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Setda Provinsi
Air Minum, Limbah dan Sanitasi Jambi
3 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Biro Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi 111.280.000
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian
Pengelolaan Badan Layanan Umum Setda Provinsi
Daerah Jambi
TOTAL 1.216.254.426
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BAB Ill TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

RPJMD 2021-2026 salah satunya Misi | (Satu) yaitu “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang

Efektif dan Efisien” untuk terwujud nya tatakelola pemerintah Daerah dengan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, Peraturan

Perundang- Undangan dan Perubahan Pola pikir.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi dalam

memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi dan

monitoring dari peraturan gubernur dengan harapan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif

dan efisien yang dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

a.

c.
d.

Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat
ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing —
masing OPD.

Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Jambi dengan melakukan
review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah
ditetapkan serta penyusunan peta proses bisnis.

Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.

Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadiperhatian

oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

1.

6.
7.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi
birokrasi yang ditetapkan.

Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuaidengan
tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi
pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindah fungsi antar OPD.
Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yangmenyangkut
pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.

Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.

Pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras

dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama

pada tingkat implementasinya di Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
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3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi adalah mendorong peningkatan kinerja perekonomian daerah secara
berkelanjutan melalui perumusan dan pengoordinasian kebijakan perekonomian yang tepat,
terintegrasi, dan berbasis potensi daerah, termasuk pembinaan dan pengawasan BUMD,
pengendalian harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan fasilitasi kerja sama
ekonomi, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, peningkatan kesempatan kerja, pemerataan
hasil pembangunan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Biro Perekonomian berperan dalam menyusun, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan
mengevaluasi kebijakan di bidang perekonomian, sehingga pelaksanaan pembangunan
ekonomi daerah dapat berlangsung secara efisien, terintegrasi lintas perangkat daerah, serta
selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah.

Efektivitas pembangunan perekonomian juga tercermin dari:

e meningkatnya kualitas perumusan kebijakan ekonomi daerah;

e optimalnya pengendalian dan evaluasi program ekonomi;

o terjaganya stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah;

e meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, tujuan ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya perekonomian
daerah yang stabil, berdaya saing, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Provinsi Jambi.

Sedangkan sasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diarahkan pada
peningkatan nilai tambah sektor perekonomian dalam struktur ekonomi daerah melalui penguatan
peran sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah agar memberikan
kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, disertai dengan
peningkatan pengelolaan dan pengendalian BUMD dan BLUD secara profesional, transparan, dan
berorientasi pada kinerja guna meningkatkan kesehatan usaha, kualitas layanan, serta kontribusi
terhadap pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan
publik melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan dan evaluasi kinerja
yang terukur, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah sehingga pelayanan
di bidang perekonomian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

Terwujudnya Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84,94
1. | Pelayanan Publik yang Prima .
dan Akuntabel Nilai AKIP 73,85
2. | Meningkatnya Kualitas Efektivitas pelaksanaan 100 Persen
Kebijakan pengelolaan Kebijakan pengelolaan
perekonomian dan perekonomian dan
pembangunan pembangunan
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3.3 Program dan Kegiatan

a) Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan
Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi meliputi kesesuaian dengan kebijakan dan regulasi
perencanaan pembangunan daerah dan nasional, kondisi serta isu strategis perekonomian
daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah
dan pemangku kepentingan, dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah, ketersediaan
sumber daya, serta masukan dan aspirasi dari perangkat daerah terkait.

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan
1. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah sebanyak 2
(dua) program dengan 5 (Lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan;
Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi Jambi;
Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi;
Total Kebutuhan dana Rp. 909.215.679,-

Rincian Program/kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2028 dapat dilihat

sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33. berikut ini:
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NAMA SKPD : BIRO PEREKONOMIAN

TABEL T-C.33.
RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Prakiraan Maju Rencana

. Rencana Tahun 2026 Tahun 2027
Urusan/Bidang Urusan Indi -
. ndikator Kinerja Program /
Kode Pemerintahan Daerah dan ; Target Kebutuhan Target Kebutuhan
; Kegiatan . ) Sumber | Catatan )
Program/Kegiatan Lokasi Satuan Capaian | DanalPagu D Penti Capaian | Dana/Pagu
Kinerja Indikatif ana €nting | Kinerja Indikatif
(1] [2] 3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai SAKIP Biro Biro Nilai 73,85 498.249.679 APBD | - 75,4 608.200.042
PEMERINTAHAN DAERAH Perekonomian
PROVINSI Setda Provinsi
Indeks Kepuasan Masyarakat | Jambi Indeks 84,94 APBD - 85,78
Biro
4.01.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Persentase percepatan Biro Persentase | 100 28.000.000 APBD | - 100 55.880.000
Penganggaran, dan Evaluasi pelayanaan administrasi Perekonomian
Kinerja Perangkat Daerah perkantoran Setda Provinsi
Jambi
4.01.01.1.01.0001 | 1  Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan | Persentase Dok 4 APBD - 4
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Capaian 15.600.000 34.320.000
Perangkat Daerah Realisasi Fisik
4.01.01.1.01.0006 | 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Persentase Dok 5 APBD - 6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian 7.900.000 14.960.000
Kinerja dan |khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Fisik
Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.1.01.0007 | 3  Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Persentase Dok 2 APBD - 2
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Capaian 4.500.000 6.600.000
Realisasi Fisik
4.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Persentase Layanan Biro Persentase 100 APBD - 100
Perangkat Daerah Administrasi Umum yang Perekonomian 470.249.679 552.320.042
dipenuhi Setda Provinsi
Jambi
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4.01.01.1.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Biro Dok 4 APBD 4
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat Perekonomian 391.712.829 452.125.249
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Setda Provinsi
SKPD Jambi
4.01.01.1.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan | Biro Paket 1 11.004.250 APBD 1
Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang Perekonomian 12.104.675
Penggandaan Disediakan Setda Provinsi
Jambi
4.01.01.1.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Biro Paket 1 APBD 1
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Perekonomian 67.532.600 88.090.118
Kantor Disediakan Setda Provinsi
Jambi
4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Efektivitas pelaksanaan Biro Persentase 100 APBD 100
PEMBANGUNAN Kebijakan pengelolaan Perekonomian 491.966.000 415.137.360
perekonomian dan Setda Provinsi
Pembangunan Jambi
4.01.06.1.01 Kegiatan Pengelola Kebijakan dan | Persentase Rekomendasi Biro Persentase 100 61.880.400 APBD 100,00 | 65.930.480
Koordinasi Perekonomian Dokumen Kebijakan Perekonomian
Perekonomian Yang Setda Provinsi
difasilitasi Jambi
4.01.06.1.01.0001 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 4 APBD 4
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi | Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 41.903.700 36.924.580
Makro Ekonomi Makro Setda Provinsi
Jambi
4.01.06.1.01.0002 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 4 APBD 4
Pengelolaan Kebijakan Ekonomi | Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 19.976.700 29.005.900
Mikro Ekonomi Mikro Setda Provinsi
Jambi
4.01.06.1.02 Kegiatan Pengelola kebijakan Persentase Rekomendasi Biro Persentase 100 APBD 100
koordinasi SDA Dokumen kebijakan SDA Perekonomian 121.511.850 158.549.160
Yang difasilitasi Setda Provinsi
Jambi
4.01.06.1.02.0001 Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 3 65.174.750 APBD 3 76.200.080
Sinkronisasi dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Perekonomian
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, | Evaluasi Kebijakan Pertanian, Setda Provinsi
Kelautan, dan Perikanan Kehutanan, Kelautan, dan elda
. Jambi
Perikanan
4.01.06.1.02.0002 Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Dok 2 20.574.500 APBD 2 30.190.600

Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup

Biro
Perekonomian
Setda Provinsi
Jambi
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4.01.06.1.02.0003 | 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 2 35.762.600 APBD 52.158.480
Sinkronisasi dan Evaluasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Perekonomian
Kebijakan Energi dan Air Evaluasi Kebijakan Energidan | Setda Provinsi
Air Jambi
4.01.06.1.03 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Persentase Rekomendasi Biro Persentase 100 308.573.750 APBD 100 190.657.720
dan koordinasi BUMD dan BLUD Dokumen kebijakan BUMD Perekonomian
dan BLUD Yang difasilitas Setda Provinsi
Jambi
4.01.06.1.03.0001 | Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Dok 2 222.356.550 APBD 78.679.260
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi | Koordinasi, Sinkronisasi, Biro
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha | Monitoring, dan Evaluasi Perekonomian
Milik Daerah Jasa Keuangan dan Kebijakan Pengelolaan Badan Setda Provinsi
Aneka Usaha Usaha Milik Daerah Jasa Jambi
Keuangan dan Aneka Usaha
4.01.06.1.03.0002 | Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 2 38.605.000 APBD 38.897.980
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi | Koordinasi, Sinkronisasi, Perekonomian
Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha | Monitoring, dan Evaluasi Setda Provinsi
Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Kebijakan Pengelolaan Badan Jambi
Sanitasi Usaha Milik Daerah Air Minum,
Limbah dan Sanitasi
4.01.06.1.03.0004 | Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Biro Dok 1 47.612.200 APBD 73.080.480
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi | Koordinasi, Sinkronisasi, Perekonomian

Kebijakan Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah

Monitoring, dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah

Setda Provinsi
Jambi
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung
peningkatan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian daerah
melalui penyusunan bahan kebijakan ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat
daerah, pemantauan serta evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengendalian isu-isu strategis
perekonomian daerah, dengan dukungan administrasi dan penunjang biro yang efektif;

Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan
dan sasaran serta hal- hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan
sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau
merencanakan program dan kegiatan tahun 2026 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok
dan fungsi Biro Perekonomian. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses
administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang
terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggungjawab Biro.

2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu khusus kepada misi 1 dari Gubernur
dan Wakil Gubernur Jambi yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, Akuntabel
serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang
pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas
serta pelayanan publik.

Pelaksanaan Renja ini didanai dari APBD Provinsi Jambi dan dilaksanakan secara efisien,
akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan
daerah. Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan

: Rencana Tahun 2026
U UrusanIBld_ang Indikator Kinerja
rusan Pemerintahan
Kode Program / Target | Kebutuhan
Daerah dan Keaiatan , ) Sumber
Program/Kegiatan 9 Lokasi Satuan Capaian | Dana/Pagu Dana
Kinerja Indikatif
(1] 2] 3] (4] [5] [6] [7]
4.01 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01.01 PROGRAM Nilai SAKIP Biro Biro Nilai 73,85 498.249.679 APBD
PENUNJANG Perekonomian
URUSAN Setda Provinsi
PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan | Jambi Indeks 84,94 APBD
DAERAH PROVINS| | Masyarakat Biro
4.01.01.1.01 Kegiatan Persentase Biro Persentase | 100 28.000.000 APBD
Perencanaan, percepatan Perekonomian
Penganggaran, dan pelayanaan Setda Provinsi
Evaluasi Kinerja administrasi Jambi
Perangkat Daerah perkantoran
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4.01.01.1.01.0001 | 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Persentase Dok APBD
Penyusunan Perencanaan Capaian 15.600.000
Dokumen Perangkat Daerah | Realisasi Fisik
Perencanaan
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.0006 | 2 Sub Kegiatan Jumlah Laporan Persentase Dok APBD
Koordinasi dan Capaian Kinerja Capaian 7.900.000
Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Fisik
Laporan Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja dan SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil
Kinerja SKPD Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.01.01.1.01.0007 | 3  Sub Kegiatan Jumlah Laporan Persentase Dok APBD
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian 4.500.000
Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | Realisasi Fisik
4.01.01.1.06 Kegiatan Persentase Biro Persentase 100 APBD
Administrasi Umum Layanan Perekonomian 470.249.679
Perangkat Daerah Administrasi Setda Provinsi
Umum yang Jambi
dipenuhi
4.01.01.1.06.0009 | 1  Sub Kegiatan Jumlah Laporan Biro Dok 4 APBD
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan | Perekonomian 391.712.829
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Setda Provinsi
dan Konsultasi dan Konsultasi Jambi
SKPD SKPD
4.01.01.1.06.0005 | 2  Sub Kegiatan Jumlah Paket Biro Paket 1 11.004.250 APBD
Penyediaan Barang Cetakan Perekonomian
Barang Cetakan dan Penggandaan | Setda Provinsi
dan Penggandaan | yang Disediakan Jambi
4.01.01.1.06.0002 | 3  Sub Kegiatan Jumlah Paket Biro Paket 1 APBD
Penyediaan Peralatan dan Perekonomian 67.532.600
Peralatan dan Perlengkapan Setda Provinsi
Perlengkapan Kantor yang Jambi
Kantor Disediakan
4.01.06 PROGRAM Efektivitas Biro Persentase 100 APBD
PEREKONOMIAN pelaksanaan Perekonomian 491.966.000
DAN Kebijakan Setda Provinsi
PEMBANGUNAN pengelolaan Jambi
perekonomian
dan
Pembangunan
4.01.06.1.01 Kegiatan Pengelola Persentase Biro Persentase 100 61.880.400 APBD
Kebijakan dan Rekomendasi Perekonomian
Koordinasi Dokumen Setda Provinsi
Perekonomian Kebijakan Jambi
Perekonomian
Yang difasilitasi
4.01.06.1.01.0001 | 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Biro Dok 4 APBD
Fasilitasi Hasil Pengelolaan | Perekonomian 41.903.700
Pengelolaan Kebijakan Setda Provinsi
Kebijakan Ekonomi Makro Jambi
Ekonomi Makro
4.01.06.1.01.0002 | 2  Sub Kegiatan Jumlah Dokumen | Biro Dok 4 APBD
Fasilitasi Hasil Pengelolaan | Perekonomian 19.976.700
Pengelolaan Kebijakan Setda Provinsi
Kebijakan Ekonomi Mikro Jambi
Ekonomi Mikro
4.01.06.1.02 Kegiatan Pengelola Persentase Biro Persentase 100 APBD
kebijakan koordinasi | Rekomendasi Perekonomian 121.511.850
SDA Dokumen Setda Provinsi
kebijakan SDA Jambi

Yang difasilitasi
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4.01.06.1.02.0001 | 1  Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Dok 3 65.174.750 APBD
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Biro
Evaluasi Evaluasi Kebijakan P .
o ; erekonomian
Kebijakan Pertanian, o
; Setda Provinsi
Pertanian, Kehutanan, Jambi
Kehutanan, Kelautan, dan
Kelautan, dan Perikanan
Perikanan
4.01.06.1.02.0002 | 2 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Dok 2 20.574.500 APBD
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Biro
Evaluasi Evaluasi Kebijakan | Perekonomian
Kebijakan Pertambangan dan | Setda Provinsi
Pertambangan Lingkungan Hidup | Jambi
dan Lingkungan
Hidup
4.01.06.1.02.0003 | 2  Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Dok 2 35.762.600 APBD
Koordinasi, Hasil Koordinasi, Biro
Sinkronisasi dan Sinkronisasi dan Perekonomian
Evaluasi Evaluasi Kebijakan | Setda Provinsi
Kebijakan Energi Energi dan Air Jambi
dan Air
4.01.06.1.03 Kegiatan Pengelolaan | Persentase Biro Persentase 100 308.573.750 APBD
Kebijakan dan Rekomendasi Perekonomian
koordinasi BUMD dan | Dokumen Setda Provinsi
BLUD kebijakan BUMD | Jambi
dan BLUD Yang
difasilitas
4.01.06.1.03.0001 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Dok 2 222.356.550 APBD
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Monitoring, dan Monitoring, dan Biro
Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan | Perekonomian
Pengelolaan Badan Pengelolaan Setda Provinsi
Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik | Jambi
Jasa Keuangan dan Daerah Jasa
Aneka Usaha Keuangan dan
Aneka Usaha
4.01.06.1.03.0002 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Biro Dok 2 38.605.000 APBD
Koordinasi, Hasil Koordinasi, Perekonomian
Sinkronisasi, Sinkronisasi, Setda Provinsi
Monitoring, dan Monitoring, dan Jambi
Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Badan Pengelolaan
Usaha Milik Daerah Air | Badan Usaha Milik
Minum, Limbah dan Daerah Air Minum,
Sanitasi Limbah dan
Sanitasi
4.01.06.1.03.0004 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Biro Dok 1 47.612.200 APBD
Koordinasi, Hasil Perekonomian
Sinkronisasi, Koordinasi, Setda Provinsi
Monitoring, dan Sinkronisasi, Jambi
Evaluasi Kebijakan Monitoring, dan
Pengelolaan Badan Evaluasi
Layanan Umum Kebijakan
Daerah Pengelolaan
Badan

Layanan Umum
Daerah
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BAB V PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi disusun sebagai
dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Biro Perekonomian guna mendukung peningkatan kualitas perumusan, koordinasi,
dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian daerah. Renja ini merupakan penjabaran
dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih tinggi dan disusun dengan
memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah,
sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Renja, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi berpedoman pada
kaidah-kaidah perencanaan dan pelaksanaan yang meliputi prinsip efektivitas dan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas, keterpaduan dan sinkronisasi lintas perangkat daerah, serta
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap program dan
kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan pencapaian kinerja yang terukur, pengelolaan
anggaran yang tertib dan bertanggung jawab, serta dukungan administrasi yang tertata dengan
baik guna memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai rencana tindak lanjut, pelaksanaan Renja ini akan disertai dengan pemantauan dan
evaluasi secara berkala untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan, mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan maupun sebagai dasar penyusunan perencanaan pada
tahun berikutnya. Selain itu, penguatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah
terkait serta pemangku kepentingan lainnya akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas
rekomendasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah.

Dengan adanya Laporan Rencana Kerja ini, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan
kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dapat berjalan secara konsisten, adaptif
terhadap dinamika perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Provinsi Jambi secara optimal dan berkelanjutan.

Jambi, Juli 2026

; :&%A BIRO PEREKONOMIAN

Tfp |
50124 200003 1 002
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RENJA TAHUN 2026
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

MERINTAH PROVINSI JAMBI

rja Tahunan Biro Pengadaan barang dan Jasa




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,
karunia dan hidayahnya sehingga rencana kerja tahunan/Renja (RKT) Biro Pengadaan Barang
Dan Jasa Provinsi Jambi tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Tahun ini akan dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan rencana kerja.

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan
Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis
penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja instansi
pemerintah, yang mewajibkan mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk
melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah
menyusun rencana strategi Renstra yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kinerja
tahunan (RKT).

Rencana kinerja tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi tahun
2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi di tahun 2026.

Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan (RKT) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2026 di harapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan
kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi, serta dapat menjadi informasi bagi
pihak pihak yang berkepentingan. Demikian RKT 2026 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Jambi ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Januari 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

M.ALI ZAINI, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban rencana strategis kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur
utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban Kinerja.
rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan tertib tetapi jalur
pertanggungjawaban Kkinerja masih kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu
dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, Kedudukan perencanaan kinerja menjadi
suatu isu yang yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh Kepala SKPD
sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan SKPD-nya kepada arah pelaksanaan misi
dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang
akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang
diinginkan. dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan
Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat
melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah
atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur, sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator Kkinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana Kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja
merupakan proses pendapatan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta
indikator Kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sesuai dengan program, kebijakan, dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indicator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai Sub. Bagian Perencanaan Biro
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi perlu menyusun RKT Tahun 2026
dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
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1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretriat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai

berikut:

1.
2.
3.

ok~

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Permerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04
Tahun 2015;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Biro Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah melalui Asisten Perekonomian dan
Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksana
tugas perangkat daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.
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Susunan Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Terdiri dari:

o0 T

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Bagian Pengelolaaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah
Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

a.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Biro
Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah |
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa,pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa,pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan
jasa;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa
yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1) Menginventariskan paket pengadaan barang/jasa;

2) Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

3) Menyusun strategi pengadaan barang/jasa; dan

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas sebagai
berikut:

1) Menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung
lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

2) Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

3) Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral,

4) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

2) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

3) Memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan
penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; dan

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.
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c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas
membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi
pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakna tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan
secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi
pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;

2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem
informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;

3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi,
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;

4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem
informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;
dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa
yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Pengembangan
Sistem Informasi, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem infomasi pengadaan barang/jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan
infrastrukturnya;

2) Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

3) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa;

4) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

5) Mengembangkan sistem informasi yang dibututhkan oleh UKPBJ; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1) Menyiapkan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada
masyarakat luas;
2) Mengelola informasi kontrak;
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3)
4)
5)

Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan lingkup biro;

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahna RENSTRA, RENJA,
RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LK]jIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;

Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

10) Melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan

tugasnya.

d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem
pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi
pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

1.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber
daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan
barang dan jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis
pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan
kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan
sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan
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pengadaan barang dan jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan
teknis pengadaan barang dan jasa;

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang
pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan
kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa
yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa,
mempunyai tugas sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)

Membina bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para
pengelola pengadaan barang/jasa dan personal UKPBJ;

Mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;

Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mengelola dan melaksanakan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

Mengelola personil UKPBJ;

Mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ;

Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
Mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa,
mempunyai tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)

Melaksankan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Desa;

Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah,
antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;

Melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.
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BAB Il
RENCANA STRATEGIS
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025 — 2029
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jambi
VISI
Visi Provinsi Jambi 2021-2026
“JAMBI MANTAP”

Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho
ALLAH SWT”

MISI
Untuk mewujudkan visi, Jambi memiliki 3 Misi Sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan dua (dua) Program

sasaran strategis pembangunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi seperti

pada tabel berikut :

Tujuan Sasaran Program
Terwujudnya Tata |1. Meningakatnya Layanan | - Program Kebijakan
Kelola Pengadaan Informasi pengadaan barang / dan Pelayanan
Barang /Jasa yang jasa Pemerintah secara elektronik Pengadaan Barang
berkualitas (ITKP) 2. Meningkatnya Layanan R 252

a(_jmlnltra3| pengadaan barang — Program Penunjang

/ jasa Pemerintah Urusan Pemerintahan
3. Meningkatnya  penyelesaian Daerah Provinsi

sengketa pengadaan barang /

jasa.
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Strategi Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-
kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan
secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman
pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi dalam tahun 2026 yang di
usulkan terdiri atas 1(satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 2 (dua) program yang didukung dengan
kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak
5(lima) kegiatan dengan 11 (sebelas) Sub Kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dan
1 (satu) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi

3. Meningkatnya
Penyelesaian
Sengketa
Pengadaan Barang
dan Jasa.

Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Perkontoran
Sasaralj Kebijakan Program Kegiatan/Sub Kegiatan
Strategis
Terwujudnya 1. Meningkatnya - Program Penunjang | Kegiatan Administrasi
Tata Kelola layanan Informasi| Urusan Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Pengadaan Pemerintahan Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Barang /Jasa Barang/Jasa Daerah Provinsi Rapat Koordinasi dan
yang berkualitas Pemerintah Secara Konsultasi SKPD
(ITKP) Elektronik - Program Kegiatan  Penyediaan  Jasa
2. Meningkatnya Kebijakan dan Penunjang Urusan
Layanan Pelayanan Pemerintahan Daerah
Administrasi Pengadaan Barang |Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengadaan dan Jasa Surat Menyurat
Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan
Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi
Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemantauan dan
Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Kegiatan Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem
Pengadaan secara Elektronik
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Sub Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Sub Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Pengadaan Barang
dan Jasa

Sub  Kegiatan  Pendampingan,
Konsultasi, dan/atau Bimbingan
Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber
Daya Manusia

Kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka kebijakan

yang ditempuh adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas dan profesional
untuk mendukung pengelolaan barang dan jasa pemerintah daerah.
2. Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan pengelolaan

barang dan jasa pemerintah daerah.

3. Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi pengelolaan

barang dan jasa pemerintah daerah.

4. Pelaksanaan barang dan jasa daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Evaluasi Capaian Renstra

Evaluasi kinerja berupa Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Jambi
tahun 2025 yang akan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas Jumlah
kegiatan. Persentase dari hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:
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Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan di bawah 100% predikatnya

“Baik.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan di bawah 85% predikatnya

“Sedang.”

Pencapaian indikator kinerja sasaran0%sampai dengan dibawah 70% predikatnya

“Kurang Baik”

Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Provinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa Capaian

Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

No. Klasifikasi Predikat Jumlah Indikator Kinerja
Penilaian Sasaran
1 100% Sangat Baik 0
2 85% sd < 100% Baik 12
3 70% sd < 85% Sedang 1
4 0sd < 70% Kurang Baik 0
Jumlah 13

Dengan demikian pencapaian sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi

Jambi selama ini dengan predikat baik (85% sd < 100%) adalah sebanyak 12 (dua belas)

indikator, predikat sedang (70% sd < 85%) indikator.sebanyak 1 (satu) indikator, dan predikat

kurang baik (0 sd < 70%) sebanyak O (nol).
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Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2025-2029

a pengadaan
barang dan jasa.

No SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI Capaian Th.2021

1 Meningkatnya layanan Informasi Proses pengadaan | 12 Bulan 12 Bulan Tercapainya rapat
Pengadaan Barang/Jasa memenuhi prinsip- koordinasi dan
Pemerintah Secara Elektronik prinsip pengadaan konsultasi luar daerah,

barang dan jasa. penataan administrasi
Persentase umum dan jasa surat
publikasi menyurat.

pengadaan barang

dan jasa secara

update.

2 Meningkatnya Layanan Persentase seleksi | 100% 100% Jumlah inventarisasi
Administrasi Pengadaan administrasi paket pengadaan, jumlah
Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang riset dan analisis pasar

dan jasa tepat dilaksanakan tepat
waktu. waktu.

3 Meningkatnya Penyelesaian Persentase 11 Kab/Kota | 0 Tidak adanya
Sengketa Pengadaan Barang penurunan sengketa/sanggah
dan Jasa. sanggahan/sengket banding

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Baru dibentuk pada awal Tahun 2021 dengan dasar
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

PROGRAM

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi terdiri atas 2 program yang
terdiri dari 1 program non urusan (rutin), dan 1 program wajib.

Program Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Wajib

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan barang dan Jasa

15




BAB 111
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi
Jambi merupakan dokumen yang menjadi dasar dalam melaksanakan operasional sebagai
penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Berbagai rencana kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa diupayakan mampu
menjawab permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa di
Provinsi Jambi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat
melalui musrenbang Tingkat Provinsi.

2. Rencana Kinerja tetap dalam kerangka bagaimana mewujudkan Pengadaan Barang
dan Jasa yang Akuntabel di Provinsi Jambi serta menciptakan daya saing di
masyarakat.

3. Secara umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Jambi, Januari 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG

DAN JASA
m

M.ALI ZAINI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan barang dan Jasa
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Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi

Data Rencana Program Tahun

. _— . 2026
Tui s Indikator Kinerja Tujuan
ujuan asaran Kode Rekening | Program dan Kegiatan Sasaran Program Target Renia 2026
(Outcome) dan (Output) Capaian |
Rp
3 4 5 6 7
Predikat AKIP BB
Perangkat
Daerah
Terwujudnya Indeks Kepuasan 85 639.151.468
Tata Kelola Masyarakat
Pengadaan
Barang / Jasa PROGRAM
yang berkualitas PENUNJANG URUSAN
(ITKP) PEMERINTAHAN
Meningkatny DAERAH PROVINSI
a Informasi
Pengadaan
Barang/ Jasa | 4.01.01
Pemerintah
Secara
Elektronik
Kegiatan Perencanaan | Terlaksananya
Pengagaran dan Perencanaan
4.01.01.1.01 evaluasi kinerja Pengagaran dan 1.150.000
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Tersusunya dokumen
4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat 4 Dokumen 1.150.000
Perencanaan Perangkat | daerah
Daerah
Kegitan Admitrasi Terlaksananya
4.01.01.1.06 Umum Perangkat Admitrasi Umum 561.091.468
Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan
4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 Paket 327 231.850
dan Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan Tercapainya Rapat -
Penyelenggaraan Rapat | Rapat Koordinasi dan
4.01.01.1.06.09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 233.859.618
Konsultasi SKPD
Kegiatan Pemeliharaan | Terlaksananya
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Peralatan
4.01.01.1.09 Urusan Pemerintah dan Mesin lainya 76.910.000
Daerah
Sub Kegiatan Terlaksananya
4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Peralatan 90 Unit 76.910.000
dan Mesin lainya dan Mesin lainya
Meningkatny PROGRAM
a Layanan KEBIJAKAN DAN
Adminitrasi PELAYANAN
Pengadaan | 49107 PENGADAAN BARANG 1.262.551.768
Barang/Jasa DAN JASA
Pemerintah
Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya
4.01.07.1.01 Pengadaan Barang dan | Pengelolaan Pengadaan Laporan 438.022.792

Jasa

Barang dan Jasa

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan barang dan Jasa
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Sub Kegiatan
Pengelolaan Strategi

Terlaksananya Strategi
Pengadaan Barang dan

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan barang dan Jasa

4.01.07.1.01.01 Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 79.766.130
Jasa
Sub Kegiatan Terlaksananya
4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan | PelaksanaanPengadaan 12 Laporan 278.224.092
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
4.01.07.1.01.03 Sub Kegiatan Telaksanaya
Pemantauan dan Pemantauan dan
Evaluasi Pengadaan Evaluasi Pengadaan 12 Laporan 80.032.570
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
4.01.07.1.02 Kegiatan Pengelolaan Terlaksananya
Layanan Pengadaan Pengelolaan Layanan Laoran
Secara Elektronik Pengadaan Secara P
Elektronik 524.734.167
4.01.07.1.02.01 Sub Kegiatan Terlaksananya
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara Pengadaan Secara 12 Laporan
Elektronik Elektronik 377.945.684
4.01.07.1.02.02 Sub Kegiatan Terlaksananya
Pengembangan Soistem Pengemt?angan Soistem 12 Laporan 75.577.392
Informasi Pengadaan Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
4.01.07.1.02.03 Sub Kegiatan Terlaksananya Informasi
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 12 Laporan 71.911.091
Pengadaan Barang dan Jasa
Jasa
Meningkatnya | 4.01.07.1.03 Kegiatan Pembinaan Terlaksanaya
Penyelesaian dan Advokasi Pembinaan dan
Sengketa Pengadaan Barang dan | Advokasi Pengadaan Dokumen 209.794.809
Pengadaan Jasa Barang dan Jasa
Barang dan
Jasa.
4.01.07.1.03.01 Sub Kegiatan Terlaksananya
Pembinaan Sumberdaya | Sumberdaya Manusia
Manusia Pengadaan Pengadaan Barang dan 17 Orang 67.865.198
Barang dan Jasa Jasa
4.01.07.1.03.02 Sub Kegiatan Terlaksananya
Pembinaan Kelembagaa | PembinaanKelembagaa 4 Dokumen 114.207 687
Pengadaan Barang dan Pengadaan Barang dan
Jasa Jasa
18




4.01.07.1.03.03

Jambi, Januari 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

M.ALI ZAINI, SH. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730729 200012 1 002

Sub Kegiatan
Pendampingan,
Konsultasi
dan/atauBimbingan
Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa

Terlaksananya
Pendampingan,
Konsultasi
dan/atauBimbingan
Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa

4 Dokumen

117.721.924
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PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE LR RO ER Al KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA HEHOLIRAOIX DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan 962.241.558,00 702.151.661,00 702.151.661,00 -260.089.897,00 1.738.406.625,00
Otonomi Daerah
4 NON URUSAN 145.838.009,00 0,00 0,00 -145.838.009,00 0,00
4 UNSUR PENDUKUNG 816.403.549,00 702.151.661,00 702.151.661,00 -114.251.888,00 1.738.406.625,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN 145.838.009,00 0,00 0,00 -145.838.009,00 0,00
BIDANG XX
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 816.403.549,00 702.151.661,00 702.151.661,00 -114.251.888,00 1.738.406.625,00
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 145.838.009,00 85.791.895,80 85.791.895,80 -60.046.113,20 Meningkatnya 198.238.369,00
URUSAN PEMERINTAHAN kulitas pelayanan
DAERAH PROVINSI publik
4.01.01.1.01 Perencanaan, Presentase Pemenuhan 100 % 100 % 19.641.310,00 15.305.217,00 15.305.217,00 -4.336.093,00 41.800.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi | Dokumen Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja sesuai dengan
Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 0,00 15.305.217,00 15.305.217,00 15.305.217,00 | Semua PENDAPATAN - PP 4: Tata kelola 41.800.000,00 | SEKRETARIAT
Laporan Capaian Kinerja dan | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota/Kab, ASLI DAERAH pemerintahan yang DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan Semua (PAD) adaftif dan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, demokratis
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kel/Desa
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 19.641.310,00 0,00 0,00 -19.641.310,00 | Semua PENDAPATAN - PP 4: Tata kelola 0,00 | SEKRETARIAT
Laporan Capaian Kinerja dan | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota/Kab, ASLI DAERAH pemerintahan yang DAERAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan Semua (PAD) adaftif dan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, demokratis
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kel/Desa
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4.01.01.1.06 Administrasi Umum IKM - 98,7 nilai 126.196.699,00 70.486.678,80 70.486.678,80 -55.710.020,20 156.438.369,00
Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 0,00 23.687.200,00 23.687.200,00 23.687.200,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 65.138.369,00 | SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Disediakan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket 59.216.699,00 0,00 0,00 -59.216.699,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 0,00 | SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Disediakan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 0,00 11.653.100,00 11.653.100,00 11.653.100,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 36.300.000,00 | SEKRETARIAT
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
yang Disediakan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang 1 Paket 1 Paket 33.000.000,00 0,00 0,00 -33.000.000,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 0,00 | SEKRETARIAT
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
yang Disediakan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 35.146.378,80 35.146.378,80 35.146.378,80 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 55.000.000,00 | SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Konsultasi SKPD SKPD Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 33.980.000,00 0,00 0,00 -33.980.000,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 0,00 | SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Konsultasi SKPD SKPD Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
2. 4.01.03 PROGRAM Nilai Laporan - 2,900 816.403.549,00 616.359.765,20 616.359.765,20 -200.043.783,80 Meningkatnya tata 1.540.168.256,00
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan NILAI kelola
OTONOMI DAERAH Pemerintahan Daerah pemerintahan yang
(LPPD) >2,900 efektif
4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas - 304.496.004,00 207.925.916,20 207.925.916,20 -96.570.087,80 612.871.715,00
Pemerintahan Persentase penyelesaian 88 persen
batas antar Kabupaten/ Kota
dalam Provinsi Jambi
4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 172.803.916,00 110.846.981,00 110.846.981,00 -61.956.935,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 372.228.358,00 | SEKRETARIAT
Kebijakan Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Kebijakan Pemerintahan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 58.898.000,00 44.089.700,00 44.089.700,00 -14.808.300,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 105.536.860,00 | SEKRETARIAT
Pemerintahan Umum Koordinasi Pelaksanaan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Pemerintahan Umum Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE SRES NGRS EI G KEGIATAN / SUB PERIODE A A TARGET RENJA AT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2026 APBD 2026 RKPD PERUBAHAN 2026 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 72.794.088,00 52.989.235,20 52.989.235,20 -19.804.852,80 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 135.106.497,00 | SEKRETARIAT
Fasilitasi Penataan Wilayah Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi - 325.336.651,00 267.946.223,00 267.946.223,00 -57.390.428,00 587.995.817,00
Daerah Tersusunnya LKPJ Provinsi 1 dokumen
Jambi
4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala | Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 78.269.960,00 58.424.972,00 58.424.972,00 -19.844.988,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 150.768.156,00 | SEKRETARIAT
Daerah dan DPRD Fasilitasi Administrasi Kepala Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Daerah dan DPRD Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan | Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen | 1 Dokumen 53.779.776,00 40.614.410,00 40.614.410,00 -13.165.366,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 97.999.304,00 | SEKRETARIAT
Penataan Urusan Pengembangan Otonomi dan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Penataan Urusan yang Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Dilaksanakan Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 193.286.915,00 168.906.841,00 168.906.841,00 -24.380.074,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 339.228.357,00 | SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Evaluasi dan Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Pemerintahan Penyelenggaraan Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Pemerintahan Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - 186.570.894,00 140.487.626,00 140.487.626,00 -46.083.268,00 339.300.724,00
Meningkatnya kerjasama 9 naskah
lintas sektoral dengan
Provinsi Jambi
4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Jumlah Kerja Sama Antar 4 Dokumen | 4 Dokumen 53.805.894,00 41.300.126,00 41.300.126,00 -12.505.768,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 94.236.883,00 | SEKRETARIAT
Pemerintah Pemerintah yang Difasilitasi Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan | Jumlah Kerja Sama Badan 5 Dokumen | 5 Dokumen 52.545.000,00 40.417.500,00 40.417.500,00 -12.127.500,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 94.295.683,00 | SEKRETARIAT
Usaha/Swasta Usaha/Swasta yang Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Difasilitasi Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja | Jumlah Kerja Sama yang 1 Laporan 1 Laporan 80.220.000,00 58.770.000,00 58.770.000,00 -21.450.000,00 | Semua PENDAPATAN Memperkuat PP 4: Tata kelola 150.768.158,00 | SEKRETARIAT
Sama Dievaluasi Kota/Kab, ASLI DAERAH reformasi politik, pemerintahan yang DAERAH
Semua (PAD) hukum dan birokrasi, | adaftif dan
Kecamatan, serta memperkuat demokratis
Semua Kel/Desa pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

JUMLAH

962.241.558,00

702.151.661,00

702.151.661,00

-260.089.897,00

1.738.406.625,00

SIPD-RI: dicetak pada 16 September 2026 13:06 | Penetapan - Penetapan Pergub PRKPD 2026 | Terkunci
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan Rencana Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun
2026 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Biro Kesejahteraan
Rakyat Tahun 2025 — 2030. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan
tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

Secaraumum, Rencana Kinerja Tahun 2026 ini berisikan informasi mengenai program kerja,
kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Rencana
Kinerja 2026 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2025 yang sepenuhnya
mengacu pada Rencana Strategis 2025 — 2030 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Di
sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang direncanakan selama Tahun
2025. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2026.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun

2026 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

BIRO KESRA,

DIN, S.Sos.|

Pembina
NIP.198007022006041017



DAFTAR ISI

KATA PENGANT AR ..ottt ettt ettt et e et e e et e e et et e e eea e eeeeeeenareeaaeees [
DA o 1Y = G ] DT I
BAB | PENDAHULUAN ..ot aaenn 1
L1 Latar BelaKang ..........oeeiiiooiiiiiiiiee et 1
L2 Landasan HUKUIM ..o e e e 2
1.3 MaKSUA AN TUJUAN . ...cciiieiiiiiiiii ettt e e e e e et e e e e e e e s neeeeees 2
1.4 SiSteMAtKa PENUIISAN .....eeieeeeee ettt r e e 3
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN LALU...... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran ...............veeeeiieeeeiieiiiiiiiee e 4
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah............cccoocviiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiceeeees 14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................... 29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiieeeiiiieeee e 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............ccooccvvviiiiiieennnnns 40
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT ...cooiiiiiiiiiiieeceeenn, 44
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah ...............cccccceeiiiiiniiiiiiiinnnnenn. 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biroo Kesejahteraan Rakyat..............ccccccooviiiiiiinnnenn. 45
3.3 Program dan KeQIALAN ..........coouiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e 48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.................... 52
BAB V PENUTUR ...t e e et et e et e e e e e e e 55



BAB |
PENDAHULUAN

11, Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi
Rencana Stratejik tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-
kegiatan stratejik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja
kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan
perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai
arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan
sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kesejahteraan Rakyat.
Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional
dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran
organisasi.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan Rencana Kerja
(Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
Biro Kesejahteraan Rakyat untuk periode Tahun Anggaran 2026.

Renja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
selama Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Namun
demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi kegiatan atau program karena adanya
kebijakan dari pemerintah.

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Kesejahteraan Rakyat, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Jambi, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi
Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E
Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2026



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar;

2. penyiapan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

4. pelayanan administrasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

12, Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambhan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

13. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 dimaksudkan untuk
memberi gambaran pelaksanaan rencana pembagunan daerah Provinsi Jambi,
khususnya pada Tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan
pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi
Jambi Tahun 2025 — 2030.
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14. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat disesuaikan dengan
ketentuan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB | : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Biro, proses
penyusunan Renja Biro dan mengemukakan keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD
dan Renstra, serta penjelasan tentang peraturan daerah yang mengatur tentang struktur
Kesejahteraan Rakyat, tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, ketentuan
peraturan lainnya untuk memuat penjelasan dalam pembuatan Renja Biro Kesejahteraan
Rakyat. Sistematika Penulisan, menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja
Biro Kesejahteraan Rakyat serta garis besar isi dokumen.

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro
Kesejahteraan Rakyat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu
kepada APBD tahun berjalan, Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra
Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja
Biro Kesejahteraan Rakyat tahun-tahun sebelumnya.

BAB Ill: Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat

Bab ini menjeskan tentang tujuan untuk mencapai visi misi Biro Kesejahteraan
Rakyat berserta sasaran yang ditetapkan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu
1 (satu) tahun.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Kesejahteraan Rakyat

Bab ini menjelaskan tentang perkiraan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025
sesuai dengan pemen 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V: Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
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BAB Il

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.

Realisasi program/kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat yang telah memenuhi
target kinerja hasil/lkeluaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Melalui
pelaksanaan 2 (dua) program prioritas yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan 17
(delapan belas) sub Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dalam
rangka mewujudkan sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi
di bidang perencanaan Kepegawaian dan Keuangan sebagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan dan langkah penataan administrasi tata usaha yang lebih
efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan
administrasi dan peralatan di Biro Kesejahteraan Rakyat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, dari tahun 2025 s.d. 2030 melalui APBD Provinsi Jambi, Biro
Kesejahteraan Rakyat diberikan anggaran yang relatif memadai dalam rangka
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, outcome yang telah dicapai dari program ini adalah terlayaninya
kebutuhan pelayanan administrasi umum dengan rata-rata sebesar 83 persen yang
didukung oleh output laporan akuntabilitas kinerja Biro dan survei indeks kepuasan
masyarakat Biro, kegiatan yang dihasilkan adalah laporan akuntabilitas Biro yang
akuntabel, pelayanan pendukung kinerja melalui pemenuhan sarana prasarana
kerja, pemeliharaan Aset, pemenuhan alat kantor, terinventarisirnya data PNS di
lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.
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Sebagai upaya pencapaian kinerja tersebut, tentunya juga mengalami
beberapa kendala mendasar. Salah satunya pelayanan administrasi kenaikan
pangkat dan gaji berkala tersebut dilakukan satu pintu yakni melalui Sub Bagian
Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Namun
kenyataannya masih banyak diantara PNS yang melakukan proses layanan
tersebut langsung ke BKD Provinsi Jambi dan tidak melalui Sub Bagian Tata
Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, masih minimnya motivasi PNS
lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat yang ingin mengurus gaji berkala, dengan
berbagai alasan seperti lupa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ke depan
perlu dibuat sebuah sistem yang dapat menjangkau layanan secara terpadu.

Program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhan
administrasi dan peralatan kepegawaian Biro melalui pembelian ATK, belanja
cetak, belanja modal, dan perjalanan dinas.

Dari 2 (dua) output kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2025 terdapat
beberapa kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Biro
Kesejahteraan Rakyat dengan SKPD terkait serta lemahnya SDM yang
menangani bidang ini. Namun secara keseluruhan, program ini tidak mendapat
halangan yang berarti, karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang
pelaksanaan administrasi pelayanan aparatur dilingkup Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Jambi.

2. Program Kesejahteraan Rakyat

Program Penataan Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 (dua) kegiatan yaitu
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi
Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan strategis, yakni :
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual,

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan keagamaan/ormas keagamaan;

b. bantuan rumah ibadah/pendidikan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bantuan rumah
ibadah/pendidikan keagamaan/ormas keagamaan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan keagamaan/ormas keagamaan,;

d. bantuan rumah ibadah/pendidikan menyiapkan bahan penyusunan
petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan bantuan rumah ibadah/pendidikan
keagamaan/ormas keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
bantuan rumah ibadah/pendidikan keagamaan/ormas keagamaan;
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5



f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

2. SubKegiatan Kelembagaan Bina Spiritual

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakan Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat
beragama;

b. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan
lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama; melakukan
pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina
spiritual dan kerukunan umat beragama;

c. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan
umat beragama; melakukan koordinasi lintas sektor dan
pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama
dan serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;

d. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual;
memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama
dan aliran kepercayaan;

f. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

g. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama
dan aliran kepercayaan;

h. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan
Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

i. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar
Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan strategis, yakni :
1. Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata;
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f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

2. Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I,

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan
tenaga kerja;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil,pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan
tenaga kerja;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

3. Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar lll;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik,
persandian dan perhubungan;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
Pelayanan Dasar

Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan strategis, yakni :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan;

Rencana Kerja Ranhir Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
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b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pendidikan;

c. bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pendidikan;

d. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

2. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
kesehatan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kesehatan;

c. menyiapkan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesehatan;

d. melaksanakan administrasi kesekretariatan TP UKS/M Provinsi Jambi;

e. melaksanakan rapat koordinasi Kesra bidang kesehatan;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

3. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial,

b. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang sosial;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial;

d. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Rencana Kerja Ranhir Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
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BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA RENJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAN PENCAPAIN RENSTRA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S/D TAHUN 2024

PROVINSI JAMBI

Realisasi i Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Tgrg(_et T?fg‘?t Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Target Renstra Perangkat
Kinerja Kinerja Program dan Daerah s/d Tahun berjalan
. Capaian hasil gr
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program ( Program isasi Kegiatan ( isagi
Kode Pemerintahan Daera dan efjarrog 9 9 Target Realisasi Renja Realisasi Tinakat
) (Outcome)/Kegiatan (output) Renstra dan Reni Reni Capai Ingkal
Program/Kegiatan P K Kel enja enja Tingkat Perangkat apaian Capaian
erangkat eluaran | perangkat | Perangkat Realisasi Daerah Tahun | Programdan | i -
Daerah) Kegiatan Daerah Daerah ) 2026 n-1) Kegiatan s/d Taraet
Tahun2026 | s/dTahun | Tahyn2024 | Tahun 2024 Tahun berjalan gel
2024 (n-2) (n-2) (n-1) Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8= (7l6) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Predikat SAKIP Biro BB B BB B B BB B B
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Kegiatan Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Biro 100 100 100 100 100 100 100 100
4.01.01.1.06 Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.02 1 Penyediaan Peralatan dan |Jumlah Paket Peralatan dan 4 1 1 1 1 4 6 2
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4.01.01.1.06.03 2 Penyediaan Logistik Kantor |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 12 12 12 12 12 12 12
yang Disediakan
4.01.01.1.06.05 3 Penyediaan Barang Cetakan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 2 2 2 2 2 2 2
dan Penggandaan Pengadaan yang Disediakan
4.01.01.1.06.09 4 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 2 2 2 2 2 2 2
Koordinasi dan Konsultasi  |Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
4.01.01.1.08 Kegiatan Penyedia Jasa Persentase Pemenuhan Pelayanan 100 100 100 100 100 100 100
Penunjang Urusan Administrasi
Pemerintahan Daerah
4.01.01.1.08.03 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - 3 3 3 3 3 3 3
Menyurat Menyurat
4.01.02 PROGRAM PENATAAN Persentase rekomendasi Kesejahteraan 100 100 100 100 100 100 100 100
KESEJAHTERAAN Rakyat yg dilaksanakan




RAKYAT

Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan

Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Administrasi

4.01.04.1.02 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Persentase Perangkat Daerah Provinsi 100 100 100 100 100 100 100 100
Mental Spiritual jambi yang ditata kelembagaan nya
4.01.04.1.01.01 1 Pengelolaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang 3 3 3 3 3 3 3 3
Prasarana Spiritual Dikelola
4.01.04.1.01.02 2 Fasilitasi Kelembagaan Bina| Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang 2 2 2 2 2 2 2 2
Spiritual Difasilitasi
4.01.04.1.02 Kegiatan Fasilitasi Persentase Pemenuhan Rekomendasi 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengembangan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat  Bidang
Rakyat Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
4.01.04.1.02.01 1 Sub  Kegiatan  Fasilitasi, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, 2 2 2 2 2 2 2 2
Koordinasi, Sinkronisasi, | Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Evaluasi, dan Capaian | Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kinerja Kebijakan | Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan
4.01.04.1.02.02 2 SubKegiatan Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, 2 2 2 2 2 2 2 2
Koordinasi, Sinkronisasi, | Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Evaluasi, dan Capaian Kinerja | Kejjakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kebijakan Kesejahteraan Kesehatan
Rakyat Bidang Kesehatan
4.01.04.1.02.03 3 Sub Kegiatan Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, 2 2 2 2 2 2 2 2
Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Rakyat Bidang Sosial
Bidang Sosial
4.01.04.1.03 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Persentase Pemenuhan Rekomendasi 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesejahteraan Rakyat Non Kesejahteraan Rakyat Bidang Non
Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
4.01.04.1.03.01 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 2 2 2 2 2 2 2
Sinkronisasi Kebijakan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan,
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kebudayaan, dan Pariwisata
4.01.04.1.03.02 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 2 2 2 2 2 2 2
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Desa, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

4.01.04.1.03.03

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang
Komunikasi, Informatika,
Statistik, Persandian, dan
Perhubungan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika,
Statistik, Persandian, dan Perhubungan
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2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan
pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja
ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan
realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Penyelenggaraan pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan pada Rencana
Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 —
2026.

Kinerja pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode
Tahun 2021 — 2026 dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Sebagai Berikut
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Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
SPM/Standar
No Nasional
Indikator IKK 1 2 3 4 1 2 1 2
(2023) | (2024) | (2025) | (2026) | (2022) | (2023) | (2025)| (2026)
@ @ ® @ ©) Q) U] ® © (10) (11) (12) (13)
1 | Nilai Sakip Biro Tingkat Kematangan Perangkat 73 75 77 79.40 77,05 | 80.15 77 79.40
Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat Biro
2 88 88.90 89 90 88,74 80.85 89 90
Persentase Pemenuhan
3 | Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat 3425 | 35.75 | 37.01 | 37.18 36.5 373 37.01 | 37.18
Bidang Bina Mental Spiritual
Persentase Pemenuhan Rekomendasi
5 | Kesejahteraan Rakyat Bidang 75 80 20 100 70 75 90 100
Pelayanan Dasar
Persentase Pemenuhan
6 | Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat 85 90 95 100 80 85 95 100
Bidang Non Pelayanan Dasar
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A. Analis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Tugas,
Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Biro Kesejahteraan Rakyat
dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian, yang mempunyai tugas membantu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian
perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

b. penyiapan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan
rakyat pelayanan dasar;

C. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

d. pelayanan administrasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

e. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Adapun susunan Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Kepala Biro;
2. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri dari:
a. Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
b. Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari:
a. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Il; dan
c. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar lIl.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:
a. Subbagian Kesehatan;
b. Subbagian Sosial; dan
c. Subbagian Pendidikan.
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3.

1.

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas membantu Biro Kesejahteraan Rakyat
dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina
spiritual, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Bina Mental Spiritual menyelenggarakan
fungsi :
1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sarana
dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual, dan tata usaha;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual, dan tata usaha;

penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual, dan tata usaha;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang

berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Bina Mental Spiritual mengkoordinasikan tiga subbagian:

a.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual;
a.

menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan keagamaan/ormas keagamaan;

. bantuan rumah ibadah/pendidikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan

yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan bantuan rumah ibadah/pendidikan keagamaan/ormas
keagamaan;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan keagamaan/ormas keagamaan;

. bantuan rumah ibadah/pendidikan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan bantuan rumah ibadah/pendidikan keagamaan/ormas
keagamaan;

. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana

peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bantuan
rumah ibadah/pendidikan keagamaan/ormas keagamaan;

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Kegiatan Kelembagaan Bina Spiritual

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan
Daerah bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;

menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga bina
spiritual dan kerukunan umat beragama; melakukan pembinaan, fasilitasi dan
pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat
beragama;

menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi
kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan
kerja sama antar lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di
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bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga bina
spiritual;

. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat

beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga bina spiritual; memfasilitasi
dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat

beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;

. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran

kepercayaan;

. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah

bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

3. Subbagian Tata Usaha

a.

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; melaksanakan pelayanan
administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan lingkup biro;

. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT,

RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

melaksanakan pembinaan Pegawai ASN;

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas membantu Biro

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar |, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar Il, dan kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar Ill sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar |, kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar Il, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I,
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2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar |, kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar Il, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar Ill;

3. penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat non pelayanan dasar |, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar Il, dan
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar lll;

4. dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat
yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mengkoordinasikan tiga
subbagian:

1. Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan,
olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

2. Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar lI;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan = sipil,
pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan
tenaga kerja;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil,pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan
tenaga kerja;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja,;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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3.

Sub Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar lll;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik,
persandian dan perhubungan;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas membantu Biro
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas
dimaksud, Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi :

1.

2.

3.

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan;

penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesehatan,
sosial dan pendidikan;

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mengkoordinasikan tiga subbagian:

1.

Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pendidikan;

c. bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pendidikan;

d. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
kesehatan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kesehatan;

c. menyiapkan bahan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesehatan;

d. melaksanakan administrasi kesekretariatan TP UKS/M Provinsi Jambi;
e. melaksanakan rapat koordinasi Kesra bidang kesehatan;

f. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang sosial;

c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sosial;

d. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Susunan Organisasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1.1 Struktur Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat

KEPALA BIKD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KESEJAHTERAAN KESEJTAHTERAAN
BL};':::WE e &' .:u, RAKVAT NON RAKYAT PELAYANAN
: : PELAYANAN DASAR DASAR
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KESEJAHTERAAN
SARANA DAN RAKYAT NON KESEHATAN
FRASARANA SPIKITUAL PELAYANAN DASAR I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
L KESEJAHTERAAN |
""'”‘b’._'::‘;';_'r':j‘:: BINA RAKYAT NON SOSIAL
' ' PELAYAMAN DASAR 1T
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KESEJAHTERAAN
TATA USAHA RAKVAT NON PENDIDIKAN
PELAYANAN DASAR 111
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B. Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat
a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja
Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan
Kesejahteraan Rakyat sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber
daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh
sumber daya manusia sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian
51 persen ASN laki-laki atau 23 orang dan 49 persen ASN perempuan atau
sebanyak 22 orang. ASN Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan Il sebanyak
34 orang dan Golongan Il sebanyak 3 orang. Sedangkan berdasarkan
pendidikan, SDM Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 32 orang, disusul oleh jenjang
pendidikan SLTA sebanyak orang, S2 sebanyak 8 orang dan SLTP 5 orang. Hal
ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi cukup baik. Bila datanya dipilah menurut
tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan
gender yang baik. Perimbangan gender relatif berimbang pada hampir semua
jenjang pendidikan. Rincian lebih lengkap tentang data kepegawaian pada
Gambar 2.2.

Gambar 2.1.2.1 Distribusi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
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b) Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap
hasil dan kinerja Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diikuti dengan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor yang baik. Inventarisasi barang atau aset SKPD
dilaksanakan dengan kartu inventaris barang, rekapitulasi aset tetap di Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2023
dituangkan dalam Tabel 2.1.

Gambar 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi

No [Klasifikasi JumlahBarang |yuiai Aset (Rp)*
Aset Tetap 608.085.375
1 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 286 unit 591.585.375
2 Alat-alat Studio dan Komunikasi 3 unit 13.900.000
3 Alat-alat Kedokteran 2 unit 2.600.000
1 Aset Tetap LainnyaBuku Perpustakaan 1.567 buku 174.245.714
Jumlah 782.331.089

Sarana dan prasarana yang dimiliki terjadi penyusutan dari tahun sebelumnya tapi
secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus
menunjang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Untuk menjaga kualitas dan performa
sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan
penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah
mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

¢) Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu
dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan,
serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif. Biro Kesejahteraan Rakyat perlu
berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul akibat perkembangan
teknologi informasi dalam wusaha meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks
pengembangan informasi tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat membangun sebuah
sistem informasi dalam hal pelayanan administrasi data kepegawaian sehingga data
kepegawaian menjadi lebih tertib, tidak

ada lagi berkas kepegawaian yang menumpuk diruangan, proses kepengurusan pangkat
dan berkala pegawai sesuai dengan waktunya, mudah dalam pencarian informasi data
pegawai hingga tidak terjadi kelebihan/kekurangan pembayaran tunjangan akibat belum
dilakukannya pemuktahiran data.
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d) Aplikasi HIBAHKU

Sistem Informasi HIBAHKU (Hibah Keagamaan untuk Umat) adalah aplikasi
layanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi
Jambi untuk mempermudah masyarakat, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan
keagamaan dalam mengajukan permohonan bantuan hibah daerah secara
online, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, proses pengajuan,
verifikasi, hingga pelaporan penggunaan dana hibah dapat dilakukan secara
terintegrasi, tanpa harus melalui proses manual yang panjang dan berulang.

v B pwh X o s % [Eaww % | [ decene % [E docege % | [ ddeng % | @ decs x| D eoete X | B mioem: x| # o & o
&« @ @ % hibahks jambiprov.goid/dashboard/ A @ :
' HIBATIKL vI0 . e
{s} Dashboard Berandsa
(X} Periode 5

I Fersstliuzn Selamat Datang, Admin Biro Kesra

O List User

17y List Tempat AKHIR PERIODE AWAL PERIODE

31 Desember 2025

| Rekap

PERSETUIUAN

Jo’

= - - T 932 AM
BER O Type heratassarch m o @ - = G [} [3 - MAs A & F oWl g o B el |

Gambar 2.1.2.4 Aplikasi HIBAHKU
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2,21 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur Jambi pada periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju,
Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”. Jambi
MANTAP dalam visi Gubernur Jambi dijabarkan dalam “Enam Tujuan” yakni:

Jambi Maju
1. suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif,
kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan,
keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan
Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih
baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan
perkembangan zaman,
Jambi Aman
2. tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik
dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan
gangguan keamanan menurun, meningkatnya supremasi hukum, meningkatnya
adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya
ketenteraman dalam kehidupan masyarakat,
Jambi Nyaman
3. sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan
dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya,
ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang
harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif
antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat
dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim
investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang
berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja,
Jambi Tertib
4. terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi

Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat,
Jambi Amanah

5. membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang
berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan
mengayomi seluruh masyarakat yang plural,

Jambi Profesional

6. suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa
meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Berangkat dari uraian diatas Visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman,
Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT” menjadi arah dari
pembangunan Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi
Provinsi Jambi pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang ingin
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2.2.2

dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal
dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang selanjutnya dirumuskan menjadi misi pembangunan Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-
government yang terintegrasi.

2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan
ekonomi maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan
sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan,
ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan infrastuktur pelayanan
dasar, pengendalian pemanfaatan runag berdasarkan kearifan lokal untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah
antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan
menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai
perangkat daerah yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang demokratis
melalui kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan, dengan
demikian memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang demokratis.

Penentuan Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan
tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan
eksternal maupun lingkungan internal. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah institusi
sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan
ketatalaksanaan. Isu strategis banyak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
pusat maupun pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat
Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Optimalisasi pelayanan publik
Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar
penyelenggaraan pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat)
semakin meningkat. Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara
pelayanan publik dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi pelayanan
publik antara lain melalui gerakan One Agency One Innovation.
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3. Digital Government Services
Model pelayanan berbasis teknologi informasi, berdampak pada mindset dan
perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital. Proses
dimaksud perlu disertai upaya inisiasi, regulasi dan asistensi penerapan
tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan
eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tugas Biro Kesejahteraan Rakyat antara lain untuk menyiapkan
bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi
duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi. Selain itu
terjalinnya pola hubungan sinergitas dan mekanisme kerja yang jelas antar
perangkat daerah juga menjadi cakupan fungsi dan tugas Biro Kesejahteraan
Rakyat.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas
aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran,
penetapan kinerja, pengKesejahteraan Rakyatan, penatausahaan, monitoring,
pengendalian maupun pelaporannya.

6. Pengarusutamaan gender
Penerapan pengarusutamaan gender dalam cakupan tugas Biro Kesejahteraan
Rakyat dan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan, program, dan kegiatan. Keberpihakan kesetaraan gender pada lima
sasaran afirmative action yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas,
lansia, dan kelompok tidak mampu/miskin.

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang aparatur pemerintah dewasa ini adalah dalam upaya
memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan
penerima pelayanan atau masyarakat. Dengan adanya lingkungan strategis yang
begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut:

1) peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan
kelembagaan Kesejahteraan Rakyat perangkat daerah, ketatalaksanaan dan
SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan
diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran Kesejahteraan Rakyat;

2) kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap
personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya
terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

3) reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh seluruh
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pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi
reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map
tersebut diharapkan dapat mendeksripsikan arah kedalam delapan area vyaitu
mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM
aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya
koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut:

1) kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan,
penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka
dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar
bagi Biro Kesejahteraan Rakyat untuk dapat memberikan kontribusi dan peran
yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2) dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penyusun bahan kebijakan dalam
penataan kelembagaan pemerintah daerah, penataan

3) ketatalaksanaan dan penataan kebijakan SDM aparatur sangat mempengarubhi
optimalisasi capaian target kinerja.

4) ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro
Kesejahteraan Rakyat yang memadai mendukung penguatan tugas dan fungsi
Biro Kesejahteraan Rakyat.

23 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa
permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang
capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja
dan untukmengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukan perumuskan
indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang
diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Kesejahteraan Rakyat
Perangkat Daerah Provinsi Jambi masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan
yaitu terutama pemahaman aparatur tentang pentingnya Standar Operasional
Prosedur, serta belum memahaminya bagaimana proses penyusunan suatu Standar
Operasional Prosedur. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian bimbingan
langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Operasional
Prosedur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik masih ditemui hambatan hambatan diantaranya adanya pengaduan
masyarakat yang berulang ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik
dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih
adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan
survey kepuasan masyarakat, dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal
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tersebut adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk
pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan
masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan
analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan Kkegiatan penataan
kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja
dan evaluasi jabatan dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum
adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan Usaha mengatasinya adalah
melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan
mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam
memaksimalkan target penyelesaikan kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari
rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk
penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat pada dasarnya telah
disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Perencanaan Strategis
Biro Kesejahteraan Rakyat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan
Rakyat telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan
isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan
masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan
penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama dalam pengelolaan pengaduan
pelayanan publik yang disampaikan masyarakat baik melalui Tim Pengelola
Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi. dan untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

41



TABEL T.C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
PROVINSI JAMBI

No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
1 2 3 4 5
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Biro Kesejahteraan | Nilai SAKIP Biro 799,921,876
PROVINSI Rakyat Setda i
Provinsi Jambi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro
1| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Biro Kesejahteraan | Nilai Sakip Biro 140,750,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rakyat Setda
Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57,750,000
Perencanaan Perangkat Daerah )
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi 15,750,000
Dokumen RKA SKPD ) Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3 Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 15,750,000
DPA SKPD ) Penyusunan Dokumen DPA SKPD
4 Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja 25,750,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ) SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5  SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25,750,000

2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda
Provinsi Jambi

Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi

1,114,560,053

Konsultasi SKPD

1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 208,625,550
Kantor )

2 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 56,988,103

3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan 107,011,850
Penggandaan

4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 741,934,550

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda

Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan

86,598,975,079




Provinsi Jambi

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda
Provinsi Jambi

Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina
Mental Spiritual

76,280,475,079

1 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola

34,110,299,563

2

Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina
Spiritual

Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi

42,170,175,516

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan
Rakyat Pelayanan Dasar

Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda
Provinsi Jambi

Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pelayanan Dasar

9,602,500,000

1  SubKegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, 9,072,500,000
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan ) Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan

2 SubKegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, 275,000,000
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan ) Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan

3 Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, 255,000,000
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan ) Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Bidang Sosial

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Biro Kesejahteraan | Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat 716,000,000
Rakyat Non Pelayanan Dasar Rakyat Setda Bidang Non Pelayanan Dasar
Provinsi Jambi

1  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 239,000,000
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang ) Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,
Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Kebudayaan, dan Pariwisata
Pariwisata

2 SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 240,000,000
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang ) Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kerja
dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 237,000,000

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian,
dan Perhubungan

Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik,
Persandian, dan Perhubungan

TOTAL

87,854,285,132
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TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD 2025-2030 salah satunya Misi 3 (Tiga) yaitu
‘“Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya
Manusia” Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan
dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, serta
pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya
manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses
pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender..

Berdasarkan kepada pelaksanaan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu
Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan
sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan
tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat.
Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan
dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.Berdasarkan kepada arah
kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam
memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah melakukan
evaluasi dan monitoring dari peraturan gubernur dengan harapan dapat
mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah-
langkah.

Tujuan dan sasaran Renja Biro Kesejahteraan Rakyat
Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang
dihadapi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada
faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan menjadi dasar yang kuat untuk
menetapkan indikator kinerja.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kesejahteraan Rakyat dalam jangka waktu
tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan
dapat dicapai. Uraian di atas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan
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dan sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan
umum dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan
detail/jelas bagaimana mencapai tujuan.

Adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan pada Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dengan pagu sebesar Rp.
87,854,285,132,- (Delapan puluh tujuh miliyar delapan ratus lima puluh empat juta
dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), kami Rumuskan
Sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi

No Tujuan Sasaran Indikator Target
Tujuan/ Pendanaan
Sasaran Tahun 2026
(000)
@) @ @) 4) (6)
1 Terwujudnya Meningkatnya Efektivitas Rp 86,598,975,079
Fasilitasi Kualitas Program pelaksanaan
Pelaksanaan Kesejahteraan kepuakan
- . Rakyat kesejahteraa
Kebijakan Bidang n Rakyat
Kesejahteraan Rakyat
yang Bersih dan
Akuntabel
Terwujudnya Tata Meningkatnya 1. Indeks Rp.
Kelola Pemerintahan ggﬁe{it:rswan Bublik I\K/Iepuasalil t 1,255,310,053
; asyaraka
yang Baik dan );mplementasi (IKM); Biro
Akuntabilitas Kesra
Kinerja 2. Nilai Sakip
Biro

Merujuk pada Misi Pertama Gubernur Jambi, “Memantapkan Keberlanjutan
Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan sasarannya
“‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja
tentunya terdapat kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Tahun 2026 sebagai
Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, mencakup :
a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi
yang dipenuhi dengan target tahun 2026 adalah sebesar 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi
yang dipenuhi dengan target tahun 2026 adalah sebesar 100%

2. Program Penataan Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, meliputi ;

1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
— Terkelolanya 3 unit rumah ibadah Pemerintah Provinsi Jambi yaitu
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Masjid Agung Al Falah Jambi, Masjid Al Zikro dan, Masjid Al Khoirot
serta ada Masjid Tsamaratul Insan (Islamic Center).;

— Terdapat bantuan hibah untuk rumah ibadah dan Lembaga Pendidikan
keagamaan.

— Terdapat bantuan beasiswa tahfidz qur'an untuk 1 desa 1 tahfidz untuk

tahun 2025 terdapat 640 santri qur'an.
2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual,

— Terkolanya bantuan untuk organisasi keagamaan yang wajib dan tidak
wajib untuk di bantu pertahun

— Terlaksananya kegiatan MTQH Provinsi Jambi dan MTQ/STQH
Nasional

— Terfasilitasinya Pelaksanaan Haiji

b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar,
meliputi :
1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
— Terfasilitasinya rekomendasi terkait Pendidikan
— Terlaksananya Bantuan Beasiswa S1 300 orang, S2 52 orang dan S3
102 orang untuk masyarakat Jambi
2) Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan :
— Terfasilitasinya rekomendasi kebijakan bidang kesehatan;
— Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan stunting
3) Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial;
— Terfasilitasinya rekomendasi kebijakan bidang sosial
— Terlaksananya koordinasi terkait bidang social.
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan
Dasar;
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
— Terlaksananya koordinasi terkait kepemudaan, Olahraga, kebudayaan
dan Pariwisata
— Terlaksananya fasilitasi terkait kepemudaan, Olahraga, kebudayaan
dan Pariwisata
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
— Terlaksananya koordinasi terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja
— Terlaksananya fasilitasi terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
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Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan
— Terlaksananya fasilitasi terkait Bidang Komunikasi, Informatika,
Statistik, Persandian, dan Perhubungan
— Terlaksananya fasilitasi terkait Bidang Komunikasi, Informatika,
Statistik, Persandian, dan Perhubungan

Rincian Program/kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat

dilihat sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33. berikut ini.
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Terwujudnya
Fasilitasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat yang
Bersih dan
Akuntabel

NAMA SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatny
a Kualitas
Program
Kesejahteraa
n Rakyat

TABEL T-C.33.

RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Program Persentase 86,598,975,079 90,928,923,833 360,136,623,711 | Biro Kesra | Provin

Kesejahteraan | rekomendasi Setda si

Rakyat Kesejahteraan Provinsi Jambi
Rakyat yang Jambi
dilaksanakan

4.01.04.1.01.0 | Pengelolaan Jumlah Sarana dan 34,110,299,563 35,815,814,541 110,877,616,027 | Biro Kesra | Provins

1 Sarana dan Prasarana Spiritual Setda i Jambi
Prasarana yang Dikelola Provinsi
Spiritual Jambi

2
Lembaga

2
Lembaga

4.01.04.1.01.0 | Fasilitasi Jumlah Lembaga 44,278,684,292 103,900,383,586
2 Kelembagaan Bina Spiritual

Bina Spiritual ang Difasilitasi

42,170,175,516
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4.01.04.1.02.0 | Fasilitasi, Jumlah Dokumen 2 9,072,500,000 2 9,526,125,000 10 50,131,289,516 | Biro Kesra | Provins
1 Koordinasi, Hasil Fasilitasi, Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Sinkronisasi, Koordinasi, men Provinsi
Evaluasi, dan Sinkronisasi, Jambi
Capaian Kinerja | Evaluasi, dan
Kebijakan Capaian Kinerja
Kesejahteraan Kebijakan
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Pendidikan Rakyat Bidang
Pendidikan
4.01.04.1.02.0 | Fasilitasi, Jumlah Dokumen 2 275,000,000 2 288,750,000 10 1,519,548,594 | Biro Kesra | Provins
2 Koordinasi, Hasil Fasilitasi, Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Sinkronisasi, Koordinasi, men Provinsi
Evaluasi, dan Sinkronisasi, Jambi
Capaian Kinerja | Evaluasi, dan
Kebijakan Capaian Kinerja
Kesejahteraan Kebijakan
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Kesehatan Rakyat Bidang
Kesehatan
4.01.04.1.02.0 | Fasilitasi, Jumlah Dokumen 2 255,000,000 2 267,750,000 10 1,409,035,969 | Biro Kesra | Provins
3 Koordinasi, Hasil Fasilitasi, Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Sinkronisasi, Koordinasi, men Provinsi
Evaluasi, dan Sinkronisasi, Jambi
Capaian Kinerja | Evaluasi, dan
Kebijakan Capaian Kinerja
Kesejahteraan Kebijakan
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Sosial Rakyat Bidang
Sosial
4.01.04.1.03.0 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen 2 239,000,000 2 250,950,000 10 1,320,625,869 | Biro Kesra | Provins
1 Sinkronisasi Hasil Koordinasi Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Kebijakan dan Sinkronisasi men Provinsi
Kesejahteraan Kebijakan Jambi
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Kepemudaan, Rakyat Bidang
Olahraga, Kepemudaan,
Kebudayaan, Olahraga,
dan Pariwisata Kebudayaan, dan
Pariwisata
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4.01.04.1.03.0 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen 2 240,000,000 2 252,000,000 10 1,326,151,500 | Biro Kesra | Provins
2 Sinkronisasi Hasil Koordinasi Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Kebijakan dan Sinkronisasi men Provinsi
Kesejahteraan Kebijakan Jambi
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Pemberdayaan Rakyat Bidang
Perempuan dan | Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan dan
Anak, Perlindungan
Pengendalian Anak,
Penduduk dan Pengendalian
Keluarga Penduduk dan
Berencana, Keluarga
Administrasi Berencana,
Kependudukan | Administrasi
dan Pencatatan Kependudukan
Sipil, dan Pencatatan
Pemberdayaan Sipil,
Masyarakat dan | Pemberdayaan
Desa, Masyarakat dan
Transmigrasi Desa,
dan Tenaga Transmigrasi dan
Kerja Tenaga Kerja
4.01.04.1.03.0 | Koordinasi dan | Jumlah Dokumen 2 237,000,000 2 248,850,000 10 1,309,574,606 | Biro Kesra | Provins
3 Sinkronisasi Hasil Koordinasi Dokumen Dokumen Doku Setda i Jambi
Kebijakan dan Sinkronisasi men Provinsi
Kesejahteraan Kebijakan Jambi
Rakyat Bidang Kesejahteraan
Komunikasi, Rakyat Bidang
Informatika, Komunikasi,
Statistik, Informatika,
Persandian, dan | Statistik,
Perhubungan Persandian, dan
Perhubungan
Terwujudnya Meningkatny | 4.01.01 Program Indeks Kepuasan 1.83 1,255,310,053 1.83 1,317,939,870 | 1.83 2,322,935,259 | Biro Kesra | Provin
Tata Kelola a Kualitas 4.01.01 Penunjang Masyarakat 2.BB 2.BB 2.BB Setda si
Pemerintahan Pelayanan Urusan (IKM) Biro Provinsi Jambi
yang Baik Publik dan Pemerintah Kesra Jambi
Implementas Daerah PREDIKAT 72 140,750,000 73 147,787,500 | 77,5
i Provinsi AKIP BIRO
Akuntabilita
s Kinerja

4.01.01.1.01.0

1

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

2
Dokumen

57,750,000

2
Dokumen

60,637,500

111,000,000

Biro Kesra
Setda
Provinsi
Jambi

Provins
i Jambi




Daerah
4.01.01.1.01.0 | Sub Kegiatan Jumlah dokumen 2 15,750,000 2 16,537,500 4 32,000,000 | BiroKesra | Provins
2 Koordinasi dan | RKA SKPD dan Dokumen Dokumen Setda i Jambi
Penyusunan Laporan hasil Provinsi
Dokumen Koordinasi Jambi
RKA-SKPD Penyusunan
Dokumen RKA
SKPD
4.01.01.1.01.0 | Sub Koordinasi | Jumlah dokumen 2 15,750,000 2 16,537,500 4 33,000,000 | Biro Kesra | Provins
4 dan DPA SKPD dan Dokumen Dokumen Setda i Jambi
Penyusunan Laporan Hasil Provinsi
Dokumen Koordinasi Jambi
DPA-SKPD Penyusunan
Dokumen DPA
SKPD
4.01.01.1.01.0 | Sub Koordinasi | Jumlah Laporan 2 Laporan 25,750,000 | 2 Laporan 27,037,500 4 52,000,000 | Biro Kesra | Provins
6 dan Capaian Kinerja Setda i Jambi
Penyusunan dan Ikhtisar Provinsi
Laporan Realisasi Kinerja Jambi
Capaian Kinerja | SKPD dan
dan Ikhtisar Laporan Hasil
Realisasi Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.01.01.1.01.0 | Evaluasi Jumlah Laporan 1 Laporan 25,750,000 | 1 Laporan 27,037,500 2 51,000,000 | Biro Kesra | Provins
7 Kinerja Evaluasi Kinerja Setda i Jambi
Perangkat Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Jambi
4.01.01.1.06 Administrasi Indeks Kepuasan 85,05 1,114,560,053 85,05 1,170,152,370 85 2,322,935,259 | Biro Kesra | Provin
Umum Masyarakat Setda si
Perangkat (IKM) Biro Provinsi Jambi
Daerah Kesra Jambi
4.01.01.1.06.0 | Penyediaan Jumlah Paket 1 Paket 208,625,550 1 Paket 219,056,828 3 262,698,004 | Biro Kesra | Provins
2 Peralatan dan Peralatan dan Paket Setda i Jambi
Perlengkapan Perlengkapan Provinsi
Kantor Kantor yang Jambi
Disediakan
4.01.01.1.06.0 | Penyediaan Jumlah Paket 12 Paket 56,988,103 12 Paket 59,701,822 36 141,678,028 | Biro Kesra | Provins
4 Logistik Kantor | Bahan Logistik Paket Setda i Jambi
Kantor yang Provinsi
Disediakan Jambi
4.01.01.1.06.0 | Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket 107,011,850 2 Paket 112,362,443 6 222,453,567 | Biro Kesra | Provins
5 Barang Cetakan | Barang Cetakan Paket Setda i Jambi
dan dan Pengadaan Provinsi
Penggandaan yang Disediakan Jambi
4.01.01.1.06.0 | Penyelenggaraa | Jumlah Laporan 2 Laporan 741,934,550 2 Laporan 779,031,278 6 1,669,065,028 | Biro Kesra | Provins
9 n Rapat Penyelenggaraan Lapor Setda i Jambi
Koordinasi dan | Rapat Koordinasi an Provinsi
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Konsultasi
SKPD

dan Konsultasi
SKPD

Jambi

TOTAL

87,854,285,132

92,246,863,703

361,382,931,707
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 disusun dalam rangka
pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2026. Penyusunan
rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan
sasaran serta hal- hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan
dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam
merumuskan atau merencanakan program dan Kkegiatan tahun 2026
disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan
Rakyat. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran
proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang
menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi
tanggungjawab Biro.

2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu khusus kepada misi 1 dari
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu Memantapkan Tatakelola
Pemerintahan, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang
dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek
kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:
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4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 34,110,299,563 | Biro Kesra Setda | Provinsi
dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Provinsi Jambi Jambi
Spiritual

4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Jumlah Lembaga Bina Spiritual 2 Lembaga | 42,170,175,516 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Kelembagaan Bina yang Difasilitasi Provinsi Jambi Jambi

Spiritual

4.01.04.1.03.01

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kepemudaan,

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan, dan Pariwisata

2 Dokumen

239,000,000

4,01.04.1.02.01 Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 9,072,500,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Koordinasi, Fasilitasi, Koordinasi, Provinsi Jambi Jambi
Sinkronisasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kebijakan Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan
4,01.04.1.02.02 Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 275,000,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Koordinasi, Fasilitasi, Koordinasi, Provinsi Jambi Jambi
Sinkronisasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kebijakan Kesehatan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesehatan
4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 255,000,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Koordinasi, Fasilitasi, Koordinasi, Provinsi Jambi Jambi
Sinkronisasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang
Kebijakan Sosial
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial

Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Administrasi
Kependudukan dan

dan Keluarga Berencana,

Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Olahraga,
Kebudayaan, dan
Pariwisata
4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 240,000,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Provinsi Jambi Jambi
Kebijakan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat | Bidang Pemberdayaan
Bidang Perempuan dan Perlindungan
Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk
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Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja

4.01.04.1.03.03

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik,
Persandian, dan
Perhubungan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik,
Persandian, dan Perhubungan

2 Dokumen

237,000,000

Biro Kesra Setda
Provinsi Jambi

Provinsi
Jambi

4.01.01.1.01.01 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 57,750,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Jambi
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

4.01.01.1.01.02 Sub Kegiatan Jumlah dokumen RKA SKPD 2 Dokumen 15,750,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Koordinasi dan dan Laporan hasil Koordinasi Provinsi Jambi Jambi
Penyusunan Penyusunan Dokumen RKA
Dokumen RKA- SKPD
SKPD

4.01.01.1.01.04 Sub Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA SKPD 2 Dokumen 15,750,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Provinsi Jambi Jambi
Dokumen DPA- Penyusunan Dokumen DPA
SKPD SKPD

4.,01.01.1.01.06 Sub Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 2 Laporan 25,750,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Penyusunan Laporan | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Provinsi Jambi Jambi
Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 25,750,000 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Jambi

4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 208,625,550 | Biro Kesra Setda | Provinsi
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Provinsi Jambi Jambi
Kantor Disediakan

4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 56,988,103 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Provinsi Jambi Jambi

4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 107,011,850 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Cetakan dan dan Pengadaan yang Disediakan Provinsi Jambi Jambi
Penggandaan

4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 2 Laporan 741,934,550 | Biro Kesra Setda | Provinsi
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan Rapat Provinsi Jambi Jambi
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
TOTAL 87,854,285,132
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025
dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan,
program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Jambi 2025 - 2030 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok
dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian
pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya
pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan
menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan good governance
dan clean government yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai
sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai
dengan rencana strategik Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi 2025 -
2030 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Jambi beserta bagian- bagian pendukung yang terintegrasi di
dalamnya.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada
Tahun 2025 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya,
schingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Strategis
Sckretariat Dacrah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang sclanjutnya akan menjadi acuan dalam pembuatan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2026.

Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi membahas Tugas Pokok dan Fungsi, Visi Misi
Sckretariat Dacrah Provinsi Jambi, Maksud dan Tujuan, Evaluasi Pclaksanaan Renja Tahun 2026 dan Rencana
Program Kegiatan Tahun 2026.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan Biro
Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi serta mendapatkan solusi dalam mengantisipasi hambatan dan kendala
di tahun yang akan datang.

Jambi, Januari 2026
PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI
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BAB I
PENDAHULUAN

Ll Latar Belakang

Biro Administrasi Pimpinan merupakan salah satu Biro pada Sckretariat Dacrah Provinsi Jambi yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur
dan Unit Kega Sckretariat dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun
2019 Nomor 970). Kedudukan Biro Administrasi Pimpinan dibawah Asisten Administrasi Umum dan
dipimpin olch scorang Kepala Biro,

Dalam menjalankan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tentunya mengutamakan
pelavanan yang baik dalam memberikan informasi, scbab informasi sangatlah penting untuk diketahui oleh
masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan pembangunan dacrah olch kepala dacrah untuk
disampaikan kepada scluruh masyarakat, terutama kemajuan yang dicapai oleh Provinsi Jambi sebagaimana
salah satu tugas Biro Administrasi Pimpinan yaitu scbagai Jubir pemerintah Provinsi Jambi, sclain tugasnya
scbagai Perencana Program dan Pengadministrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Dacrah Provinsi Jambi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sckretariat Daerah, materi
dan komunikasi pimpinan serta protokol;

b.  Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sckretariat

Dacrah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan

¢.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan

tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur
dan Unit Kerja Sckretariat dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi
Jambi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi
dan komunikasi pimpinan serta protokol scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Dacrah Provinsi Jambi
dilaksanakan olch 3 bagian dan 9 subbagian scbagaimana pada struktur organisasi Biro Administrasi Pimpinan,
yakni terdini dari:

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas membantu Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan cvaluasi di bidang perencanaan dan pelaporan,
kepegawaian, tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas scbagai benkut:

a.  Melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Dacrah;

b.  Melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan anggaran lingkup Sekretariat Dacrah;

¢. Melaksanakan kebijakan penyusunan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan
anggaran lingkup Sekretariat Dacrah; dan

d.  Melaksanakan tugas lain yang dibenkan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas scbagai berikut;

a. Melakukan pengusulan perencanaan kepegawaian dan pengembangan karier ASN lingkup
Sekretariat Dacrah;

b. Melakukan pengusulan penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepangkatan ASN lingkup
Sckretaniat Dacrah;
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¢. Melakukan penegakan disiplin scrta pengusulan pemberian penghargaan ASN lingkup
Sekretariat Dacrah;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di bidang kepegawaian lingkup Sckretariat
Dacrah; dan

¢.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas scbagai berikut:

a.  Mclaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. Mclaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

¢.  Mclaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
Meclaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumecntasian peraturan perundang-
undangan lingkup biro;

f.  Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA,

DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;

Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perdengkapan biro;

Melaksanakan perencanaan pemantavan, evaluasi, dan pelaporan;

Meclaksanakan pembinaan Pegawai ASN;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
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1. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan

Membantu Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyiapan materi pimpinan, komunikasi
pimpinan, publikasi dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan menggandakan bahan mater rapat;

b. Menyiapkan dan menggandakan bahan maten kebijakan;

¢. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas sebagai benkut:

a. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan
Dacrah;

b. Member masukan kepada pimpinan Dacrah tentang penyampaian informasi tertentu;

¢. Memberkan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan
dan/atau atas arahan pimpinan;

d.  Menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan mendesak sesuai
kebutuhan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah;

e. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah; dan

f  Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
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3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas scbagai berikut:

Mendokumentasikan kegiatan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah;

Menyusun notulensi rapat Kepala Dacrah dan Wakil KepalaDacrah;

Memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah; dan
Mclaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

pe o

2. Bagian Protokol

Membantu Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang acara, tamu, dan hubungan keprotokolan
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Subbagian Acara mempunyai tugas scbagai berikut:

a. Menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan
acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas scrta rescpsi
pimpinan;

b.  Menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan dalam acara kenegaraan/acara
resmi;

¢. Menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara upacara baik sccara
kenegaraan maupun resmi;

d.  Menyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata

penghormatan dalam acara resmi dan acara kencgaraan;

Menyiapkan koordinasi para ajudan pimpinan pemerintah Provinsi,

Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah Provinsi;

Menyiapkan tanda kenang- kenangan (souvenir);

Meclaksanakan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Pengaturan

Acara;

i.  Menyusun bahan kebijakan umum Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;

Mengoordinasi dan memfasilitasi Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengaturan Acara, Tata Upacara/Tata Tempat; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

T oo

e

2) Subbagian Tamu mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan pengelolaan kebijakan umum Pelayanan Tamu;

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Tamu;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pelayanan Tamu;

Menyiapkan bahan koordinasi persiapan pencrimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan
bagi tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;

Menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan dinas pimpinan;
Menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya; dan

g Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

O o

™o

3) Subbagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas:

Melakukan koordinasi dengan instansi yang memerukan kegiatan keprotokolan;
Menyusun bahan kebijakan umum hubungan keprotokolan;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan keprotokolan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
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12. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi mempunyai tujuan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
serta mendapatkan solusi dalam mengantisipasi hambatan dan kendala di tahun yang akan datang.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Ketrja Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah
terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapainya sasaran pembangunan Pemerintah Dacrah
Provinsi Jambi.

13. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi discsuaikan dengan ketentuan dalam
Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan sistematika sebagai berikut:

BABI  : Pendahuluan
BABIl : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025
BABIIl : Tujuan, Sasaran, Program dan Kcgiatan Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi

BABIV : Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2026
BABV :Rancangan Pcrubahan Rencana Kinerja dan Pendanaan Perangkat Dacrah Biro Administrasi Pimpinan

Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025
BAB VI :DanaIndikatif Mumi dan Perubahan Tahun Anggaran 2025

BAB VII : Penutup

¢ Dipindai dengan
i & CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

BABII
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi merupakan Biro yang dibentuk sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sckretariat dacrah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970). Untuk Evaluasi
Renja Tahun 2021 merupakan gabungan dari Renja Biro Pembanguan dan Kerjasama Subbagian Evaluasi dan
Pelaporan dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Subbagian Kepegawaian Sckretariat Dacrah dan Budaya
Kerja serta Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang
tclah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk
menilai capaian sctiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditctapkan. Dengan adanya evaluasi pelaksanaan
terscbut maka dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk merancang program/kegiatan pada tahun
yang akan datang.

Evaluasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi mengacu pada laporan evaluasi renja Tahun
2023. Secara Umum, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tclah melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Biro
Administrasi Pimpinan memiliki beberapa indikator kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, antara
lain:

1. Nilai SAKIP

2. Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sctda

3. IKM Fasilitas Keprotokolan

4 Persentase Pemenuhan Materi Acara/Rapat Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah

Analisis pencapaian program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan kinerja yang direncanakan
dengan kinerja nyata. Secara umum, kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayanan
humas dan keprotokolan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan dari 1 program dan 6 kegiatan yang
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi menunjukkan upaya dan kerjasama yang
baik dan seluruh jajaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, meskipun pelaksanaannya terdapat
kendala/hambatan.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi olch Biro Administrasi Pimpinan adalah scbagai berikut;

1. Banyaknya jumlah kegiatan Kepala Dacrah, Wakil Kepala Dacrah serta Sekda tidak sebanding
dengan jumlah anggaran, schingga Biro Administrasi Pimpinan tidak dapat mengakomodir seluruh
kegiatan tersebut.

2. Fasilitas kerja yang kurang memadai (laptop/komputer/printer) sehingga menghambat kelancaran
kinerja/produktifitas pegawai.

3. Informasi acara Kepala Dacrah, Wakil Kepala Dacrah serta Sckda yang relatif sering mendadak
sehingga berdampak pada tingkat konsentrasi dan hasil dalam pembuatan sambutan.

4. Kondisi Sumber Daya Aparatur yang kurang berkompeten dan memadai dalam menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Biro Administrasi Pimpinan telah mengambil langkah-langkah
penyelesaian sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan jumlah anggaran untuk disesuaikan dengan banyaknya kegiatan, schingga
Biro Adminstrasi Pimpinan dapat mengakomodir scluruh kegiatan secara optimal dan efektif.

2. Perlunya penambahan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

3. Koordinasi terkait informasi acara Kepala Dacrah, Wakil Kepala Dacrah serta Sckda perlu
ditingkatkan.

4. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten, schingga scluruh kegiatan
dapat terlaksana secara optimal.
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Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang dircncanakan Biro Administrasi Pimpinan Sctda
Provinsi Jambi tahun 2026 tclah berjalan dengan baik. Scluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan pencapaian
kincrja di atas target yang ditctapkan dengan persentasc >100%.

Rencana dan Capaian Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun
2026 sccara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1:

Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Persen #
Stakcholder Administrasi
Pimpinan

S L T;:;;fi‘l'g““"l‘:i ian | Nilai AKIP Biro
cm‘u ’a ms “lpl s . 'y . g4

Pclayamudln‘) likuahyang yang berkualitas dan Administrasi Pimpinan Nilai 74
Prima dan Akuntabel akuntabel

Hasil Money keterbukaan
Informasi Badan Publik
katcgori Sckretariat Dacrah Nilai 968

Tabel 2:
Rencana Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2026

= AT | A ] f C m_ e
KE ®) [ @wp | TARGET | REALISSI[PERSENTA:
Nilai SAKIP “
Indeks Kepuasan
PENUNJANG
PENUNJ Maparkor QM) | RP- 2:327.256.166,00 ks
PEMERINTAHAN
DAERAH
Hasil Monev
PROVINSI Keterbukaan
Informasi Badan by
Publik kategori
Sekretariat Daerah
KEGIATAN
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
DANEVALUASI | Nilai SAKIP Rp. 142.625.000,00 24
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen | 2740 S50 Rp. 16.956.000,00 Hickam
Dacrah
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ihktisar realisasi kinerja
| Koordinasi dan SKPD dan laporan
BN PecyusmeoLaporo | hasil koordinasi
ianKinejadin | penyusunan faporan | Rp. 8.455.000,00 Uispocsn
Ikhtisar Realisasi paian kinerja dan
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
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il
:
i

Rp. 117.214.000,00

% 1 Pengo g Pendataan dan
e m‘:::, Pengolahan Rp. 52.906.303,00 9 &
: | Kepegrwiian Administrasi dokum
| Kepegawaian
i idikan Jumlah Pegawai
E ‘ w"m":‘“’ ?:ld;\’:;im“m Rp. 11.590.000,00 76 orang
| BerdssakanTugss yang
i | Fungsi o Mengikuti Pendidikan
S A dan Pelatihan
"NF gt | aaeatcs | 1 1
1 )
Rp. 27.927.094,00 63 paket
Penyediamn
& ¥ “‘“"‘m Rp. 19.250.000,00 8 Paket
" | Penggandaan MI‘ 33""“| ) yang
. Penyeknggaraan Rapat Jumlah laporan
e cotindan | Rp. 85012662600 {7 Laporan
Konsultasi SKPD e "sxm : 6

Y e ] (PR RY Y VRN S T ST P Ry Yo Yy -—’"1

———— S

* *'-L.ik e Wy

.‘\‘ Y

Rp. 104.358.660,00
Fasilitasi Komunikasi . 986
Pimpi fasilitasi komunikasi Rp. 165.341.809,00 Sambutan
12
Rp. 477.825.000 laporan
I i | e [
i 1 i

Hubungan
eprotokolan

Rp. 527.938.674,00 750 laporan

Jumlah Laporan Hasil
Fa.siﬁtu’i Kunjungan Fasilitasi Kunjungan
ml:k?h Dacrah I:m Kepala Daerah Rp. 231.856.000 9321
Dacrah Wakil Kepala

Dacerah

Jumlzh Laporan

Pengelolaan 41

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Rencana kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
tahun 2026 total anggaran Rp. 2.327.255.166,00

s e A TR
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BABIII
EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Sccara umum, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran terscbut, Biro Administrasi Pimpinan memiliki
beberapa indikator kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, antara lain;

1.Nilai SAKIP

2.Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sctda

3.IKM Fasilitas Keprotokolan

4.Persentase Pemenuhan Materi Acar/Rapat Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah

Keberhasilan dari 1 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi
Jambi menunjukkan upaya dan kerjasama yang baik dari scluruh jajaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi
Jambi, meskipun pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik.
2. Anggaran yang mencukupi dalam menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dalam pelaksanaan rencana kinerja Biro Administrasi Pimpinan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 terdapat
beberapa faktor penghambat/kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana masih belum memadai sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan pada beberapa
kegiatan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelakasanaan sub kegiatan penyiapan materi pimpinan.
3. Proses pencairan anggaran masih sening mengalami keterlambatan.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, Biro Administrasi
Pimpinan Setda Provinsi Jambi perlu melakukan tindak lanjut pada Triwulan berikutnya, sebagai berikut:
1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
2. Perlu adanya penambahan SDM pada sub kegiatan yang membutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
dilaksanakan secara optimal
3.  Perlu penambahan anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal
4. Proses pencairan anggaran perlu dioptimalisasi

Rencana dan Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan I
Tahun 2026 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini
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BABIV
TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI

A. Visi dan Misi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi

Dalam upaya mewujudkan penyclenggaraan tugas pokok dan fungsi di Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Jambi mengutamakan pelayanan yang baik dalam memberikan informasi dikarenakan
tugas scbagai jubir pemerintah Provinsi Jambi scbab informasi sangatlah penting untuk diketahui olch
masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan pembangunan dacrah oleh kepala dacrah untuk
disampaikan kepada scluruh masyarakat, terutama kemajuan yang dicapai olch Provinsi Jambi serta
keprotokolan yang bertugas memperlancar kegiatan/acara kepala dacrah.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
Dalam pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi terscbut di atas, Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Jambi memiliki tujuan yaitu terwujudnya pelayanan Administrasi Pimpinan yang baik.

2. Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Biro Administrasi Pimpinan Sectda Provinsi Jambi
mempuyai sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja.”
Dalam mencapai sasaran strategis terscbut, rencana kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Jambi tahun 2024 menggunakan beberapa indikator kinerja berdasarkan pada Rencana
Strategis Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi 2025-2029, scperti yang terangkum dalam
tabel di bawah ini:

Tabel 3:
Sasaran dan Indikator Kinerja
Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2026

Terwujudnya pelayanan pimpinan | Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKTP)

1. | yangberkualitas dan akuntabel | Setda #

Hasil Monev keterbukaan Informasi
Badan Publik kategori Sekretariat Daerah| 96,8

C. Arah Kebijakan

Secara Umum Biro Administrasi Pimpinan Sckretariat Dacrah Provinsi Jambi akan melaksanakan
kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditctapkan. Untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

a. Seluruh Biro di lingkup Sectda Povinsi Jambi wajib membuat dokumen pendukung SAKIP
(Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja) tepat waktu

b. Menentukan Standar Pelayanan Minimal dan SOP di Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Jambi Meningkatnya kualitas Perencanaan Program Sekretariat Dacrah

¢.  Memenuhi komponen standar pelayanan public dan SOP Pelayanan keprotokolan

d. Evaluasi berkala pelayanan terhadap pelayanan keprotokolan

e. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja pelayanan terhadap
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah

f.  Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait

g Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media kemasyarakatanuntuk
mempercepat komunikasi, dokumentasi Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah

h. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan
terutama yang terkait dengan aktifitas kerja resmi pimpinan lembaga pemerintahan schingga
tercipta proses kerja yang efektif dan efisien
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D. Kendala dan Hambatan

Dalam memenuhi indikator kinerja, Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi mengalami
pengurangan anggaran yang sangat spesifik di tahun 2026 yaitu scbesar 1.673.080.240, schingga anggaran
saat ini menjadi Rp. 2.327.255.166,00.

Meskipun demikian, Biro Adminsitrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi masih memiliki kendala
terkait anggaran, yakni anggaran yang dialokasikan belum dapat mengakomodir pelaksanaan program/
kegiatan secara optimal. Scbagai contoh, kegiatan Komunikasi Pimpinan yang bertugas sebagai juru bicara
Kepala Dacrah dan kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan khususnya untuk pencetakan kalender,
belum dapat terlaksana sccara optimal karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

Program dan Kegiatan Tahun 2026

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Sctda Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2026, ditctapkan kegiatan tahunan dalam penetapan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah diterapkan serta rencana kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam
rangka menunjang program/kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2025, scbagai berikut:

I.  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

L

Kegiatan Perencanaan Pengganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
11 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Percncanaan Perangkat Dacrah

12 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
21  Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
22 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

KegiatanAdminsitrasi Umum Perangkat Daerah

31  Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

32 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

33 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
41  Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
51  Subkegiatan Penyiapan Materi Pimpinan

52  Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

53  Sub kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
61  Sub kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

62  Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah

63  Sub kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
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BABV
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditentukan, sclanjutnya ditctapkan besaran pagw/dana indikatif
yang akan diusulkan pada tahun 2026 scsuai daftar kebutuhan yang diusulkan masing-masing Bagian dan Subbagian
dengan tetap mengedepankan alokasi pendanaan pada program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung
tercapainya sasaran pembangunan dacrah.

Olch karena itu, dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja pada tahun 2026, Biro Administrasi
Pimpinan Sctda Provinsi Jambi menctapkan rencana program dan kegiatan yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan
16 sub kegiatan dengan usulan pagu indikatif Tahun 2026, seperti yang terangkum sccara Iebih rinci berikut ini:

Pagu Indikatif :

Kegiatan Anggaran:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah Rp. 142.625.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Rp. 64.496.303,00
Administrasi Umum Perangkat Dacrah Rp. 577.303.720,00
Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 15.550.000,00
Fasilitasi Mateni dan Komunikasi Pimpinan Rp. 747.525.469,00
Fasilitasi Keprotokolan Rp. 779.754.674,00
Total Rp. 2.327.255.166,00
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dirancang dalam upaya mencapai
sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-
2029 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.

Lebih lanjut bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat
diatasi secara bijaksana dan dijadikan scbagai proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan good governance dan
clean government yang lebih baik di masa yang akan datang,

Demikian Rencana Kerja Perubahan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 ini kami
sampaikan dalam upaya menggambarkan target capaian dan arah kebijakan tahun 2026 serta evaluasi hambatan atau
kendala yang dihadapi sebagai bahan pembelajaran untuk mengoptimalkan kinerja pada Biro Administrasi Pimpinan
Sctda Provinsi Jambi ke depannya.

Jambi, Januari 2026
PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI

%..

Pembina
NIP.19810531 201001 1 008
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RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA ) TAHUN 2026

BIRO ORGANISASI




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya
kami dapat menyelesaikan Ranhir Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun
2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Biro Organisasi
Tahun 2025 — 2029. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan
tahapan proses dalam pencapaian visi dan misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Secara umum, Ranhir Rencana Kinerja Tahun 2026 ini berisikan informasi mengenai
program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2026. Ranhir Rencana Kerja 2026 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai
selama Tahun 2026 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2025 — 2029 Biro
Organisasi Setda Provinsi Jambi. Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh
kegiatan yang direncanakan selama Tahun 2026. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target
yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2026

ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Biro
Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Jambi, 1 September 2025

~tepatesBiro Organisasi,
ko
%

N

Qohir, S.Pd..M.Pd

NIP. 19830727 201001 1 018
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi
Rencana Stratejik tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-
kegiatan stratejik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja
kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif
yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga
memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat
dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana
stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan Rencana Kerja
(Renja) Biro Organisasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Biro Organisasi
untuk periode Tahun Anggaran 2026.

Renja Biro Organisasi tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan selama
Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 3 (tiga) Bagian di Biro Organisasi. Namun
demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena
adanya kebijakan dari pemerintah.

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Sesuai dengan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro
Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :
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penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
dan tatalaksana;

penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
dan tatalaksana;

penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
dan tatalaksana; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang
berkaitan dengan tugasnya.

Dasar Hukum Penyusunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
UU No. 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambhan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Biro Organisasi Tahun 2026 dimaksudkan

untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembagunan daerah Provinsi Jambi,
khususnya pada Tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan

pembangunan daerah Provinsi Jambi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi
Jambi Tahun 2025 — 2029.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Biro Organisasi disesuaikan dengan ketentuan dalam
Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan sistematika sebagai
berikut:

BAB | : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Biro, proses
penyusunan Renja Biro dan mengemukakan keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD
dan Renstra, serta penjelasan tentang peraturan daerah yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi Biro organisasi.

Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, ketentuan
peraturan lainnya untuk memuat penjelasan dalam pembuatan Renja Biro Organisasi.
Sistematika Penulisan, menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro
Organisasi serta garis besar isi dokumen.

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro
Organisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD
tahun berjalan, Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra Biro Organisasi
berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun-tahun
sebelumnya.

BAB lll: Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi
Bab ini menjelaskan tentang tujuan untuk mencapai visi misi Biro Organisasi
berserta sasaran yang ditetapkan Biro Organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi

Bab ini menjelaskan tentang perkiraan rencana kerja dan pendanaan tahun 2026
sesuai dengan pemen 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V : Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

5.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renja Biro Organisasi tahun lalu dan pencapaian kinerja

Renstra Biro Organisasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Biro
Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1.
2.

yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan.

Realisasi program/kegiatan Biro Organisasi yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Melalui pelaksanaan 2 (dua)
program prioritas yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub
Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan sasaran
strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

Secara umum program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi
di bidang perencanaan Kepegawaian dan Keuangan sebagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan dan langkah penataan administrasi tatausaha yang lebih
efektif dan efisien serta sistematis dalam rangka terpenuhinya kebutuhan
administrasi dan peralatan di Biro Organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari
tahun 2025 s.d. 2029 melalui APBD Provinsi Jambi, Biro Organisasi diberikan
anggaran yang relatif memadai dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan.

Selain itu, outcome yang telah dicapai dari program ini adalah terlayaninya
kebutuhan pelayanan administrasi umum dengan rata-rata sebesar 98 persen yang
didukung oleh output laporan akuntabilitas kinerja Biro dan survei indeks kepuasan
masyarakat Biro, kegiatan yang dihasilkan adalah laporan akuntabilitas Biro yang
akuntabel, pelayanan pendukung kinerja melalui pemenuhan sarana prasarana
kerja, pemeliharaan alat kantor, terinventarisirnya data PNS di lingkup Biro
Organisasi  Sekretariat Daerah Provinsi Jambi baik kenaikan pangkat regular,
kenaikan pangkat fungsional teknis, kenaikan gaji berkala, pensiun, izin belajar/tugas
belajar, mutasi pegawai, kepengurusan KARIS/KARSU, dan Karpeg.
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Sebagai upaya pencapaian kinerja tersebut, tentunya juga mengalami beberapa
kendala mendasar. Salah satunya pelayanan administrasi kenaikan pangkat dan gaji
berkala tersebut dilakukan satu pintu yakni melalui Sub Bagian Tata Usaha Biro
Organisasi Setda Provinsi Jambi. Namun kenyataannya masih banyak diantara PNS
yang melakukan proses layanan tersebut langsung ke BKD Provinsi Jambi dan tidak
melalui Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi. Selain itu, masih minimnya motivasi
PNS lingkup Biro Organisasi yang ingin mengurus gaji berkala, dengan berbagai
alasan seperti lupa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ke depan perlu dibuat
sebuah sistem yang dapat menjangkau layanan secara terpadu.

Program ini juga memberikan output terpenuhinya kebutuhan administrasi
dan peralatan kepegawaian Biro melalui pembelian ATK, belanja cetak, belanja
modal, dan perjalanan dinas.

Dari 2 (dua) output kegiatan yang dilaksanakan, pada tahun 2026 terdapat
beberapa kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Biro
Organisasi dengan SKPD terkait serta lemahnya SDM yang menangani bidang ini.
Namun secara keseluruhan, program ini tidak mendapat halangan yang berarti,
karena hanya merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan administrasi
pelayanan aparatur dilingkup Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Program Penataan Organisasi

Program Penataan Organisasi terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi
Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan strategis, yakni :
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi bertujuan mewujudkan
tertib penataan kelembagaan di Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun output
yang diharapkan adalah terlaksananya evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan
UPTD/B lingkup Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menciptakan perangkat
daerah unit pelaksana teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam
pelaksanaannya, selama tahun 2023 Biro Organisasi telah melaksanakan evaluasi
terhadap 43 perangkat daerah dan 3 UPTD/B di lingkup Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kab/ Kota.

Untuk mendukung kegiatan fasilitasi kelembagaan kab/kota di bidang
pembinaan dan fasilitasi organisasi, kelembagaan dan peraturan daerah
dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan evaluasi serta kegiatan pembinaan
dan rakor perangkat daerah 11 (sebelas) kab/kota dalam Provinsi Jambi.



3. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Analisis
Jabatan dilaksanakan melalui tahapan:

Persiapan;

. Pengumpulan data;

Pengolahan data;

. Verifikasi;

Penyempurnaan; dan

Penetapan hasil analisis jabatan.

S0 AN oW

Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari Uraian
Jabatan dan Peta Jabatan. Uraian jabatan meliputi:
Identitas jabatan;

Ringkasan tugas jabatan;
Rincian tugas jabatan;
Wewenang;
Tanggung jawab;

Hasil kerja;

Bahan kerja;

Perangkat kerja;
Hubungan jabatan;
Keadaan tempat kerja;
Upaya fisik;

I.  Kemungkinan resiko bahaya; dan
m. Syarat jabatan.

AT D@ SO0 Q0 O

Hasil Analisa Jabatan dipergunakan wuntuk pembinaan dan penataan
Kelembagaan; Kepegawaian; Ketatalaksanaan; dan Perencanaan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan. Hasil analisis jabatan Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil analisis jabatan pada
satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur, sedangkan hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah
pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Analisis Beban Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan

terhadap aspek-aspek, yaitu :

a. Norma waktu (variabel tetap) merupakan waktu yang dipergunakan
untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.

b. Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma waktu kerja
dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu
tersebut berubah.

¢.  Volume kerja (variabel tidak tetap) diperoleh dari target pelaksanaan tugas
untuk memperoleh hasil kerja.

d. Jam kerja efektif merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

e. Analisis beban kerja menggunakan metoda membandingkan beban kerja
dengan jam kerja efektif per tahun.
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f. Beban kerja diperoleh dari hasil perkalian antara volume kerja dengan
norma waktu

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
Cc. penelaahan hasil olahan data; dan
d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Formulir Isian, berupa
pengumpulan data dan inventarisasi jumlah pemangku jabatan; wawancara;
pengamatan langsung; dan referensi.

Hasil analisis beban kerja di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan
oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
telah diusulkan validasi ke Menteri Dalam Negeri melalui surat Gubernur Jambi
Nomor §5-061/3856/SETDA.ORG-1.2/X1/2019 tanggal 2 November 2019 dan surat
nomor $-061/531/SETDA.ORG-1.2/11/2020 tanggal 18 Februari 2020. Menteri
Dalam Negeri melalui surat Nomor 061/1598/S) tanggal 19 Februari 2020
memberikan pernyataan telah divalidasinya dokumen anjab dan ABK Pemerintah
Provinsi Jambi.

Evaluasi Jabatan

Berkenan dengan surat Gubernur Jambi kepada Mentri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor $-061/1490/SETDA.ORG-
1.3/V1/2021 tanggal 29 Juni 2021 Perihal Usul Persetujuan Validasi Ulang Hasil
Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Jambi.

Menteri PAN dan RB melalui surat Nomor B/12&2/M.SM.04.00/2021 16
November 2021 memberikan persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Provinsi
Jambi, yakni : (1) area perubahan kelembagaan ; (2) area perubahan Tatalaksana ;
(3) area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ; (4) area perubahan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ; (5) area perubahan Penguatan
Pengawasan ; (6) area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja ; (7) area
perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; (8) area perubahan Pola Pikir
(mindsef) dan Budaya Kerja Aparatur (cultureset).

Kegiatan pelaksanaan, monitoring & evaluasi reformasi birokrasi pemerintah
provinsi Jambi memfokuskan pada 8 area perubahan yang diarahkan untuk :



Mewujdkan pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen
pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam
mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati;
Mewujudkan model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan
peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi,
efektifitas, dan keadilan;

Mewujudkan sosok aparatur Negara yang professional, bersih dari praktek
KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan aparatur Negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang
terintegrasi dan tersentralisasi;

Ketersediaan ruang bagi stakeholder untuk mendapatkan pelayanan publik
yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;

Terselenggarannya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang exelence.

Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah
dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi
Jambi pada tahun 2020. Dari hasil evaluasi tersebut, provinsi jambi masih pada
posisi kategori “B”,

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah
sebagai berikut:

a.

Indeks Reformasi Birokrasi di pemerintah provinsi Jambi Tahun 2023 adalah

62,74 dengan kategori “B”

Hasil evaluasi Tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh

pemerintah Provinsi Jambi, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan

dalam penerapan reformasi Birokrasi.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program RB adalah:

1) Pelaksanaan RB cendrung bersifat administratif, hal ini dikarenakan
manajemen pelaksanaan RB mulai dari perencanaan,implementasi,
monitoring, hingga evaluasi program-program RB belum dilakukan secara
baik. Selain itu pelaksanaan RB pada tingkat OPD masih jauh dari yang
diharapkan jika dibandingkan dengan dengan tingkat pemerintah daerah;

2) Degulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan
kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga
upaya yang dilakukan cendrung administratif, belum diarahkan untuk
melakukan revisi- revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;

Pada tahun 2024 Provinsi Jambi kembali dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB

yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
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rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang mampu
memberikan pelayanan public yang berkualitas. Untuk hasil tersebut akan
dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada Tahun berikutnya.

. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Jambi adalah Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh SKPD Provinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi berupa asistensi langsung terhadap
SAKIP instansi pemerintah dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB,
dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan untuk penyempurnaan
penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih optimal
dan memperoleh penilaian yang lebih baik pada saat evaluasi dilaksanakan.

Guna melakukan penguatan terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Provinsi Jambi, dilakukan Penyusunan Keputusan Gubernur Jambi tentang
Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi, yang merupakan salah satu point penilaian oleh Kementerian PAN
dan RB pada penilaian Evaluasi LKJ Pemerintah Provinsi Jambi, disamping dapat
memberikan pedoman bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi guna lebih
mengoptimalkan pada saat implementasi anggaran dan pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 telah dilakukan
evaluasi oleh Evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Hasil penilaian LKj Tahun
2021, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai B dengan skor 64,08 atau
meningkat 2,08 dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa
rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2021 belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga
belum terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan, kelemahan yang
masih dijumpai antara lain:

a. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan masih sangat minim (cenderung baca
text, tanya jawab ngga paham, keliatan ngga terlibat membangun sistem dan
memanage kinerjanya).

b. Monev berkala ada, data ada, isian aplikasi ada, tapi kualitas belum,
kelihatan monevnya blm "dimanfaatkan" untuk strategi manajemen kinerja,
"brus pemenuhan" dokumen/data.

. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai Leading Sektor dalam penguatan
maupun pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi
Jambi, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan
Pelayanan Publik pada setiap tahunnya.



Sebagai dasar ataupun regulasi dari pelaksanaan Pelayanan Publik yaitu Undang-
undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana di dalam
undang-undang tersebut mengamanatkan kepada Gubernur pada tingkat Provinsi
untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan Pelayanan Publik guna tercapainya peningkatan terhadap efisiensi
dan efektifitas serta kualitas pada Pelayanan Publik.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki penerapan pemenuhan
Standar Pelayanan Publik telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan
pembinaan dan asistensi pemenuhan standar komponen pelayanan kepada OPD
lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi, di Tahun 2020 yaitu 83,09 dan di
Tahun 2021 mendapatkan nilai 87,09 atau meningkat sebesar 4 indeks.
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BIRO ORGANISASI

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA RENJA BIRO ORGANISASI DAN

TABEL T-C.29

PENCAPAIN RENSTRA BIRO ORGANISASI S/D TAHUN 2024

PROVINSI JAMBI

Perkiraan Realisasi Capaian

L Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target
Target Kinerja . i Target Renstra Perangkat
Capaian . Ta.r get . Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Progr_am dan Daerah s/d Tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program ( Klgfgjar::lml i Realisasi Ke}g;t'zn ( Realisasi 1
Kode Pemerintahan DaeraH dan ) g Renstra 9 Target Renja Renia j Canaian Tingkat
; (Outcome)/Kegiatan (output) dan Peranakat | Tinakat Perangkat p Capaian
Program/Kegiatan Perangkat 9 Perangkat g Program dan p
Keluaran Daerah erangka Realisasi Daerah ogram da Realisasi
Daerah) | yogiatan sid g Daerah o | Tahun2026 | Kegiatansid o
Tahun2030 | ‘ediatel X Tah(‘l’:_‘zz)oz“ Tahun2024 | (%) ) Tahun Targe:.,f;*“s"a
(n-2) berjalan (n-1) °
2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
1 PROGRAM Nilai SAKIP Biro 80,25 77,10 78,12 80,15 1,03 80,20 237 3
PENUNJANG Indeks Kepuasan Masyarakat 90,08 80,25 81,25 88,94 1,09 90 259 3
URUSAN Biro
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
4.01.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Persentase Capaian Realisasi 100 - 100 100 -
Penganggaran, dan Fisik
Evaluasi Kinerja Perangkat | Persentase Realisasi 98 - 91 93 -
Daerah Keuangan
Tingkat Efektifitas dan 100 - 100 100 -
Efisiensi Pelaksanaan
Program/kegiatan/sub
kegiatan
Persentase Tindak Lanjut atas 100 - 100 100 -
Evaluasi Kinerja
4.01.01.1.01.01 1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan 4 1 4 4 1 4 9 2
Penyusunan Dokumen | Perangkat Daerah
Perencanaan
Perangkat Daerah
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4.01.01.1.01.02 2 Sub Kegiatan Jumlah dokumen RKA SKPD 2 1 2 2 2 5
Koordinasi dan dan Laporan hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen | Penyusunan Dokumen RKA
RKA-SKPD SKPD
4.01.01.1.01.04 3 Koordinasi dan Jumlah dokumen DPA SKPD 2 1 2 2 2 5
Penyusunan Dokumen | dan Laporan Hasil Koordinasi
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA
SKPD
4.01.01.1.01.06 4 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 2 2 2 4 8
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.1.06.07 5 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 1 1 1 4 6
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
4.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Persentase Layanan 100 - 100 100
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum yang
dipenuhi
4.01.01.1.06.02 1 Sub Kegiatan Jumlah Peket Peralatan dan 4 1 1 1 4 6
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor yang
dan Perlengkapan disediakan
Kantor
4.01.01.1.06.03 2 Sub Kegiatan Jumlah Paket peralatan rumah 2 1 1 1 2 4
Penyediaan Peralatan tangga yang disediakan
Rumah Tangga
4.01.01.1.06.05 3 Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan 2 2 2 2 2 6
Penyediaan Barang dan Penggandaan yang
Cetakan dan disediakan
Penggandaan
4.01.01.1.06.09 4 Sub Kegiatan Jumlah Laporan 65 25 35 35 45 105
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Konsultasi SKPD
4.01.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa | Persentase Layanan 100 - 100 100

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum yang
dipenuhi
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4.01.01.1.08.03

1 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
disediakan

4.01.02

PROGRAM
PENATAAN
ORGANISASI

Nilai Kematangan Perangkat
Daerah

37,55

37

37,18

IKM Provinsi Jambi

88,40

86,96

87,56

Indeks ASN BerAKHLAK

68,10

68,01

68,05

Persentase Perangkat Daerah
dengan Hasil Penilaian
Laporan Kinerja 2 9,5

84,00

76

80,00

Persentase Pemenuhan
Penilaian Kegiatan Utama RB

80,00

80

80,00

Persentase Perangkat Daerah
yang telah melaksanakan
Ketatalaksanaan sesuai aturan

100,00

65

69,76

Persentase Pemenuhan
Komponen Standar Pelayanan
Publik Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi

100

34

54

Persentase Pemenuhan Aspek
Indikator Kinerja Pelayanan
Publik

100,00

15

50,00

4.01.02.1.01

Kegiatan Fasilitasi
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan

Persentase Perangkat Daerah
Provinsi jambi yang ditata
kelembagaan nya

100

100

100

89

Persentase Kab/kota jambi
yang ditata kelembagaan nya

100

100

100

100

Persentase Perangkat Daerah
yang menggunakan analisis
jabatan dan analisis beban
kerja sebagai dasar penataan
kepegawaian

100

100

100

93

4.01.02.1.01.01

1 Sub Kegiatan Fasilitasi
Penataan Kelembagaan
Provinsi

Jumlah Dokumen hasil
Penataan Kelembagaan
Kab/Kota
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4.01.02.1.01.02

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi
Penataan Kelembagaan
Kab/Kota

4.01.02.1.01.03

Sub Kegiatan Penataan
Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen hasil
Pelaksanaan Analisis
Jabatan,Analisis Beban Kerja
,dan Evaluasi Jabatan

4.01.02.1.02

Kegiatan Fasilitasi
Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja

Persentase Pemenuhan Data
Dukung Penilaian Kegiatan
Utama RB

80

80

80

Persentase Pemenuhan Unsur
Pelaporan Kinerja Perangkat
Daerah

100

73

73,08

Persentase Perangkat Daerah
yang telah melengkapi unsur
Penerapan Budaya Kerja

87,40

73,6

78,20

Persentase Perangkat Daerah
yang telah menyusun Peta
Proses Bisnis dan SOP

100

34,88

58

Persentase Perangkat Daerah
yang melaksanakan Tata
Naskah Dinas dan Pakaian
Dinas sesuai aturan

100

50

60

Persentase Unit Pelayanan
Publik Provinsi Jambi dengan
Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Kategori sangat
Baik

86

45

47

4.01.02.1.02.01

1

Sub Kegiatan
Pembinaan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Jumlah Dokumen hasil
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

4.01.02.1.02.02

Sub Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Dokumen hasil
Monitoring dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

4.01.02.1.02.03

Sub Kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Budaya
Kerja

Jumlah Laporan hasil Evaluasi
Pelaksanaan Budaya Kerja
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4.01.02.1.02.04 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen hasil
Pengelolaan Pengelolaan Tatalaksana
Tatalaksana Pemerintahan
Pemerintahan

4.01.02.1.02.05

Sub Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan
Publik

Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan Publik
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5.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan
pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja
ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan
realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Penyelenggaraan pelayanan Biro Organisasi berdasarkan pada Rencana Strategis Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 — 2029.

Kinerja pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi periode Tahun 2025
— 2029 dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Sebagai Berikut
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Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
SPM/Standar
No Nasional
Indikator IKK ! 2 3 4 1 2 ! 2
(2023) | (2024) | (2025) | (2026) | (2023) | (2024) | (2025)| (2026)
m @) (3 @ ©) (6) @) (8) 9) (10) m (12) (13)
1 Nilai Sakip Biro 1. Nilai SAKIP Biro 73 75 77 79.40 7,26 80,15 77 79.40
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
. Biro
2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Biro 3. Indeks BerAKHLAK 88 88.90 89 90 80.85 88,94 89 90
3| Persentase Capaian Realisasi Fisik j‘ Persentase Perangkat Daerah - 100 | 100 - 100 | 100 | 100
engan Hasil Penilaian Laporan
— Kinerja = 9,5
4 | Persentase Realisasi Keuangan 5. Persentase Pemenuhan - - 92 93 - 91,27 92 93
Penilaian Kegiatan Utama
5 | Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Reformasi Birokrasi - - 100 100 - 100 100 100
Pelaksanaan Program/kegiatan/sub 6. Persentase Perangkat Daerah
Kegiatan lyang telah melaksanakan
6 | Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Ketatalaksanaan sesuai aturan - - 100 100 - 100 100 100
Kineri 7. Persentase Pemenuhan
inerja
— . Komponen Standar Pelayanan
7 | Persentase Layanan Administrasi Publik Perangkat Daerah - - 100 100 - 100 100 100
Umum yang dipenuhi Pemerintah Provinsi Jambi
8 | Persentase Kab/Kota yang Yang ditata 8. Persentase Pemenuhan Aspek 75 80 90 100 75 100 90 100
kelembagaanya Indikator Kinerja Pelayanan
9 | Persentase Perangkat Daerah Provinsi Publik L. . 85 90 95 100 85 100 95 100
ang ditata kelembagaanya 0 IKM Provinsi Jambi
yang gaany 10. Nilai Kematangan Daerah
10 | Persentase Perangkat Daerah yang 70 80 90 100 70 100 90 100
mengunakan Analisis jabatan dan
analisis beban kerja sebagai dasar
penataan kepegawaian
11 | Persentase Pemenuhan Data Dukung - - 80 80 - 80 80 80
Penilaian Kegiatan Utama RB
12 | Persentase Pemenuhan Unsur - - 85 73,08 - 73 85 73,08
Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
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Persentase Perangkat Daerah yang
telah melengkapi unsur Penerapan
Budaya Kerja

Persentase Perangkat Daerah yang
telah menyusun Peta Proses Bisnis dan
SOP

Persentase Perangkat Daerah yang
melaksanakan Tata Naskah Dinas dan
Pakaian Dinas sesuai aturan

Persentase Unit Pelayanan Publik
Provinsi Jambi dengan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat Kategori sangat
Baik

759 | 78.2 736 | 759 | 782
46,51 | 5813 34.88 | 46,51 | 58.13
60 60 50 60 60
40 47 45 40 47
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Tabel di atas menunjukkan rata-rata rasio capaian pada tahun ke-4 menunjukkan angka
yang baik, hanya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yang belum
memenuhi target capaian kinerja. Secara spesifik, masih terdapat beberapa kelemahan yang
dijumpai, antara lain:

. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah

daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu
strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART.
Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki
dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;

. Penjabaran kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang

menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah
sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih difokuskan
pada urusan dan belum melihat hubungan lintas fungsi antar OPD, sehingga
menghambat tercapainya kinerja secara menyeluruh;

Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih
pada tahap administrasi saja. Belum sepenuhnya terlihat adanya keterlibatan pimpinan
OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan
kinerja dan strategi yang diperlukan;

. Belum seluruh pimpinan OPD berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan

program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam
mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan
yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih

terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan
kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;

Inspektorat telah melakukan evaluasi internal SAKIP terhadap OPD, namun hasil
evaluasi tersebut belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan pada penerapan
akuntabilitas kinerja; dan

. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang

dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi,
antara lain:

1.

Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas
sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran
kinerja yang tepat dengan mengacu pada kerangka logis yang telah disusun sampai ke
level individu;

. Memastikan terciptanya keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis

sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja, serta
melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;

. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan,
. keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara
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menyeluruh;

5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara
mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;

6. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat
upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Aspek keterwadahan urusan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi telah memenuhi 100%. Hal tersebut adalah dengan terwadahinya urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan Lampiran
Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam
Undang - Undang tersebut telah terinci semua urusan, mana yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga urusan
pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah yang diterbitkan pada tahun 2016. Selain itu, untuk menyempurnakan
rincian tugas dan fungsi, perubahan atas beberapa Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
telah dilakukan Tahun 2020.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi berupa Tingkat kematangan
Perangkat daerah diperoleh dari hasi :

A. Pengumpulan data
Penilaian kematangan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun
bedasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan Data dan Informasi dilakukan
untuk memperoleh bukti-bukti empiric sesuai dengan indikator evaluasi dan
penilaian kematangan Organisasi. Data dan Informasi dikumpulkan berupa
dokumen Kebijakan (Perda,perkada,keputusan Kepala Perangkat daerah),
Dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi ( Laporan,hasil evalusi, rekomendasi),
data informasi berupa hasil obserpasi dan wawancara dan Data yang diperoleh
dicatat sesuia dengan Indikator yang akan diukur.

B. Analis Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah
Dalam penilaian ini dilakukan dengan penilaian skor pada setiap indikator
kematangan organisasi dengan ketentuan sbb: Tingkat LILIII,IV,dan V yang diberi
skor 1,2,3,4,5.

Berdasarkan Jumlah Skor yang sudah diperoleh pada table Tabulasi data, maka
Perangkat daerah dapat dikelompokan tingkat kematangan nya sbb:

a) Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19

b) Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1 - 28

c) Tingkat Kematangan Sedang jika skor diperoleh antara 28.1-37

d) Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37.1-46

e) Tingkat Kematangan sangat Tinggi Jika skor yang diperoleh 46.1-55.
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A. Analis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Biro Organisasi dengan
perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian, yang mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
dan tatalaksana;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja dan tatalaksana;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Biro Organisasi terdiri dari :

1) Kepala Biro;
2) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari:
a) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
b) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
c) Subbagian Analisis Jabatan.
3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
a) Subbagian Reformasi Birokrasi;
b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
c) Subbagian Budaya Kerja.
4) Bagian Tatalaksana, terdiri atas:
a) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan;
b) Subbagian Pelayanan Publik; dan
c) Subbagian Tata Usaha.
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Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas membantu
Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi,
kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis
jabatan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan
analisis jabatan;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan
Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan
Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mengkoordinasikan tiga subbagian:

1. Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas:

* menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan
kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi;

* menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi;

* menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah Provinsi;

* menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi;

* melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Provinsi; dan

* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

* menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan
kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota;
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota;

melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota;

menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum
Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis
jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis
jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta
jabatan dan evaluasi jabatan;

menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja
dan peta jabatan;

menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan
peta jabatan;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan
penyusunan formasi pegawai bardasarkan hasil analisis beban kerja
dan peta jabatan;

mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan
pemanfaatan hasil analisis jabatan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan
analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi
jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota;
membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis
bebankerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan vyang
berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas

membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
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reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas
dimaksud, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi
birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah
di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya
kerja;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan
budaya kerja;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan
budaya kerja; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mengkoordinasikan tiga
subbagian:

1. Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:

* mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan
8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, penataan
peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan
organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistern manajemen
SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan,
peningkatan kualitas pelayanan publik);

* mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8
(delapan) area perubahan;

* membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan
pada pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota dan;

* melaksanakan fasilitasi dalam wverifikasi penilaian peningkatan
kinerja 8 (delapan) area perubahan; dan

* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan vyang
berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas:

* mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;

* menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;

* melaksanakan monitoring Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Sakip Kabupaten/Kota;

* menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; dan

* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh  atasan vyang
berkaitandengan tugasnya.

3. Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas:
* melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya
kerja;
* menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
budaya kerja;
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* melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya
kerja;

» memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan budaya kerja; dan

* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan  kebijakan  Daerah,
pengoordinasian  perumusan  kebijakan  Daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan,
pelayanan publik, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Tatalaksana
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di
bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata
usaha;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik,
dan tata usaha;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan
publik, dan tata usaha; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang
berkaitan dengan tugasnya

Bagian Tatalaksana mengkoordinasikan tiga subbagian:

1. Subbagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas:

* melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah;

* menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi
sarana dan prasarana dinas; dan

* melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan tugasnya

2. Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas:

* menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan
publik;

* menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar
pelayanan internal dan pelayanan publik;

* menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan
aparatur negara dan Daerah;

* menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
pelayanan publik;

* mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;

* mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih
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lanjut;

menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
mengoordinasikan pelayanan dasar;

melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur
negara dan Daerah;

melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

melaksanakan pelayanan  administrasi keuangan meliputi
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistemn akuntansi
dan pelaporan;

melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasianperaturan perundang-undangan lingkup biro;
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA,
RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD
lingkup biro;

melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaanlingkup biro;

melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan
dengan tugasnya
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B. Sumber Daya Biro Organisasi
a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemajuan organisasi sangat
bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di
dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 34
Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian 53 persen ASN laki-laki atau 18 orang
dan 47 persen ASN perempuan atau sebanyak 16 orang. ASN Golongan IV
sebanyak 6 orang, Golongan lll sebanyak 24 orang, Golongan Il sebanyak 1
orang, Golongan IX sebanyak 2 orang dan Golongan VIl sebanyak 1 orang.
Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang, disusul
oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 2 orang, $2 sebanyak 9 orang, $3
sebanyak 1 orang dan SLTP 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang
pendidikan SDM Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi cukup baik.
Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka
datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Perimbangan gender
relatif berimbang pada hampir semua jenjang pendidikan. Rincian lebih lengkap
tentang data kepegawaian pada Gambar 2.2.

Gambar 2.1.2.1 Distribusi Pegawai Biro Organisasi

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

mIl/b
mil/d
mlll/a
mll/b
| lll/c
mlll/d
mIV/a
mIV/b
IV/c
mIV/d
mIX
Vi

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN
mSLTP

mSLTA
S1

mS2

mSs3
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Perkiraan kebutuhan jabatan pelaksana Biro Organisasi berdasarkan Keputusan
Gubernur Jambi No:1402/KEP.GUB/SETDA.ORG-1.2/2018 Tentang Penetapan Hasil
Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sejumlah 30
orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 Biro Organisasi memiliki 18 orang
pelaksana, sehingga kekurangan sebanyak 12 orang. Untuk mengatasi kendala tersebut
setiap tahun Biro Organisasi mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait
dengan kebijakan rekruitmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan
secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini,
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi mengoptimalkan
tenaga non PNS yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program
kegiatan yang dilaksanakan.

b) Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap
hasil dan kinerja Perangkat Daerah. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diikuti dengan pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor yang baik. Inventarisasi barang atau aset SKPD dilaksanakan
dengan kartu inventaris barang, rekapitulasi aset tetap di Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 dituangkan dalam Tabel 2.1.

Gambar 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No [Klasifikasi JumlahBarang ;. Aset (Rp)*
Aset Tetap 608.085.375
1 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 286 unit 591.585.375
2 Alat-alat Studio dan Komunikasi 3 unit 13.900.000
3 Alat-alat Kedokteran 2 unit 2.600.000
1 Aset Tetap LainnyaBuku Perpustakaan 1.567 buku 174.245.714
Jumlah 782.331.089

Sarana dan prasarana yang dimiliki terjadi penyusutan dari tahun sebelumnya tapi
secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus
menunjang kinerja Biro Organisasi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan
prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau
perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan
kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

¢) Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus
dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan,
serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif. Biro Organisasi perlu berbenah untuk
menangkap segala peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi
dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pengembangan informasi
tersebut, Biro Organisasi membangun sebuah sistem informasi dalam hal pelayanan

administrasi data kepegawaian sehingga data kepegawaian menjadi lebih tertib, tidak
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ada lagi berkas kepegawaian yang menumpuk diruangan, proses kepengurusan pangkat
dan berkala pegawai sesuai dengan waktunya, mudah dalam pencarian informasi data
pegawai hingga tidak terjadi kelebihan/kekurangan pembayaran tunjangan akibat belum
dilakukannya pemuktahiran data.

d) Aplikasi SIBIRIO

Sistem Informasi Kepegawaian dapat meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dengan penyediaan informasi yang akurat dan efisien, sehingga pengambilan
keputusan dapat secara obyektif dilakukan. Secara strategis pembangunan Sistem
Informasi Kepegawaian merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang
kepegawaian dan mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, memperkaya dan
menyediakan pengetahuan di bidang kepegawaian kepada pihak-pihak yang
membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat pada saat yang tepat.
Sistem informasi kepegawaian yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat
ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan Pegawai Negeri Sipil, terutama di dalam
mendukung kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Transformasi tata kelola data kepegawaian secara elektronik sudah menjadi
sebuah keharusan. Agar dapat memberikan keuntungan dan kemudahan dalam layanan
data kepegawaian. Data kepegawaian yang selama ini banyak menggunakan berkas fisik
dalam bentuk kertas perlu ditransformasi menjadi data digital. Sehingga layanan
pengelolaan data kepegawaian juga dapat dilakukan secara digital

Aplikasi SIBIRIO merupakan sebuah upaya dalam rangka memberikan pelayanan
melalui bantuan teknologi yang mumpuni, dengan Sistem Informasi ini, proses
pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat
menyajikan data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan uptodate dapat
menjadi bahan pertimbangan atau rujukan dalam pembuatan kebijakan di bidang
kepegawaian.

am ar

aD o
o
amar

z ada>

o amars

Gambar 2.1.2.4 Aplikasi
SIBIRIO
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2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3.1 Ildentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan digunakan untuk menentukan program

pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
Berdasarkan tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

2.3.1.1 Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

a. Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) masih

memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas,
fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

. Penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan

fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah.

. Optimalisasi penyelengggaraan urusan pemerintahan bidang kelembagaan

masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan
evaluasi.

2.3.1.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan

a.

Penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
lingkup Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus ditingkatkan untuk
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa layanan dan memberikan
kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas mereka.

Belum terakomodirnya tusi penyusunan peta proses bisnis dalam Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan oleh
Kementerian Menpan dan RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis.

Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya
terkait dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem pelayanan dan
kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana perlu diperhatikan agar kinerja
pegawai mampu meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang diberikan.

2.3.1.3 Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

a.

Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum
dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART.

Penjabaran kinerja belum menggambarkan hubungan kausalitas dan
pemecahan masalah yang dihadapi.

Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan perangkat daerah dalam
pengambilan keputusan yang strategis dan berpartisipasi aktif dalam
pelaksanaan/pemantauan pelaksanaan program/kegiatan.

Kualitas informasi kinerja dalam laporan kinerja belum menghasilkan
umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi
dalam pelaksanaannya.

Hasil evaluasi Inspektorat atas SAKIP perangkat daerah belum mampu
mendorong perbaikan yang signifikan.

Belum optimalnya fungsi Tim RB dalam melakukan pemantauan dan
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evaluasi implementasi RB.

g. Pemahaman, kesadaran dan motivasi PNS untuk mengimplementasikan
Budaya Kerja perlu terus ditingkatkan sehingga berdampak signifikan
terhadap tata kelola pemerintahan.

2.3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur Jambi pada periode 2025-2029 adalah “Mewujudkan Jambi
MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”,
dalam visi Gubernur Jambi dijabarkan yakni:

Jambi MANTAP

1. suatu kondisi Masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang
Amanah dan Profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib,
sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan
hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya Saing

2. Optimalnya Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan
kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan
infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi
akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga
keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat
dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim
investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan
kesempatan kerja.

Berkelanjutan

3. Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi,
pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan
dilakukan secara holistic dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara
bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam
menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi
sekarang dan mendatang.

Berangkat dari uraian diatas Visi “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing
dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT” menjadi arah dari
pembangunan Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi
Provinsi Jambi pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang ingin
dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan
internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang
selanjutnya dirumuskan menjadi misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029
sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, vyaitu
menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan
didukung e-government yang terintegrasi.

2. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian,
Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu Transformasi menjadi Daerah maju
yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan,
industry dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan
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2.3.3

pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada
permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik
investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,
yaitu Pengelolaan Sumberdaya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan
berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya
manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses
pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang
menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang demokratis melalui kebijakan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan, dengan demikian memiliki peran
yang signifikan dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Penentuan lsu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu
menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan
yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal
maupun lingkungan internal. Biro Organisasi adalah institusi sebagai penyiap bahan
perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan ketatalaksanaan. Isu strategis banyak
berkaitan dengan perubahan tata kelola pemerintahan pusat maupun pemerintahan
daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat
Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Optimalisasi pelayanan publik
Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar penyelenggaraan
pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat) semakin meningkat.
Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk
selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain melalui gerakan One
Agency One Innovation.

3. Digital Government Services
Model pelayanan berbasis teknologi informasi, berdampak pada perubahan
mindset dan perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital.
Proses perubahan dimaksud perlu disertai upaya inisiasi, regulasi dan asistensi
penerapan tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan
eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan
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penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mendasarkan
pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun
kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi. Selain itu terjalinnya pola hubungan
sinergitas dan mekanisme kerja yang jelas antar perangkat daerah juga menjadi
cakupan fungsi dan tugas Biro Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas
aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran,
penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian
maupun pelaporannya.

Percepatan Reformasi Birokrasi

Pemerintah mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 — 2025 terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang
disasar, 5 (lima) di antaranya menjadi cakupan tugas Biro Organisasi, yaitu area
perubahan Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM aparatur,
Peningkatan Pelayanan Publik serta Penguatan Akuntabilitas.

Pengarusutamaan gender

Penerapan pengarusutamaan gender dalam cakupan tugas Biro Organisasi dan
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program,
dan kegiatan. Keberpihakan kesetaraan gender pada lima sasaran afirmative action
yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok tidak
mampu/miskin.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang aparatur pemerintah dewasa ini adalah dalam upaya

memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan
penerima pelayanan atau masyarakat. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis
yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:
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1) perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan
kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah
melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan
dan pencapaian sasaran organisasi;

2)  kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil
untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
tugas-tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal
perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;

3) reformasi birokrasi yang ditetapkan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh seluruh
pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi
reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut
diharapkan dapat mendeksripsikan arah perubahan kedalam delapan area perubahan
yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM
aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya
koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut:

1) kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan,
penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar
dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro
Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2) dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Biro Organisasi sebagai penyusun bahan kebijakan dalam penataan
kelembagaan pemerintah daerah, penataan

3) ketatalaksanaan dan penataan kebijakan SDM aparatur sangat mempengaruhi
optimalisasi capaian target kinerja.

4)  ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi
yang memadai mendukung penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Rencana Kerja Perangkat
Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa
permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian
kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja dan untuk
mengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukan perumuskan indikator kinerja
yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan
data kinerja yang lebih baik.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang
diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Jambi masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan vyaitu terutama
pemahaman aparatur tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta belum
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memahaminya bagaimana proses penyusunan suatu Standar Operasional Prosedur.
Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian bimbingan langsung kepada aparatur
dalam tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik
masih ditemui hambatan — hambatan diantaranya adanya pengaduan masyarakat yang
berulang — ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas
pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja
pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan
masyarakat, dan usaha vyang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah
mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan
oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis
jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan
penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan
dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang
memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan dan Usaha mengatasinya adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke
OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan
bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaikan kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan
awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan
kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dalam perbandingan antara rancangan awal dengan hasil
analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.3
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NAMA SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI

Tabel T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026
PROVINSI JAMBI

JAMBI
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No TARGE TARGE
PROGRAM/KEGIATAN/SUB LOKASI INDIKATOR T PAGU PROGRAM/KEGIATAN/SUB LOKASI INDIKATOR T PAGU
KEGIATAN KINERJA CAPAIA INDIKATIF KEGIATAN KINERJA CAPAIA INDIKATIF
N N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
URUSAN WAJIB OTONOMI URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH DAERAH
I | PROGRAM PENUNJANG Biro Nilai SAKIP Biro 80,53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Nilai SAKIP Biro 80,53
URUSAN PEMERINTAHAN Organisasi 1,248,000,000 | PEMERINTAHAN DAERAH Organisa 1,248,000,000
DAERAH PROVINSI Setda PROVINSI si Setda
Provinsi [ Indeks Kepuasan 90,00 Provinsi | Indeks Kepuasan 90,00
Jambi Masyarakat Biro Jambi | Masyarakat Biro
1 | Kegiatan Perencanaan, Biro Persentase 100 1 | Kegiatan Perencanaan, Biro Persentase 100
Penganggaran, dan Evaluasi Organisasi | Capaian Realisasi 288,000,000 Penganggaran, dan Evaluasi Organisa | Capaian Realisasi 288,000,000
Kinerja Perangkat Daerah Setda Fisik Kinerja Perangkat Daerah si Setda | Fisik
Provinsi Persentase 93 Provinsi | Persentase 93
Jambi Realisasi Jambi Realisasi
Keuangan Keuangan
Tingkat Efektifitas 100 Tingkat Efektifitas 100
dan Efisiensi dan Efisiensi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Program/kegiatan/ Program/kegiatan/
sub kegiatan sub kegiatan
Persentase Tindak 100 Persentase Tindak 100
Lanjut atas Lanjut atas
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
1 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 1 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok
Dokumen Perencanaan Perencanaan 156,000,000 Dokumen Perencanaan Perencanaan 156,000,000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah
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Tangga yang
Disediakan
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Tangga yang
Disediakan

Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen 2 Dok Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen 2 Dok
dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan 42,000,000 dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan 42,000,000
RKA-SKPD Laporan Hasil RKA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi - Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan 42,000,000 Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan 42,000,000
DPA-SKPD Laporan Hasil DPA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi - Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD
Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Lap Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Lap
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 24,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 24,000,000
Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD dan Laporan SKPD SKPD dan Laporan
Hasil Hasil
Koordinasi - Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja Kinerja
dan Ikhtisar dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 4 lap Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 4lap
Daerah Evaluasi Kinerja 24,000,000 Daerah Evaluasi Kinerja 24,000,000
Perangkat i Perangkat
Daerah Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Biro Persentase 90 Kegiatan Administrasi Umum Biro Persentase 90
Perangkat Daerah Organisasi | Layanan Persen | 864,000,000 Perangkat Daerah Organisa | Layanan Persen | 864,000,000
Setda Administrasi si Setda | Administrasi
Provinsi Umum yang Provinsi | Umum yang
Jambi dipenuhi Jambi dipenuhi
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 4 Paket Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 4 Paket
Peralatan dan Peralatan dan 264,000,000 Peralatan dan Peralatan dan 264,000,000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Perlengkapan Kantor - Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket
Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah 42,000,000 Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah 42,000,000




3 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket
Barang Cetakan dan Barang Cetakan 78,000,000 Barang Cetakan dan Barang Cetakan 78,000,000
Penggandaan dan Penggandaan Penggandaan i dan Penggandaan
yang Disediakan yang Disediakan
4 Sub Kegiatan Jumlah Laporan 45 4 Sub Kegiatan Jumlah Laporan 45
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Laporan | 480,000,000 Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Laporan | 480,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi - Rapat Koordinasi
SKPD dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD SKPD
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Biro Persentase 90 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Biro Persentase 90
Penunjang Urusan Organisasi | Layanan Persen | 96,000,000 Penunjang Urusan Organisa | Layanan Persen | 96,000,000
Pemerintahan Daerah Setda Administrasi Pemerintahan Daerah si Setda | Administrasi
Provinsi Umum yang Provinsi | Umum yang
Jambi dipenuhi Jambi dipenuhi
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan 4Lap 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan 4 Lap
Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa 96,000,000 Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa 96,000,000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan i Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
I | PROGRAM PENATAAN Biro Nilai Kematangan 37,18 PROGRAM PENATAAN Biro Nilai Kematangan 37,18
ORGANISASI Organisasi | Perangkat Daerah Nilai 3,960,000,000 | ORGANISASI Organisa | Perangkat Daerah Nilai 3,960,000,000
Setda si Setda
Provinsi | |KM Provinsi 87,56 Provinsi | IKM Provinsi 87,56
Jambi Jambi Indeks Jambi | Jambi Indeks
Indeks ASN 68,05 Indeks ASN 68,05
BerAKHLAK Indeks BerAKHLAK Indeks
Persentase 80 Persentase 80
Perangkat Daerah Persen Perangkat Daerah Persen
dengan Hasil dengan Hasil
Penilaian Laporan Penilaian Laporan
Kinerja 2 9,5 Kinerja29,5
Persentase 80 Persentase 80
Pemenuhan Persen Pemenuhan Persen
Penilaian Kegiatan Penilaian Kegiatan
Utama RB Utama RB
Persentase 69,76 Persentase 69,76
Perangkat Daerah Persen Perangkat Daerah Persen
yang telah yang telah
melaksanakan melaksanakan
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan

sesuai aturan

sesuai aturan
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Persentase 54 Persentase 54
Pemenuhan Persen Pemenuhan Persen
Komponen Komponen
Standar Pelayanan Standar Pelayanan
Publik Perangkat Publik Perangkat
Daerah Daerah
Pemerintah Pemerintah
Provinsi Jambi Provinsi Jambi
Persentase 50 Persentase 50
Pemenuhan Aspek | Persen Pemenuhan Aspek | Persen
Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Kegiatan Fasilitasi Biro Persentase 89 Kegiatan Fasilitasi Biro Persentase 89
Kelembagaan dan Analisis Organisasi | Perangkat Daerah Persen 540,000,000 Kelembagaan dan Analisis Organisa | Perangkat Daerah Persen 540,000,000
Jabatan Setda Provinsi yang Jabatan si Setda | Provinsiyang
Provinsi ditata Provinsi | ditata
Jambi Kelembagaannya Jambi Kelembagaannya
Biro Persentase 100 Biro Persentase 100
Organisasi | Kab/Kota yang Persen | 540,000,000 Organisa | Kab/Kota yang Persen | 540,000,000
Setda ditata si Setda | ditata
Provinsi Kelembagaannya Provinsi | Kelembagaannya
Jambi Jambi
Biro Persentase 93 Biro Persentase 93
Organisasi | Perangkat Daerah Persen | 540,000,000 Organisa | Perangkat Daerah Persen | 540,000,000
Setda yang si Setda | yang
Provinsi menggunakan Provinsi | menggunakan
Jambi Analisis Jabatan Jambi | Analisis Jabatan
dan Analisis dan Analisis
Beban Kerja Beban Kerja
sebagai Dasar sebagai Dasar
Penataan Penataan
Kepegawaian Kepegawaian
1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok
Penataan Kelembagaan Hasil Penataan 540,000,000 Penataan Kelembagaan Hasil Penataan 540,000,000
Provinsi Kelembagaan Provinsi i Kelembagaan
Provinsi Provinsi
2 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok
Penataan Kelembagaan Hasil Penataan 540,000,000 Penataan Kelembagaan Hasil Penataan 540,000,000
Kabupaten/Kota Kelembagaan Kabupaten/Kota i Kelembagaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3 Sub Kegiatan Penataan Jumlah Dokumen 1 Dok 3 Sub Kegiatan Penataan Jumlah Dokumen 1 Dok
Analisis Jabatan Hasil Pelaksanaan 540,000,000 Analisis Jabatan Hasil Pelaksanaan 540,000,000

Analisis Jabatan,
Analisis Beban
Kerja, dan Evaluasi
Jabatan
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Kegiatan Fasilitasi Reformasi Biro Persentase 80 Kegiatan Fasilitasi Reformasi Biro Persentase 80
Birokrasi dan Akuntabilitas Organisasi | Pemenuhan Data Persen | 480,000,000 Birokrasi dan Akuntabilitas Organisa | Pemenuhan Data Persen | 480,000,000
Kinerja Setda Dukung Penilaian Kinerja si Setda | Dukung Penilaian
Provinsi Kegiatan Utama Provinsi | Kegiatan Utama
Jambi RB Jambi RB
Biro Persentase 73,08 Biro Persentase 73,08
Organisasi | Pemenuhan Unsur | Persen | 420,000,000 Organisa | Pemenuhan Unsur | Persen | 420,000,000
Setda Pelaporan Kinerja si Setda | Pelaporan Kinerja
Provinsi Perangkat Daerah Provinsi | Perangkat Daerah
Jambi Jambi
Biro Persentase 78,2 Biro Persentase 78,2
Organisasi | Perangkat Daerah Persen | 480,000,000 Organisa | Perangkat Daerah Persen | 480,000,000
Setda yang telah si Setda | yang telah
Provinsi melengkapi unsur Provinsi | melengkapi unsur
Jambi Penerapan Jambi Penerapan
Budaya Kerja Budaya Kerja
Biro Persentase 58,13 Biro Persentase 58,13
Organisasi | Perangkat Daerah Persen 480,000,000 Organisa | Perangkat Daerah Persen 480,000,000
Setda yang telah si Setda | yang telah
Provinsi menyusun Peta Provinsi | menyusun Peta
Jambi Proses Bisnis dan Jambi Proses Bisnis dan
SOP SOP
Biro Persentase 60 Biro Persentase 60
Organisasi | Perangkat Daerah Persen Organisa | Perangkat Daerah Persen
Setda yang si Setda | yang
Provinsi melaksanakan Provinsi | melaksanakan
Jambi Tata Naskah Dinas Jambi | Tata Naskah Dinas
dan Pakaian Dinas dan Pakaian Dinas
sesuai aturan sesuai aturan
Biro Persentase Unit 47 Biro Persentase Unit a7
Organisasi | Pelayanan Publik Persen | 480,000,000 Organisa | Pelayanan Publik Persen | 480,000,000
Setda Provinsi Jambi si Setda | Provinsi Jambi
Provinsi dengan Hasil Provinsi | dengan Hasil
Jambi Survei Kepuasan Jambi Survei Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
Kategori sangat Kategori sangat
Baik Baik
1 Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Dokumen 1 Dok 1 Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah Dokumen 1 Dok
Pelaksanaan Reformasi Hasil Pelaksanaan 480,000,000 Pelaksanaan Reformasi Hasil Pelaksanaan 480,000,000
Birokrasi Reformasi Birokrasi i Reformasi
Birokrasi Birokrasi
2 Sub Kegiatan Monitoring Jumlah Dokumen 1 Dok 2 Sub Kegiatan Monitoring Jumlah Dokumen 1 Dok
dan Evaluasi Akuntabilitas Hasil Monitoring 420,000,000 dan Evaluasi Akuntabilitas Hasil Monitoring 420,000,000

Kinerja

dan Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja
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Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan 1Lap Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan 1 Lap
Pelaksanaan Budaya Kerja Hasil Evaluasi 480,000,000 Pelaksanaan Budaya Kerja Hasil Evaluasi 480,000,000
Pelaksanaan i Pelaksanaan
Budaya Kerja Budaya Kerja
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen 1 Dok Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen 1 Dok
Tatalaksana Pemerintahan Hasil Pengelolaan 480,000,000 Tatalaksana Pemerintahan Hasil Pengelolaan 480,000,000
Tata Laksana i Tata Laksana
Pemerintahan Pemerintahan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen 1 Dok
Peningkatan Pelayanan Hasil Fasilitasi 480,000,000 Peningkatan Pelayanan Hasil Fasilitasi 480,000,000
Publik Peningkatan Publik i Peningkatan
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
5,208,000,000 TOTAL 5,208,000,000
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Berdasarkan data pada tabel T.C 31 di atas, perbandingan antara rancangan
akhir RKPD tahun 2026 dengan analisis kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2026, sudah tidak terdapat perbedaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa
perencanaan pada rancangan akhir RKPD tahun 2026 Terkoordinir dengan kebutuhan
yang sesungguhnya dari masing-masing pelaksana kegiatan pada Biro Organisasi,
sehingga tidak sulit untuk melakukan penyesuaian pencapaian target indikator kinerja
yang telah direncanakan.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan
dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Perencanaan Strategis Biro Organisasi.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan
program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan
program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang
berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama
dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat baik
melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi. dan
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.32.
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TABEL T.C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

PROVINSI JAMBI

No.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

2

3

4

5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Biro Organisasi

Nilai SAKIP Biro

1,248,000,000

DAERAH PROVINSI Setda Provinsi
Jambi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro
1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Biro Organisasi Persentase Capaian Realisasi Fisik 288,000,000
Kinerja Perangkat Daerah Setda Provinsi S—
Jambi Persentase Realisasi Keuangan
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program/kegiatan/sub
kegiatan
Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 156,000,000
Perencanaan Perangkat Daerah -
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 42,000,000
Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil 42,000,000
SKPD - Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 24,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
B Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 24,000,000
Daerah
2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Biro Organisasi Persentase Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi 864,000,000
Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 264,000,000

Perlengkapan Kantor
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2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 42,000,000
Tangga -
3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 78,000,000
Penggandaan -
4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480,000,000
dan Konsultasi SKPD -
3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Biro Organisasi Persentase Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi 96,000,000
Pemerintahan Daerah Setda Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 96,000,000
Perlengkapan Kantor - Disediakan
I | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Biro Organisasi | Nilai Kematangan Perangkat Daerah 3,960,000,000
Setda Provinsi — _
Jambi IKM Provinsi Jambi
Indeks ASN BerAKHLAK
Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Laporan Kinerja 2 9,5
Persentase Pemenuhan Penilaian Kegiatan Utama RB
Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Ketatalaksanaan
sesuai aturan
Persentase Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
Persentase Pemenuhan Aspek Indikator Kinerja Pelayanan Publik
4 | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Biro Organisasi Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang ditata Kelembagaannya 540,000,000
Jabatan Setda Provinsi
Jambi
Biro Organisasi Persentase Kab/Kota yang ditata Kelembagaannya 540,000,000
Setda Provinsi
Jambi
Biro Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan dan 540,000,000
Setda Provinsi Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Penataan Kepegawaian
Jambi
1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi 540,000,000
Provinsi -
2 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 540,000,000

Kabupaten/Kota
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3 Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan 540,000,000
- Evaluasi Jabatan
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi Persentase Pemenuhan Data Dukung Penilaian Kegiatan Utama RB 480,000,000
Akuntabilitas Kinerja Setda Provinsi
Jambi
Biro Organisasi Persentase Pemenuhan Unsur Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 420,000,000
Setda Provinsi
Jambi
Biro Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang telah melengkapi unsur Penerapan 480,000,000
Setda Provinsi Budaya Kerja
Jambi
Biro Organisasi 480,000,000
\ro Lrganisast Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis dan
Setda Provinsi
Jambi Sop
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Naskah Dinas dan
Pakaian Dinas sesuai aturan
Biro Organisasi Persentase Unit Pelayanan Publik Provinsi Jambi dengan Hasil Survei 480,000,000
Setda Provinsi Kepuasan Masyarakat Kategori sangat Baik
Jambi
1 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 480,000,000
Birokrasi -
2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 420,000,000
Akuntabilitas Kinerja -
3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 480,000,000
Kerja -
4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 480,000,000
Pemerintahan -
5 | Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 480,000,000
Publik -
TOTAL 5,208,000,000
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BAB lll

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 salah satunya Misi | (Satu) vyaitu
“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” untuk terwujud
nya tatakelola pemerintah Daerah dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, Peraturan Perundang-
Undangan dan Perubahan Pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan
dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan
kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja,
denganmemantapkan implementasi SAKIP.

Penerapan e-government .

Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.

Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.

o Uk WwnN

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi
telah melakukan evaluasi dan monitoring dari peraturan gubernur dengan
harapan dapat mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan
dengan langkah- langkah sebagai berikut :

a. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan
tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang
tindih pada masing — masing OPD.

b. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD
berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan serta penyusunan peta proses
bisnis.

c. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.

d. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
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Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi
perhatian oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan
reformasibirokrasi yang ditetapkan.

2. Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi.

3. Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik
sesuaidengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

4. Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi
dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindah fungsi
antar OPD.

5. Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang
menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.

6. Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.

7. Pengunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan
telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih
perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implementasinya di Organisasai
Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Biro Organisasi
Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi dan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang
dihadapi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada
faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam mewujudkan misi. Oleh karena itu, tujuan menjadi dasar yang kuat untuk
menetapkan indikator kinerja.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran
harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai. Uraian di atas menunjukkan pengertian yang berbeda antara tujuan dan
sasaran, namun sering ditempatkan berpasangan. Tujuan ialah pernyataan umum
dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan detail/jelas
bagaimana mencapai tujuan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setda Provinsi
Jambi dengan pagu sebesar Rp. 5.208.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus
Delapan Juta Rupiah), kami Rumuskan Sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Biro
Organisasi Setda Provinsi Jambi

NSPK dan Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan/ Target Kinerja Target
sasaran RPJMD Sasaran Tujuan/Sasaran Pendanaan Tahun

Tahun 202 2027

yang relevan (000)

1 2 4 5 6
Terwujudnya Tujuan: Rp 5.208.000
Birokrasi van Terwujudnya Tata

Yahs  kelola

berintegritas dan |pemerintahan yang
berbasis digital |Akuntabel,
Transparan dan
IAdaktif

Sasaran : Nilai SAKIP Provinsi 10.63
Terwujudnya Tata
Kelola Organisasi
Pemerintah Daerah

Jambi Dimensi
Pelaporan Kinerja

Tingkat Kepatuhan 90.78
Standar Pelayanan
Publik
Indeks Kematangan 39.5
Organisasi
Sasaran : Indeks Kepuasan 91.58
Terwujudnya Masyarakat Biro
Kualitas Pelayanan " o i 80.53

Publik yang Prima
dan Akuntabel

Merujuk pada Misi Pertama Gubernur Jambi, “Memantapkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”, dengan sasarannya “Terwujudnya Tata
Kelola Organisasi Pemerintah Daerah™ dan “Terwujudnya Kualitas Pelayanan
Publik yang Prima dan Akuntabel”, tentunya terdapat kegiatan dan sub kegiatan
prioritas pada Tahun 2026 sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, mencakup :
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Capaian Realisasi Fisik dengan
target Tahun 2026 adalah 100%
» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Realisasi Keuangan dengan
target Tahun 2026 adalah 93%
» Dengan hasil kegiatan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan
Program/kegiatan/sub kegiatan dengan target Tahun 2026 adalah 100%
> Dengan hasil kegiatan Persentase Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja
dengan target Tahun 2026 adalah 100%
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi yang
dipenuhi dengan target tahun 2026 adalah sebesar 100%
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
» Dengan hasil kegiatan adalah Persentase Layanan Administrasi yang
dipenuhi dengan target tahun 2026 adalah sebesar 100%
2. Program Penataan Organisasi, mencakup :
a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meliputi ;
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1) Penyusunan Pergub tentang SOTK Badan Riset dan Inovasi Daerah
(BRIDA);

2) Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

3) Penataan ulang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4) Pembentukan dan Penataan ulang terhadap beberapa UPTD pada
beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;

5) Mempertahankan Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Unit
Perangkat Daerah sebesar 1,2 berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja
(ABK);

6) Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk Jabatan
Administrator (eselon lll, eselon IV dan Jabatan Pelaksana) sebagai salah
satu syarat pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;

7) Penyusunan Analisisi Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
terhadap Jabatan Administrasi yang disetarakan dengan Jabatan
Fungsional.

b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, meliputi :
1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
(2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
(POKJA) Area Perubahan Reformasi Birokrasi;

2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sejalan dengan rencana capaian kinerja Gubernur Jambi pada akhir
RPJMD 2025-2029 untuk Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Jambi menjadi BB
dan rencana target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026 adalah Nilai
AKIP Pemerintah Provinsi Jambi naik menjadi 73,08 dengan Predikat BB,
yang akan dilaksanakan meliputi :

(1) Bersama dengan Bappeda dan Inspektorat melakukan penyelarasan
Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-
2029;

(2) Melakukan pendampingan penyusunan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah;

(3) Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;

3. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
Sejalan dengan rencana capaian kinerja Gubernur Jambi pada akhir
RPJMD 2021-2026 untuk Nilai Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi
menjadi Prima dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026
adalah Indeks Kepuasan Masyarakat naik dari 89 menjadi 90
mempertahankan hasil penilaian Ombudsman dan kepesertaan Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang akan dilaksanakan :

(1) Pendampingan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan tingkat kepatuhan
Ombudsman dalam memenuhi Standar Pelayanan Publik;
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(2) Pendampingan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sektor strategis (Dinas DP-PTSP dan Dinas
DUKCAPIL) terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik;

(3) Pendampingan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2026 adalah Penajaman
Peta Proses Bisnis Jambi seluruh Perangkat Daerah, Penyusunan Pergub
Tentang Tata Naskah Dinas dan SOP Teknis Perangkat Daerah, yang akan
dilaksanakan :

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Setda;

(2) Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Jambi;
(3) Pendampingan penyusunan SOP Teknis Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan
Kegiatan

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2026
disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi yang
dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro
Organisasi.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 adalah
sebanyak 2 (dua) program dengan 5 (Lima) kegiatan dan 18 (delapan
belas) sub kegiatan.

2. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi Jambi
3. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Total Kebutuhan dana Rp. 5.208.000.000,-

Rincian Program/kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 dapat
dilihatsebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33. berikut ini.
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NAMA SKPD : BIRO ORGANISASI

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

TABEL T-C.33.
RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/Bidang Urusan . — 2027
- Indikator Kinerja Program /
Kode Pemerintahan Daerah dan Keai Target Kebutuhan Target
Proaram/Kegiatan egiatan . . Sumber | Catatan . Kebutuhan
g g Lokasi Satuan Capaian Danal/Pagu . Capaian N
L o Dana | Penting L Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(1] [2] B3] [4] 8] [6] [7] [8] [9] [10]
4.01 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Biro Biro Nilai 80,53 1,248,000,000 APBD 80,54 1,497,600,000
URUSAN Organisasi
PEMERINTAHAN Setda
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Indeks 90,00 APBD 90,01
DAERAH PROVINSI Biro Jambi
4.01.01.1.01 Kegiatan Perencanaan, Persentase Capaian Realisasi Biro Persentase 100 288,000,000 APBD 100 345,600,000
Penganggaran, dan Evaluasi Fisik Organisasi
Kinerja Perangkat Daerah — Setda
Persentase Realisasi Provinsi Persentase 23 APBD 9%
Keuangan Jambi
Tingkat Efektifitas dan Persentase 100 APBD 100
Efisiensi Pelaksanaan
Program/kegiatan/sub
kegiatan
Persentase Tindak Lanjut atas Persentase 100 APBD 100
Evaluasi Kinerja
4.01.01.1.01.01 | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Dok 4 156,000,000 - 4 187,200,000
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
4.01.01.1.01.02 | 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dok 2 42,000,000 - 2 50,400,000

Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
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4.01.01.1.01.04 | 3 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Laporan 2 42,000,000 - 2 50,400,000
Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
4.01.01.1.01.06 | 4 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan 4 24,000,000 - 4 28,800,000
Laporan Capaian Kinerja dan | dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
4,01.01.1.06.07 | 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Laporan 4 24,000,000 - 4 28,800,000
Daerah Kinerja Perangkat
Daerah
4.01.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Persentase Layanan Biro Persentase 90 864,000,000 APBD 90 1,036,800,000
Perangkat Daerah Administrasi Umum yang Organisasi
dipenuhi Setda
Provinsi
Jambi
4.01.01.1.06.02 | 1  Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan - Paket 4 264,000,000 - 4 316,800,000
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
4.01.01.1.06.03 | 2  Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Paket 2 42,000,000 - 2 50,400,000
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan
4.01.01.1.06.05 | 3  Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan Paket 2 78,000,000 - 2 93,600,000
Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan
4.01.01.1.06.09 | 4 Sub Kegiatan Jumlah Laporan Laporan 45 480,000,000 - 45 576,000,000
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
4.01.01.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Layanan Biro Persentase 90 96,000,000 APBD 90 115,200,000
Penunjang Urusan Administrasi Umum yang Organisasi
Pemerintahan Daerah dipenuhi Setda
Provinsi
Jambi
4.01.01.1.08.03 | 1  Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan - Laporan 4 96,000,000 - 4 115,200,000
Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4.01.02 PROGRAM PENATAAN Nilai Kematangan Perangkat Biro Nilai 37,18 3,960,000,000 APBD 37,25 4,752,000,000
Daerah Organisasi
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ORGANISASI IKM Provinsi Jambi Setda Indeks 87,56 87,88
Provinsi
Indeks ASN BerAKHLAK Jambi Indeks 68,05 68,06
Persentase Perangkat Daerah Persentase 80 81
dengan Hasil Penilaian
Laporan Kinerja 2 9,5
Persentase Pemenuhan Persentase 80 80
Penilaian Kegiatan Utama RB
Persentase Perangkat Daerah Persentase 69,76 744
yang telah melaksanakan
Ketatalaksanaan sesuai
aturan
Persentase Pemenuhan Persentase 54 60
Komponen Standar Pelayanan
Publik Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi
Persentase Pemenuhan Aspek Persentase 50 60
Indikator Kinerja Pelayanan
Publik
401.02.1.01 | Kegiatan Fasilitasi Persentase Perangkat Daerah Biro Persentase 89 540,000,000 APBD 90 648,000,000
Kelembagaan dan Analisis Provinsi yang ditata Organisasi
Jabatan Kelembagaannya Setda
Provinsi
Jambi
Persentase Kab/Kota yang Biro Persentase 100 540,000,000 APBD 100 648,000,000
ditata Kelembagaannya Organisasi
Setda
Provinsi
Jambi
Persentase Perangkat Daerah Biro Persentase 23 540,000,000 APBD 95 648,000,000
yang menggunakan Analisis Organisasi
Jabatan dan Analisis Beban Setda
Kerja sebagai Dasar Penataan Provinsi
Kepegawaian Jambi
4.01.02.1.01.01 | 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil - Dok 1 540,000,000 - 1 648,000,000
Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan Provinsi
Provinsi
4.01.02.1.01.02 | 2  Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil - Dok 1 540,000,000 - 1 648,000,000
Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
4.01.02.1.01.03 | 3  Sub Kegiatan Penataan Jumlah Dokumen Hasil - Dok 1 540,000,000 - 1 648,000,000

Analisis Jabatan

Pelaksanaan Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, dan
Evaluasi Jabatan
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4.01.02.1.02

Kegiatan Fasilitasi Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas
Kinerja

Persentase Pemenuhan Data
Dukung Penilaian Kegiatan
Utama RB

Persentase Pemenuhan Unsur
Pelaporan Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Perangkat Daerah
yang telah melengkapi unsur
Penerapan Budaya Kerja

Persentase Perangkat Daerah
yang telah menyusun Peta
Proses Bisnis dan SOP

Persentase Perangkat Daerah
yang melaksanakan Tata
Naskah Dinas dan Pakaian
Dinas sesuai aturan

Persentase Unit Pelayanan
Publik Provinsi Jambi dengan
Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat Kategori sangat
Baik

Biro
Organisasi
Setda
Provinsi
Jambi

Persentase

80

480,000,000

APBD

80

576,000,000

Persentase

73,08

420,000,000

APBD

85

504,000,000

Persentase

78,2

480,000,000

APBD

80,5

576,000,000

Persentase

58,13

Persentase

60

480,000,000

APBD

69,71

70

576,000,000

Persentase

47

480,000,000

APBD

58

576,000,000

4.01.02.1.02.01

1 Sub Kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Dok

480,000,000

576,000,000

4.01.02.1.02.02

2 Sub Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja

Dok

420,000,000

504,000,000

4.01.02.1.02.03

3 Sub Kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Budaya Kerja

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan
Budaya Kerja

Laporan

480,000,000

576,000,000

4.01.02.1.02.04

4 Sub Kegiatan Pengelolaan
Tatalaksana Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Tata Laksana
Pemerintahan

Dok

480,000,000

576,000,000

4.01.02.1.02.05

5  Sub Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan
Publik

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Peningkatan
Pelayanan Publik

Dok

480,000,000

576,000,000

TOTAL

5,208,000,000

6,249,600,000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian target indikator
kinerja dan sasaran strategis tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat
dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal- hal dari berbagai faktor yang akan dapat
mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
dalam  merumuskan atau  merencanakan program dan kegiatan tahun 2026
disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor
yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi
perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya
kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggungjawab Biro.

2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu khusus kepada misi 1 dari Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, Akuntabel serta
berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian
misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan
publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:
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USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

TABEL T.C 32

PROVINSI JAMBI

No. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
1 2 3 4 5
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Nilai SAKIP Biro 1,248,000,000
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Organisasi
Setda Indeks Kepuasan Masyarakat Biro
Provinsi
Jambi
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Biro Persentase Capaian Realisasi Fisik 288,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi
Setda Persentase Realisasi Keuangan
Provinsi
Jambi Tingkat Efektifitas dan Efisiensi
Pelaksanaan Program/kegiatan/sub
kegiatan
Persentase Tindak Lanjut atas
Evaluasi Kinerja
1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 156,000,000
Perencanaan Perangkat Daerah - Perangkat Daerah
2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 42,000,000
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil
) Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 42,000,000
DPA-SKPD Laporan Hasil
) Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 24,000,000
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
- Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 24,000,000
- Perangkat
Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Biro Persentase Layanan Administrasi 864,000,000
Daerah Organisasi Umum yang dipenuhi
Setda
Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 264,000,000
Perlengkapan Kantor - Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 42,000,000
Rumah Tangga - Tangga yang Disediakan
3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 78,000,000
Cetakan dan Penggandaan - Penggandaan yang Disediakan
4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 480,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Biro Persentase Layanan Administrasi 96,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Umum yang dipenuhi
Setda
Provinsi
Jambi
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 96,000,000
dan Perlengkapan Kantor - Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
I | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Biro Nilai Kematangan Perangkat Daerah 3,960,000,000
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Organisasi

IKM Provinsi Jambi

Setda 711 eks ASN BerAKHLAK
Provinsi
Jambi Persentase Perangkat Daerah
dengan Hasil Penilaian Laporan
Kinerja29,5
Persentase Pemenuhan Penilaian
Kegiatan Utama RB
Persentase Perangkat Daerah yang
telah melaksanakan Ketatalaksanaan
sesuai aturan
Persentase Pemenuhan Komponen
Standar Pelayanan Publik Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
Persentase Pemenuhan Aspek
Indikator Kinerja Pelayanan Publik
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Biro Persentase Perangkat Daerah 540,000,000
Analisis Jabatan Organisasi Provinsi yang ditata
Setda Kelembagaannya
Provinsi
Jambi
Biro Persentase Kab/Kota yang ditata 540,000,000
Organisasi Kelembagaannya
Setda
Provinsi
Jambi
Biro Persentase Perangkat Daerah yang 540,000,000
Organisasi menggunakan Analisis Jabatan dan
Setda Analisis Beban Kerja sebagai Dasar
Provinsi Penataan Kepegawaian
Jambi
1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen Hasil Penataan 540,000,000
Kelembagaan Provinsi - Kelembagaan Provinsi
2 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Jumlah Dokumen Hasil Penataan 540,000,000
Kelembagaan Kabupaten/Kota - Kelembagaan Kabupaten/Kota
3 Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 540,000,000
- Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,
dan Evaluasi Jabatan
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Biro Persentase Pemenuhan Data 480,000,000
Akuntabilitas Kinerja Organisasi Dukung Penilaian Kegiatan Utama
Setda RB
Provinsi
Jambi
Biro Persentase Pemenuhan Unsur 420,000,000
Organisasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
Setda
Provinsi
Jambi
Biro Persentase Perangkat Daerah yang 480,000,000
Organisasi telah melengkapi unsur Penerapan
Setda Budaya Kerja
Provinsi
Jambi
Biro Persentase Perangkat Daerah yang 480,000,000
Organisasi telah menyusun Peta Proses Bisnis
Setda dan SOP
Provinsi Persentase Perangkat Daerah yang
Jambi melaksanakan Tata Naskah Dinas
dan Pakaian Dinas sesuai aturan
Biro Persentase Unit Pelayanan Publik 480,000,000
Organisasi Provinsi Jambi dengan Hasil Survei
Setda Kepuasan Masyarakat Kategori
Provinsi sangat Baik
Jambi
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Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 480,000,000
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan 420,000,000
Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 480,000,000
Budaya Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja
Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 480,000,000
Pemerintahan Tata Laksana Pemerintahan
Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 480,000,000
Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik

TOTAL 5,208,000,000
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dalam upaya mencapai sasaran
yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik
Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025 - 2029 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok
dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di
dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian
kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses
pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan good governance dan clean government yang lebih
baik di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025
ini kami sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan,
program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025 -
2029 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi
Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2026 ini
dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan

Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat disusun sesuai dengan
waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

RENJA ini mengacu pada RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029 yang merupakan dasar dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2026.

RENJA Tahun Anggaran 2026 Biro Administrasi Pembangunan ini masih perlu
penyempurnaan. Besar harapan kami semoga RENJA ini bermanfaat sebagai acuan dalam
pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Dengan harapan pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana sesuai yang dengan rencana dan mencapai target
yang telah ditentukan.

Jambi, Januari 2026
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPIJMN). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) serta
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan
bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah gubernur/wakil gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan
program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas perangkat
daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat

indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan
terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta

memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan.

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan
pembangunan di Provinsi Jambi serta mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah
yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Setda Provinsi Jambi, Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2026 sebagai pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan tupoksi

secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1.1.1. Kaitan RENJA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

1 BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN



Provinsi Jambi dengan TUPOKSI

Dengan berlakunya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 serta adanya
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, nomenklatur sektor dan bidang pemerintahan
harus diadaptasi ke dalam nomenklatur fungsi pemerintahan sesuai TUPOKSI yang
akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun indikasi rencana program lima
tahunan dan tahunan bagi setiap unit kerja. Dengan demikian RENJA Biro Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

a. Sebagai Implementasi operasional atas Rencana Strategis Setda Provinsi Jambi.
b. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan Tupoksi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub

kegiatan Biro Administrasi Pembangunan pada Tahun 2026.

¢. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
(RKA- PD) Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2026.
d. Menjadi pedoman pelaksanaan dan pengendalian (evaluasi) program, kegiatan

dan sub kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026.
1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENJA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi ini adalah untuk menetapkan prioritas penyelenggaraan
program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 guna memberikan arah dan
pedoman dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu
permasalahan yang perlu segera ditangani oleh Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Sedangkan tuuan adalah tersusunnya Rencana Kefja Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 yang terurai secara
tepat dan terarah pada tingkat kebijakan serta menjadi pedoman rencana kerja

anggaran yang berbasis kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (*Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nrgara
Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Jambi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB |. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4.  Sistematika Penulisan
BAB Il. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
RENSTRA Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.  Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP
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BAB || EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA
Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini tidak terlepas dari evaluasi

terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam

evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Anggaran Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jambi untuk Tahun
2025 dengan pagu murni sebesar Rp. 1. 621.863.874,00 (Satu Milyar Enam Ratus
Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh
Puluh Empat Rupiah) Sedangkan untuk anggaran perubahan sebesar Rp.
904.409.454,00 (Sembilan Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Empat
Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) program, 5 (Lima)
Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan;

Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.
904.062.368,- (Sembilan Ratus Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus
Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 99.96 %, sedangkan realisasi fisik adalah
sebesar 99,23 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 347.086,00. ( Tiga Ratus Empat
Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jambi pada Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang

belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Pembangunan

SETDA Provinsi Jambi dan Pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun 2025
ditampilkan pada Tabel 2.1 di bawah ini :
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Tabel 2.1. (Tabel TC-29) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi dan Pencapaian RENSTRA

s/d Tahun 2025

Realisasi T C Perkiraan Realisasi dan
N arget dan Realisasi Kinerja Program dan :
Target Target Kinerja gr c : ! g Target Program/ Capaian Target RENSTRA
Program/ Capa|an K|nerJa ? Keglatan Biro ADPEM Tahun 2025 7 .
: . L . Hasil Program Kegiatan RENJA Biro ADPEM s/d Tahun 2026
No Kegiatan/ Indikator Kinerja RENSTRA Biro .
: dan Keluaran Biro ADPEM
Sub Kegiatan ADPEM Tahun . PR
Kegiatan s/d cna . Tahun 2026 Realisasi .
2028 Tahun 2024 Target 2025 Realisasi Tingkat Capain Tingkat
. S0 .
2025 Realisasi (%) Tahun 2026 Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
] IKM :
Program | : Penunjang IKM : 97.89
. IKM IKM : 83 IKM : 80 IKM : 80 82.389 IKM : 102.9 % IKM: 81.5 IKM : 81.25
Urusan Pemerintahan %
o AKIP AKIP : BB AKIP : B AKIP : BB AKIP AKIP : - AKIP : BB AKIP : BB
Provinsi AKIP : BB
: belum ada
Kegiatan 1 :
Persentase pemenuhan
Perencanaan,
dokumen perencanaan,
Penganggaran, dan ) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
o ) penganggaran dan evalausi
Evaluasi Kinerrja o
kinerja perangkat daerah
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 1:
Jumlah dokumen
Penyusunan Dokumen
perencanaan perangkat 2 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 2 Dokumen 6 Dokumen 3 Dokumen
Perencanaan
daerah
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 2 : Jumlah dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan laporan hasil
o 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penyusunan Dokumen koordinasi penyusunan
RKA-SKPD dokumen RKA-SKPD
. Jumlah dokumen RKA-
Sub Kegiatan 3 : )
o SKPD dan laporan hasil
Koordinasi dan
koordinasi penyusunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penyusunan Dokumen
dokumen Perubahan RKA-
PerubahanRKA-SKPD
SKPD
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Sub Kegiatan 4 : Jumlah dokumen DPA-
Koordinasi dan SKPD dan laporan hasil
o 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Penyusunan Dokumen koordinasi penyusunan
DPA-SKPD dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan 5 : Jumlah dokumen Perubahan
Koordinasi dan DPA-SKPD dan laporan
. o 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Penyusunan Dokumen hasil koordinasi penyusunan
Perubahan DPA-SKPD dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan 6 : ]
o Jumlah Laporan Evaluasi
Evaluasi Kinerja o 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 12 dokumen 3 dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kegiatan 2 :
L . Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum » . 100 % 100 % 100 % 100 %
Layanan Administrasi umum
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 1 :
) Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan
Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 1 Paket 3 Paket 3 Paket 100 % 1 Paket 5 dokumen 5 Dokumen
dan Perlengkapan o
disediakan
Kantor
Sub Kegiatan 2 :
) Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang
Cetak d Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100 % 2 Paket 6 Dokumen 3 dokumen
etak dan
yang disediakan
Penggandaan
Sub Kegiatan 3 :
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Rakor dan
. . 70 Laporan 70 Laporan 60 Laporan 60 Laporan 100 % 70 Laporan 200 Laporan 2.85 Laporan
Rakor dan Konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD
Kegiatan 3 :
. Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa ) )
. Penyediaan Jasa Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Penunjang Urusan .
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan 1 : Jumlah Laporan Penyediaan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 12 Laporan 3 Laporan
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Penyediaan jasa Jasa Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
Perlengkapan Kantor disediakan
Persentase Implementasi
Program Il : Program . )
B o ) kebijakan bidang
Kebijakan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
pembangunan yang
Pembangunan _
dilaksanakan
Kegiatan 1 : o
. Persentase Kinerja
Pengendalian ) - .
) ) Pengendalian administrasi
admnistrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pelaksanaan Pembangunan
pelaksanaan
Daerah
pembanguan Daerah
Sub Kegiatan 1 : )
. Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian . » .
. . Pengendalian Administrasi
administrasi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 12 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan
APBD
Pemabngunan APBD
Sub Kegiatan 2 : )
) Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian ) o )
o ) Pengendalian Administrasi
administrasi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 12 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan
APBN
Pemabngunan APBN
Sub Kegiatan 3 :
Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
administrasi Pengendalian Administrasi
4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 12 Laporan 3 Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
Pemabngunan Wilayah
Wilayah
Kegiatan 2 : Pelaporan Persentase Kinerja
Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan 1 : Jumlah Dokumen Hasil 0 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 % 0 6 Laporan 6 Laporan
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Analisis capaian
Kinerja Pembanguan

Daerah

Analisis Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah yang

disediakan

Sub Kegiatan 2 :

Jumlah Laporan Hasil

Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 % 4 Laporan 10 Laporan 2.5 Laporan
Pelaksanaan

Daerah
Pemabnguan Daerah
Sub Kegiatan 3 : Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi Perumusan Fasilitasi Perumusan

4 Dokumen 4 dokumen 2 Laporan 2 Laporan 100 % 4 Laporan 10 Laporan 2.5 Laporan

Kebijakan Teknis

Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan

Daerah
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi
SETDA Provinsi Jambi
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yang dapat

Pembangunan

merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan, strategi dan program kegiatan di masa
yang akan datang.

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu
organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok
ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Biro Administrasi Pembangunan sebagai
penyelenggara pelayanan dalam bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam

mengukur tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi Jambi berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)

3. Nilai AKIP

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Jambi
Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan
SETDA Provinsi Jambi disajikan pada tabel 2.2. dibawah ini :
Realisasi
Target RENSTRA i Proyeksi | Catatan
. - . Capaian Tahun .
) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026| Analisis
Indikator o i 2025
NO o SETDA Provinsi Jambi
Kinerja Utama
Tahun | Tahun | T@hun | Tapun | Tahun
2024 | 2025 | o006 2027 | 2028
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | Persentase
Efektifitas
Kebijakan 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % 100 % 100 %
Administrasi
Pembangunan
2. | Indeks
Kepuasan 80 81 815 82 83 82.389 815
Masyarakat
(Nilai IKM)
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Nilai AKIP

BB

BB

BB

BB

BB

Belum ada

BB
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Peluang dan Tantangan pengembangan pelayanan Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menjadi tumpuan untuk menyusun

kinerja pelayanan 1 (satu) tahun Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Tantangan yang

dihadapi dapat berasal dari internal organisasi maupun lingkungan eksternal lainnya.

Sementara perubahan strategis dalam skala regional, nasional dan internasional

mampu memberikan peluang pengoptimalan pengembangan pelayanan Sekretariat

Daerah

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsimasih

dijumpai beberapa tantangan dan peluang. Adapun tantangan dan peluang

yang akan dihadapi ke depan antara lain :

2.1.1. Tantangan

Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai;

Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerabh;

3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan

kompeten;

4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien;

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem

yang terpadu;

6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;

7. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;

8. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi belum memadai;

9. Disiplin dan kinerja aparatur kurang optimal,

10. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan.

2.1.2.Peluang

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;

2. Komitmen Pimpinan;

3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Good
Governance;
Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan E-Government;

5. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE);
Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Sarana dan Prasarana yang tersedia.
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NAMA PERANGKAT DAERAH :
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI JAMBI

Tabel 2.3 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

PROVINSI JAMBI

PEMBANGUNAN

z RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
o
PROGRAM/KEGIATAN/SUB LOKASI INDIKATOR TARGET PAGU PROGRAM/KEGIATAN/SUB LOKASI INDIKATOR TARGET PAGU
KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN/BIDANG URUSAN URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro 1. IKM 81.5 783.890.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Biro Administrasi Pembangunan 1. IKM 81.5 783.890.000
PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi 2. AKIP BB PEMERINTAHAN DAERAH SETDA Provinsi Jambi 2. AKIP BB
PROVINSI Pembangunan PROVINSI
SETDA Provinsi
Jambi
1| Kegiatan Perencanaan, Biro Persentase 100 % 121.700.000 1| Kegiatan Perencanaan, Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 % 121.700.000
Penganggaran, dan Evaluasi Adminlstrasi Pemenuhan Penganggaran, dan Evaluasi SETDA Provinsi Jambi Pemenuhan
Kinerja Perangkat Daerah Pembangunan | Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Dokumen
SETDA Provinsi | Perencanaan, Perencanaan,
Jambi Penganggaran Penganggaran
dan Evaluasi dan Evaluasi
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
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Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
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Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah 2 Dok 16.500.000 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 2 Dok 16.500.000
Dokumen Perencanaan Dokumen Dokumen Perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah 1 Dok 9.350.000 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dok 9.350.000
dan Penyusunan Dokumen Dokumen RKA- dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan
RKA-SKPD SKPD dan RKA-SKPD Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen RKA-
Dokumen RKA- SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah 1 Dok 9.350.000 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dok 9.350.000
dan Penyusunan Dokumen Dokumen dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD Perubahan DPA-SKPD SKPD dan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan SKPD
RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah 1 Dok 8.250.000 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dok 8.250.000
dan Penyusunan Dokumen Dokumen DPA- dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan
DPA SKPD SKPD dan DPA SKPD Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen DPA-
Dokumen DPA- SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah 1 Dok 8.250.000 Jumlah Dokumen 1 Dok 8.250.000
. |Penyusunan Dokumen Dokumen DPA- Sub Kegiatan Koordinasi DPA-SKPD dan
Perubahan DPA SKPD SKPD dan dan Penyusunan Dokumen Laporan Hasil
Laporan Hasil Perubahan DPA SKPD Koordinasi
Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan SKPD
DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 4 lap 96.950.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 4 Lap 96.950.000




Kegiatan Administrasi Umum Biro Persentase 100 % 615.000.000 Kegiatan Administrasi Umum Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 % 615.000.000
Perangkat Daerah Administrasi Pemenuhan Perangkat Daerah SETDA Provinsi Jambi Pemenuhan
Pembangunan | Layanan Layanan
SETDA Provinsi | Administrasi Administrasi
Jambi Umum Umum
1| Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 1 Paket | 71.500.000 1| Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 1 Paket 71.500.000
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan
Kantor - Perlengkapan Kantor - Perlengkapan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket 44.000.000 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket 2 Paket 44.000.000
Barang Cetakan dan Barang Cetakan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
Penggandaan dan Penggandaan dan Penggandaan
) Penggandaan ) yang Disediakan
yang
Disediakan
3 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan 70 499.500.000 3 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan 70 Laporan | 499.500.000
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraa Laporan Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi n Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi
SKPD ) Koordinasi dan SKPD ) dan Konsultasi
Konsultasi SKPD
SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Biro Persentase 100 % 47.190.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 % 47.190.000
Penunjang Urusan Administrasi Pemenuhan Penunjang Urusan SETDA Provinsi Jambi Pemenuhan
Pemerintahan Daerah Pembangunan | Penyediaan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
SETDA Provinsi | Jasa Penunjang
Jambi Penunjang Urusan
Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan | 4 Laporan | 47.190.000 1| Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan 4 Laporan | 47.190.000
Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor Peralatan dan
- dan - Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor yang Disediakan
Disediakan
Il PROGRAM KEBIJAKAN Biro Persentase 100 % 1.576.000.000 PROGRAM KEBIJAKAN Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 % 1.576.000.000
ADMINISTRASI Administrasi | Implementasi ADMINISTRASI SETDA Provinsi Jambi Implementasi
PEMBANGUNAN Pembangunan | Kebijakan PEMBANGUNAN Kebijakan
SETDA Provinsi | Bidang Bidang
Jambi Pembangunan Pembangunan
yang yang

dilaksanakan

dilaksanakan
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Kegiatan Pengendalian Biro Persentase 100 % 796.000.000 Kegiatan Pengendalian Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 % 796.000.000
Administrasi Pelaksanaan Administrasi Kinerja Administrasi Pelaksanaan SETDA Provinsi Jambi Kinerja
Pembangunan Daerah Pembangunan | Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian
SETDA Provinsi | Pelaksanaan Pelaksanaan
Jambi Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
1 | Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah Laporan | 4 Laporan 235.500.000 1| Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah Laporan 4 Laporan 235.500.000
Adminsitrasi Pelaksanaan Hasil Adminsitrasi Pelaksanaan Hasil
Pembangunan APBD Pengendalian Pembangunan APBD Pengendalian
- Administrasi - Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
APBD APBD
2 | Sub Kegiatan Jumlah 4 Laporan | 185.500.000 2 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan 4 Laporan 185.500.000
Pengendalian Laporan Hasil Pengendalian Hasil
Adminsitrasi Pelaksanaan Pengendalian Adminsitrasi Pelaksanaan Pengendalian
Pembangunan APBN - Administrasi Pembangunan APBN - Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
APBN APBN
3 | Sub Kegiatan Jumlah 4 Laporan | 375.000.000 3 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan 4 Laporan 375.000.000
Pengendalian Laporan Hasil Pengendalian Hasil
Adminsitrasi Pelaksanaan Pengendalian Adminsitrasi Pelaksanaan Pengendalian
Pembangunan Wilayah - Administrasi Pembangunan Wilayah - Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
Wilayah Wilayah
Kegiatan Pelaporan Biro Persentase 100 % 780.000.000 Kegiatan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Persentase 100 %
Pelaksanaan Pembangunan Administrasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan SETDA Provinsi Jambi Kinerja 780.000.000
Daerah Pembangunan | Pelaksanaan Daerah Pelaksanaan
SETDA Pembanguna Pembangunan
Provinsi n Daerah Daerah
Jambi
1| Sub Kegiatan Analisis Jumlah 0 0 1| Sub Kegiatan Analisis Jumlah 0 0
Capaian Kinerja Dokumen Hasil Capaian Kinerja Dokumen Hasil
Pelaksanaan - Analisis Pelaksanaan - Analisis Capaian
Pembangunan Daerah Capaian Pembangunan Daerah Kinerja
Kinerja
2 | Sub Kegiatan Pelapoarn Jumlah 4 Laporan 2 | Sub Kegiatan Pelapoarn Jumlah Laporan 4 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil 405.000.000 Pelaksanaan Hasil 405.000.000
Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
3 | Sub Kegiatan Faslitasi Jumlah 4 375.000.000 3 | Sub Kegiatan Faslitasi Jumlah 4 Dokumen | 375.000.000
Perumusan Kebijakan Dokumen Hasil | Dokumen Perumusan Kebijakan Dokumen Hasil
Teknis Pembangunan Faslitasi Teknis Pembangunan Faslitasi
Daerah - Perumusan Daerah - Perumusan
Kebijakan Kebijakan Teknis
Teknis Pembangunan
Pembangunan L Daerah
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Daerah

TOTAL

2.359.890.000

TOTAL

2.359.890.000
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan pada

dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun
2025-2029 dan Perencanaan Strategis Biro Administrasi Pembangunan Tahun
2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi
Pembangunan telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang
dikaitkan dengan isu-isu strategis yang termaktub dalam Dokumen RPJMD dan
Renstra sebagaimana dimaksud. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai
bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari
bawah ke atas (bottom up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan
desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada Perangkat Daerah. Namun pada Tahun 2026, tidak ada usulan Program
dan Kegiatan dari eksternal (masyarakat, LSM, asosiasi dan sebagainya).
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BAB |l TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan RPIJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan

Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan Prioritas pembangunan

nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Dalam

pelaksanaannya, RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja

di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam

konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin

pelaksanaan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi
pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi
kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia,
perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi

di seluruh Indonesia, untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan

daerah. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan

langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian
pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan
memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan

Penentuan kebijakan nasional yang dimaksud untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan
pembangunan nasional yang telah didukung dan dilaksanakan daerah, sehingga penentuan
arah kebijakan Provinsi Jambi sejalan dengan yang dituju oleh kebijakan nasional.

Kebijakan nasional yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran rencana kerja

Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah dan mengembangkan industri kreatif
melalui peran aktif Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa dan Kelurahan se-Provinsi Jambi;

4. Memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan politik untuk
mencapai status negara berpendapatan tinggi;

5. Peningkatan progres realisasi keuangan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota se-
Provinsi Jambi melalui tugas failitasi, koordinasi, dan pembinaan TEPRA kabupaten/kota
se-Provinsi Jambi;

6. Melakukan koordinasi dan monitoring evaluasi atas dana sektoral/APBN, DAK, Tugas

Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan adalah
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kapabel, adiptif dan demokratis. Tujuan tersebut
tidak terlepas dari sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi
Pembangunan; (2) Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel.

Terkait dengan sasaran strategis tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro
Administrasi Pembangunan maka secara umum tujuan yang hendak dicapai selanjutnya
dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Nilai AKIP
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4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Y NaBAYA RENCANA KERJA PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Administrasi Pembangunann Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 tertera pada tabel di bawah ini :

Urusan/Bidang Prakiraan Maju
. Rencana Tahun 2026
Urusan Indikator Rencana Tahun 2027
Pemerintahan Kinerja Tar Tar
Kode J a ggt Kebutuhan a ggt Kebutuhan
Daerah dan Program/ | Lokas | Capaia DanalPagu Sumbe | Capaia Dana/Paqu
Program/Kegiat Kegiatan i n Indikatif r Dana n In dikati?‘
an Kinerja Kinerja
1 [2] 3l [4] [9] [6] [7] 9 [10]
4.01 UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHA
N
4.01.01 PROGRAM 1. Indeks Biro 1.81.5 APBD 1. 82
PENUNJANG Kepuasan Adpem (2. BB 783.890.000 2.BB 857.250.000
Masyarakat SETDA
URUSAN 2. Predikat Provin
PEMERINTAHA | AkIP si
N DAERAH Jambi
PROVINSI
4.01.01.1.01 Kegiatan Persentase Biro 100 APBD 100
Perencanaan, Pemenuhan Adpem Persen 121.700.000 Persen 150.750.000
Penganggaran, dan Dokumen SETDA
Evaluasi Kinerja Perencanaan, Provin
Perangkat Daerah Penganggaran si
dan Evaluasi Jambi
Kinerja
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.01.0 | 1 Sub Kegiatan Jumlah 2 Dok 2 Dok
1 Penyusunan Dokumen 16.5000.000 16.750.000
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
4.01.01.1.01.0 | 2 Sub Kegiatan Jumlah 1 Dok 1 Dok
2 Koordinasi dan Dokumen RKA- 9.350.000 9.500.000
Penyusunan SKPD dan
22 BIRO KESRA




Dokumen RKA- Laporan Hasil
SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
4.01.01.1.01.0 | 3  Sub Kegiatan Jumlah - 1 Dok - 1 Dok
3 Koordinasi dan Dokumen 9.350.000 9.500.000
Penyusunan Perubahan
Dokumen RKA-SKPD dan
Perubahann Laporan Hasil
RKA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
4.01.01.1.01.0 | 4  Sub Kegiatan Jumlah - 1Lap - 1 Dok
4 Koordinasi dan Dokumen DPA- 8.250.000 8.500.000
Penyusunan SKPD dan
DPA-SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
4.01.01.1.01.0 | 5 Sub Kegiatan Jumlah 1 Dok 8.250.000 1 Dok
5 Koordinasi dan Dokumen 8.500.000
Penyusunan Perubahan
Perubahan DPA- | DPA-SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
4.01.01.1.01.0 | 6 Sub Kegiatan Jumlah - 4 Lap - 4 Lap
6 Evaluasi Kinerja Laporan 96.950.000 98.000.000
Perangkat Evaluasi
Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
4.01.01.1.06 Kegiatan Persentase Biro 100 % APBD 89,95
Administrasi Umum Pemenuhan Adpem 615.000.000 Nilai 658.000.000
Perangkat Daerah Layanan Setda
Administrasi Provin
Umum si
Jambi
4.01.01.1.06.0 | 1  Sub Kegiatan Jumlah Paket - 1 Paket - 1 Paket
2 Penyediaan Peralatan dan 71.500.000 73.000.000
Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
4.01.01.1.06.0 | 2  Sub Kegiatan Jumlah Paket - 2 Paket - 2 Paket
3 Penyediaan Barang 44.000.000 45.000.000
barang Cetakan Cetakan dan
dan Penggandaan
Penggandaan yang
Disediakan
4.01.01.1.06.0 | 3  Sub Kegiatan Jumlah - 70 - 70
5 Penyelenggaraa Laporan Laporan 499.500.000 Laporan 540.000.000
n Rakor dan Penyelenggara
Konsultasi SKPD | an Rakor dan
Konsultasi
SKPD
4.01.01.1.08 Kegiatan Persentase Biro 100 % APBD 100 %
Penyediaan Jasa Pemenuhan Adpem 47.190.000 48.500.000
Penunjang Urusan Penyediaan Setda
Pemerintahan Jasa Provin
Daerah Penunjang si
Urusan Jambi
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Pemerintah
Daerah
4.01.01.1.08.0 | 1 Sub Kegiatan Jumlah - 4 4
3 Penyediaan Jasa | Laporan Laporan Laporan | 48.500.000
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Jasa Peralatan
Kantor dan 47.190.000
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
4.01.02 PROGRAM Persentase Biro 100 % APBD 100 %
KEBIJAKAN Implementasi Adpem 1.576.000.000 1.645.000.000
ADMINISTRASI Kebijakan SETDA
PEMBANGUNAN Bidang Provin
Pembangunan si
yang Jambi
dilaksanakan
4.01.02.1.01 Kegiatan Persentase Biro 100 APBD 100
Pengendalian Kinerja Adpem Persen 796.000.000 Persen 830.000.000
Administrasi Pengendalian SETDA
Pelaksanaan Pelaksanaan Provin
Pembangunan Pembangunan si
Daerah Daerah Jambi
4.01.02.1.01.0 | 1 Sub Kegiatan Jumlah - 4 4
1 Pengendalian Laporan Hasil Laporan 235.500.000 Laporan | 250.000.000
Administrasi Pengendalian
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan Pelaksanaan
APBD Pembangunan
APBD
4.01.02.1.01.0 | 2  Sub Kegiatan Jumlah - 4 4
2 Pengendalian Laporan Hasil Laporan | 185.500.000 Laporan 195.000.000
Administrasi Pengendalian
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan Pelaksanaan
APBN Pembangunan
APBN
4.01.02.1.01.0 | 3  Sub Kegiatan Jumlah - 4 4
3 Pengendalian Laporan Hasil Laporan | 375.000.000 Laporan | 385.000.000
Administrasi Pengendalian
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan Pelaksanaan
Wilayah Pembangunan
Wilayah
4.01.02.1.02 Kegiatan Pelaporan Persentase Biro 100 APBD 100
Pelaksanaan Kinerja Adpem Persen 780.000.000 Persen 815.000.000
Pembangunan Pelaporan SETDA
Daerah Pelaksanaan Provin
Pembangunan si
Daerah Jambi
4.01.02.1.020 | 1  Sub Kegiatan Jumlah - 0 0 0 0
1 Analisis Capaian | Dokumen hasil
Kinerja Analisis
Pembangunan Capaian Kinerja
Daerah
4.01.02.1.020 | 2  Sub Kegiatan Jumlah - 4 Dok 4 Dok
2 Pelaporan Laporan Hasil 405.000.000 420.000.000
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
4.01.02.1.020 | 3  Sub Kegiatan Jumlah - 4 Dok 4 Dok
3 Fasilitasi Dokumen Hasil 375.000.000 395.000.000
Perumusan Fasilitasi
Kebijakan Teknis | Perumusan
Pembangunan Kebijakan
Daerah Teknis
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Pembangunan
Daerah
TOTAL 2.359.890.000 2.502.250.000
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BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA-PD disusun dengan

mempedomani Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Jambi tahun
2026 ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang menjadi
tanggung jawab biro, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak
dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi berbagai hambatan. Rencana
Kerja ini secara umum menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi serta
indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes).

Esensinya, dengan mengacu pada Rencana Kerja ini diharapkan dalam
penyusunan RKA dan DPA semua kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung
jawab Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi dapat terlaksana
dengan baik dan dalam upaya meningkatkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan,
terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan
mendukung pencapaian JAMBI MANTAP.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi
Rencana Strategis tertuang dalam penjabaran dari program-program
dan kegiatan-kegiatan strategis dalam pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu
jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan
dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah
ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan
misi Sekretariat Daerah, lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan
tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis
yang diarahkan untuk mencapai, tujuan, sasaran Biro Hukum.

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026
adalah merupakan penjabaran Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan
kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan dalam periode Tahun 2026.
Renja Biro Hukum tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
selama tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi
perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari
pemerintah.

Biro Hukum sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan
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Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 8



Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Tugas

Biro Hukum sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2016, “Biro Hukum

mempunyai tugas membantu sekretariat daerah dalam rangka

penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijjakan

penyelenggaraan di bidang penyusunan perundang-undangan dan

pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak

azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”. Dan mempunyai Fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi
manusia,;

b. pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan;

c. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
telaahan hukum, bantuan, serta penegakan hak azazi manusia
serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan kegiatan tata usaha biro; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana Kkerja
harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Biro Hukum Setda

Provinsi Jambi ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan
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melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jambi 2025-2029.
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C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 dimaksudkan untuk memenuhi
salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang
memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan
jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2026. Selain itu, untuk
menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang
berkaitan dengan pembentukan produk hukum, penyelesaian
permasalahan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

2. Tujuan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan
memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah. Karena itu Renja 2026 merupakan
dokumen perencanaan yang memuat hasil-hasil pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun 2024, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026
untuk mencapai inidkator-indikator yang ditetapkan seperti
yang tercantum di dalam Renstra Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2026 akan berfungsi sebagai:

(1) Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran

(KUA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran

2026;

Rencana Kerja Tahun 2026
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(2) Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Platfon Anggaran
Sementara (PPAS) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2026; dan

(3) Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2026.

2. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Biro
Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum, Analisis Kinerja Pelayanan,
Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review
terhadap rancangan awal RKPD.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
Menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan menguraikan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
BAB V PENUTUP
Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian
Renstra Biro Hukum

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan
keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja
yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi
terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun
sebelumnya. Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, pada tahun 2024 Biro
Hukum melaksanakan 2 Program, 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas
kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari
capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, capaian
kinerja sampai indikator Hasil (Outcomes) dapat digambarkan

sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

1 | Meningkatnya 1. Persentase produk
Harmonisasi dan hukum provinsi yang
sinkronisasi difasilitasi sehingga 100% 100% 100%
produk hukum sesuai dengan
yang sesuai peraturan perundang-
dengan Peraturan undangan yang lebih
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Perundang-
undangan
kebutuhan
masyarakat.

dan

tinggi

Persentase Produk
hukum kab/kota yang
difasilitasi sehingga
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi

100%

100%

100%

Persentase Produk
Hukum daerah yang
dapat diakses publik

100%

100%

100%

Persentase
permasalahan hukum
yang diselesaikan

100%

100%

100%

Kelola

Baik

2 Meningkatnya Tata

Pemerintahan yang

5.

Prediket SAKIP

BB

100%

Nilai IKM

80

87,32

100%

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Tahun 2024

berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat

terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja 91,05%. Evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2024 dapat

dilihat pada Lampiran 1.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis

pencapaian Akuntabilitas

Kinerja dengan

cara

pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi

Pemerintah Provinsi

Jambi

yang diarahkan pada

indicator-

indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan.

Sebagai gambaran indicator kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 2 (3) “4)
1 Meningkatnya Harmonisasi |1. Persentase produk hukum provinsi

dan  sinkronisasi  produk yang ditetapkan sesuai dengan
hukum yang sesuai dengan 100%
Peraturan Perundang- peraturan perundang-undangan yang
undangan dan kebutuhan lebih tinggi
masyarakat. 2. Persentase Produk hukum kab/kota
ang difasilitasi sehingga tidak
yang a9 100%
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Persentase Produk Hukum Provinsi
] . 100%
yang dapat diakses publik
4. Persentase penyelesaian
o 100%
permasalahan hukum yang difasilitasi
2 Meningkatnya Tata Kelola |5. Prediket AKIP Prediket BB
Pemerintahan yang Baik -
6. N|Ia| IKM |ndeks 80

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana
kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak
terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang
ingin dicapai dengan melaksanakan Program Fasilitasi dan
Koordinasi Hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari
Produk Hukum daerah baik Provinsi Jambi maupun
kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan terciptanya kesesuaian

antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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Tabel 3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
() 2 3) 4 (3)
1 Meningkatnya Harmonisasi 1. Persentase produk
dan sinkronisasi  produk hukum provinsi yang
hukum yang sesuai dengan di " ,
Peraturan Perundang- ltetapkan sesual 100% 100%
undangan dan kebutuhan dengan peraturan
masyarakat. perundang-undangan

yang lebih tinggi

2. Persentase Produk hukum
kab/kota yang difasilitasi
sehingga tidak

100% 100%

bertentangan dengan

peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi

3. Persentase Produk Hukum
Provinsi yang dapat 100% 100%
diakses publik

4. Persentase penyelesaian

permasalahan hukum yang 100% 100%
difasilitasi
2 Meningkatnya Tata Kelola |5. Prediket AKIP Prediket BB | Prediket BB
Pemerintahan yang Baik —
6. Nilai IKM Indeks 80 | Indeks 87,32

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Biro
Hukum mendapatkan  jumlah dukungan dana sebesar Rp.
2.057.654.669,- ( Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus
Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan
Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.873.525.350,-
atau 91,05 % sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (LPPK) terlampir.

Realisasi program dan kegiatan tersebut di atas dapat

terlaksana sesuai sasaran antara lain disebabkan oleh
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perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan skala
prioritas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Namun masih ada kendala dan permasalahan yang dihadapi
sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Bagian dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok
membantu  gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi
tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap
tugas dan fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil
koordinasi.

3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
dalam bidang perancang perundang-undangan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas baik dari segi
keuangan maupun secara fisik, semua program dan kegiatan hampir
seluruhnya dapat dilaksanakan dan mencapai target, namun diakui
juga di dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/
hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2024 maka
dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan
Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah-langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan
review dan telaahan wusulan program dan kegiatan masyarakat,
sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan
untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu

sebagai berikut :
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1. Pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap
prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan.

Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. SKPD
tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk
hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam
pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan
yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk
hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD, Keadaan tersebut
menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas
penyelenggaraan perumusan Kkebijakan umum peraturan
perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan
selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan
harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang
diprakarsai oleh SKPD terkait terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan
produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum
dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan
menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD di Provinsi,
Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan
Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis
penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD terkait tidak
lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis

penyusunan produk hukum daerah.

2. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan
perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani
perkara/kuasa hukum.
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Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang
menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola
hukum/kuasa  hukum  perlu terus-menerus diberikan
pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam
beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di
lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan
mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan,
sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut
dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat
Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan
menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan
secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum
Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan,
dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan
atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata
Usaha Negara.

3. Masih kurangnya pemahaman SKPD sebagai pemrakarsa produk
hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat
perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk
hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan
kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum
daerah yang diprakarsai oleh SKPD. Upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum
Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada
SKPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur
penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahun 2026
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 19



4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta SDM dalam
pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jambi memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai
pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain,
dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada
tahun 2016 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu
Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana
yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayananan
kepada mayarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan
nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH).

D. Review Terhadap RKPD

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi termasuk dalam
salah satu pelaksanaan penunjang pembangunan Provinsi Jambi
terutama dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan
penyusunan kebijakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah, program dan kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2026 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Biro Hukum
Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2026 yang juga diharapkan dapat
berlanjut pada Tahun 2027, dengan menyesuaikan anggaran tahun
2025 dan alokasi anggaran pada Renstra Biro Hukum Tahun 2025-

2029 maka Biro Hukum telah merencanakan pagu dana indikatif
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kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi dengan
total anggaran yang direncanakan pada tahun 2026 sebesar Rp.
1.889.500.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta
lima ratus ribu rupaiah) dan prakiraan maju tahun 2027 ini yaitu
sebesar Rp. 2.028.450.000,- (dua milyar dua puluh delapan juta
empat ratus lima puluh rupiah).

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif,
sumber pendanaan pada Renja 2026 dan perkiraan target maju tahun
2027 dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan Biro

Hukum 2026 dan Prakiraan Maju Tahun terlampir.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta

mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan
dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional
diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN

2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah.

3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Arah  kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih

diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi
Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Untuk itu, dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih
diarahkan pada difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan
Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan
lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan
Provinsi Jambi diprioritaskanpada sinergitas antara kebijakan nasional
dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada
permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 —
2045 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah
yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial
ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk

miskin.
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Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi
yang cukup penting di dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah
Provinsi Jambi, sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang juga
merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi mengambil peran pada terlaksananya Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mewujudkan arah dan
kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada Misi
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
dengan pelayanan publik berkualitas, Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi harus mampu menciptakan regulasi/kebijakan yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna terciptanya pelayanan
yang yang bersih, transparan dan akuntabel. Fungsi Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi adalah untuk melaksanakan:

1. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sehingga tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan masyarakat serta mengakomodir
kebutuhan daerah.

2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dalam

hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran (spesifik, teratur, dapat dicapai dan waktu)
tujuan yang ingin dicapai
1. Tujuan
Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka untuk
mewujudkan visi dan misi tersebut Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi mempunyai tujuan “Terwujudnya penataan produk
hukum daerah”, dengan sasaran program sebagai berikut :
a. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan

penataan produk hukum daerah.
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b. Terlaksananya penyelesaian masalah hukum kepada yang
berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan
serta meningkatnya kualitas, profesionalitas aparatur
dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian
hukum di lingkungan pemerintahan daerah.

c. Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi HAM dalam
rangka menyinergikan upaya perlindungan HAM yang
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota, mengoptimalkan pencapaian sasaran
pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM, dan
mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada
kelompok sasaran.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam
kurun waktu tertentu, maka yang menjadi sasaran Biro Hukum
Setda Provinsi Jambi adalah: Meningkatnya Harmonisasi dan
sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

a. Terwujudnya produk hukum daerah yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan masyarakat.

b. Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi
Pemerintah Daerah dengan pemberian pendampingan
hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan
kemampuan aparatur yang berprofesional dan berkualitas.

c. Tercapaianya Aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi Jambi

dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
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3. Strategi (konseptual, analitis, realistis, rasional dan
komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk
pelaksanaan tugas Biro Hukum, maka dalam upaya mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum menerapkan
strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup
vertikal, horizontal dan bottom up. Kerjasama dimaksud mencakup
sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam

bidang Hukum.

Rencana kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistimatik
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program
Rencana Kinerja yang akan ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan.
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BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah
kebijakan untuk tahun 2026 antara lain :

1. Meningkatkan Supremasi Hukum dan tata kelola
pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi
elektronik yang memuat produk hukum daerah.

3. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-
undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur
serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kebijakan tahun 2026 pada dasarnya hanya
melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun
tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan
anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari
kepala daerah yang harus segera ditindaklajuti dengan cara
menetapkan indikator kinerja baru. Implementasi yang tertuang dalam
rencana kerja tahun 2026 mencakup 2 Program, 5 kegiatan dan 15
Sub Kegiatan. Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra
SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 sesuai dengan rencana strategik Biro
Hukum Setda Provinsi Jambi 2025 - 2029 serta pertanggungjawaban
terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.
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1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah
Hukum Lainnya
Sub  Kegiatan: Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 dalam
upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan,
program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategik Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi 2025-2029 serta pertanggungjawaban terhadap
tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta
bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam
suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara
arif untuk diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam
mendukung pelaksanaan good governance dan clean government yang
lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Rencana Kerja Program
dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 ini kami
sampaikan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetap kan
melalui kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana
strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2025-2029.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target
pencapaiannya pada Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam kerangka

penyempurnaan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Jambi, September 2025
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

e

M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 196902081993032004
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TABEL RENSTRA BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI
PERIODE 2025-2029

- Unit Kerj
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Kondisi Kinerja pada nit Kerja
. . . N Data (2025) . ) Perangkat Daerah .
Tujuan Sasaran Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 Akhir Periode RPJMD Penangung Lokasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jawab
1 [2 [3] [4] (81 [61 iyl (8] [9 [10] (1] 121 [13] [14] 18 [16] (17 [18] (191 [20] [21]
Terwujudnya |Terwujudnya Indek Reformasi Birokrasi BB BB BB BB BB BB BB Biro Hukum Provinsi
tata kelola Birokrasi yang Prediket Prediket Prediket Prediket Prediket Prediket, Prediket Jambi
pemerintahan |bersih dan
daerah yang |akuntabel
bersih, Meningkatnya 01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PREDIKAT AKIP BB 366.854.669 BB 389.500.000 BB 428.450.000 BB 471.295.000 BB 518.424.500 BB 570.266.950 A 2.844.976.600
fransparan |, zjitas PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI Prediket Prediket Prediket Prediket Prediket Prediket Prediket
dan akuntabel implementasi
dengan Akuntabilitas
pelayanan Kinerja
publik
berkualitas. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 89 89,25 89,5 90 90,25 90,5 90,5
kualitas Pelayanan Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
Publik
Meningkatnya 01.1.01 P P - 75 Nilai 34.000.000 | 77 Nilai 34.000.000 | 78 Nilai 37.400.000 | 79 Nilai 41.140.000 | 80 Nilai 45.254.000 | 81 Nilai 49.779.400 | 81 Nilai 674.613.550
Kualitas dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Nilai SAKIP
Penganggaran, dan 01 1 [Sub Kegiatan Peny usunan Dokumen|Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 Dok 5.000.000 | 4 Dok 5.000.000 | 4 Dok 5.500.000 | 4 Dok 6.050.000 | 4 Dok 6.655.000 | 4 Dok 7.320.500 | 4 Dok 30.525.500
B Ig ggK N Perencanaan Perangkat Daerah Daerah
P"a "ask'at ::"”ah 02 2 [Suo Kegiatan Koordinasi _dan|Jumiah dokumen RKA SKPD dan Laporan 2 Dok 5.000.000 | 2 Dok 5.000.000 | 2 Dok 5.500.000 | 2Dok | 6.050.000 | 2 Dok 6.655.000 | 2 Dok 7320500 | 2 Dok 30.525.500
erang aera Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |hasil Koordinasi Peny usunan Dokumen RKA
SKPD
03 3 |Sub Kegiatan Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan | 2 Dok 5.000.000 | 2 Dok 5.000.000 | 2 Dok 5.500.000 | 2 Dok 6.050.000 | 2 Dok 6.655.000 | 2 Dok 7.320.500 | 2 Dok 30.525.500
Penyusunan Dokumen Perubahan|laporan hasil koordinasi peny usunan dokumen
RKA-SKPD Perubahan RKA SKPD
04 4 |Sub Kegiatan Koordinasi ~dan|Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan 2 Dok 6.000.000 | 2 Dok 6.000.000 | 2 Dok 6.600.000 | 2 Dok 7.260.000 | 2 Dok 7.986.000 | 2 Dok 8.784.600 | 2 Dok 36.630.600
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Peny usunan Dokumen DPA
SKPD
05 5 |Sub Kegiatan Koordinasi dan|Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan | 2 Dok 6.000.000 | 2 Dok 6.000.000 | 2 Dok 6.600.000 | 2 Dok 7.260.000 | 2 Dok 7.986.000 | 2 Dok 8.784.600 | 2 Dok 36.630.600
Penyusunan  Perubahan  DPA-|laporan hasil koordinasi peny usunan dokumen
SKPD Perubahan DPA SKPD
06 6 |Sub Kegiatan Koordinasi ~dan|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 6 Dok 7.000.000 | 6 Dok 7.000.000 | 6 Dok 7.700.000 | 6 Dok 8.470.000 | 6 Dok 9.317.000 | 6 Dok 10.248.700 6 Dok 42.735.700
Penyusunan  Laporan  Capaian|realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja|koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan
SKPD Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya 01.1.06 |Kegiatan Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum 89 326.854.669 | 89,25 345.000.000 | 89,5 379.500.000 920 417.450.000 | 90,25 459.195.000 90,5 505.114.500 | 90,5 2.106.259.500
Kualitas Layanan Perangkat Daerah Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
;’elayanan Publik 02 1 |Sub Kegiatan Peny ediaan Peralatan |Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 paket 92.113.000 | 3 paket 95.000.000 | 3 paket | 104.500.000 | 3 paket | 114.950.000 | 3 paket [ 126.445.000 | 3 paket 139.089.500 | 3 paket 579.984.500
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang disediakan
05 2 |Sub Kegiatan Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket - | 2 Paket - | 2 Paket - | 2 Paket - | 2 Paket - | 2 Paket - | 2 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
06 3 |Sub Kegiatan Peny ediaan Barang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan | 10 Paket - |10 Paket - | 10 Paket - |10 Paket - |10 Paket - |10 Paket - | 10 Paket -
Cetakan dan Penggandaan Perundang-undangan yang disediakan
09 4 |Sub Kegiatan Peny elenggaraan Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat 12 Paket 234.741.669 |12 Paket 250.000.000 (12 Paket| 275.000.000 |12 Paket| 302.500.000 |12 Paket| 332.750.000 |12 Paket 366.025.000 | 12 Paket| 1.526.275.000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01.1.08 gi: Jasa P Indeks Biro Hukum 88 6.000.000 89 10.500.000 | 89 11.550.000 89 12.705.000 [ 90 13.975.500 | 90 15.373.050 [ 90 64.103.550
Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
01 1 |Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Peny ediaan Jasa Surat 1 Lap 6.000.000 | 1Lap 10.500.000 | 1 Lap 11.550.000 | 1 Lap 12.705.000 | 1Lap 13.975.500 | 1 Lap 15.373.050 1 Lap 64.103.550
Surat Meny urat Meny urat
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Terwujudnya |Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan 5 75 75 76 76 n 77 Biro Hukum Provinsi
penataan |Harmonisasi dan Jambi
produk hukum | sinkronisasi
daerah Kebijakan daerah
yang sesuai dengan
Peraturan
Perundang-
undangan dan
kebutuhan
masyarakat
Meningkatnya 4.01.02 |PROGRAM FASILITASI DAN Persentase Produk Hukum sesuai dengan | 100 1.690.800.000 | 100 1.500.000.000 | 100 1.600.000.000 | 100 1.700.000.000 | 100 1.800.000.000 | 100 1.900.000.000 | 80 8.500.000.000
Kualitas Produk KOORDINASI HUKUM peraturan perundang-undangan yang lebih |Persen Persen Persen Persen Persen Persen Indeks
Hukum Daerah tinggi
Persentase Permasalahan Hukum yang 100 100 100 100 100 100 100
Difasilitasi Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Persentase Capaian Rencana Aksi HAM 100 100 100 100 100 100 100
Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Meningkatnya 4.01.02.1.01 | Kegiatan Fasilitasi F F F Produk Hukum 100 867.800.000 | 100 770.000.000 | 100 830.000.000 | 100 910.000.000 | 100 980.000.000 | 100 1.050.000.000 | 100 4.540.000.000
Fasilitasi dan Perundang-undangan yang difasilitasi Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Penyusunan [ 1 |Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan|Jumlah Produk Hukum pengaturan yang 60 Dok 229.800.000 | 50 Dok 200.000.000 | 50 Dok | 220.000.000 | 50 Dok | 250.000.000 | 50 Dok | 270.000.000 | 50 Dok 300.000.000 | 50 Dok 1.240.000.000
Perundang- Produk Hukum Pengaturan disusun
undangan Daerah 02 2 |Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan|Jumlah Produk Hukum penetapan yang 600 Dok 135.000.000 610 Dok 120.000.000 | 600 Dok [ 130.000.000 | 610 Dok | 150.000.000 |610 Dok | 160.000.000 (610 Dok 170.000.000 | 610 Dok 730.000.000
Produk Hukum Daerah Penetapan  |disusun
03 3 [Sub Kegiatan Pendokumentasian|Jumlah produk hukum yang didokumentasikan| 650 Dok 203.000.000 | 650 Dok 170.000.000 | 650 Dok | 180.000.000 | 660 Dok | 200.000.000 |660 Dok [ 220.000.000 |660 Dok 230.000.000 | 660 Dok | 1.000.000.000
Produk Hukum dan Naskah Hukum|dan dikelola informasi hukumnya
lainnya
04 4 |Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi|Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang 90 Dok 300.000.000 | 90 Dok 280.000.000 | 90 Dok | 300.000.000 | 90 Dok | 310.000.000 | 90 Dok | 330.000.000 | 90 Dok 350.000.000 | 90 Dok | 1.570.000.000
Produk Hukum Kabupaten/Kota difasilitasi dan dievaluasi
Meningkatnya 4.01.02.1.02 | Kegiatan! Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Permasalahan Hukum dan HAM| 100 823.000.000 100 730.000.000 | 100 770.000.000 100 790.000.000 | 100 820.000.000 | 100 850.000.000 100 3.960.000.000
Fasilitasi Bantuan yang difasilitasi Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen
Hukum
01 1 |Sub Kegiatan Fasilitasi Peny elesaian [ Jumlah masalah hukum yang diselesaikan 10 kasus 673.000.000 |10 kasus| 600.000.000 |10 kasus | 620.000.000 |10 kasus | 630.000.000 (10 kasus| 650.000.000 |10 kasus 670.000.000 |10 kasus | 3.170.000.000
Masalah Hukum
02 2 |Sub Kegiatan Fasilitasi Peny elesaian|Jumlah masalah non liigasi dan HAM yang| 5 kasus 150.000.000 | 5 kasus 130.000.000 | 5kasus [ 150.000.000 | 5kasus | 160.000.000 |5 kasus | 170.000.000 | 5 kasus 180.000.000 | 5 kasus 790.000.000
Masalah Non Litigasi dan HAM diselesaikan
2.057.654.669 1.889.500.000 2.028.450.000 2.171.295.000 2.318.424.500 2.470.266.950 11.344.976.600
Jambi, 2025

Rencana Kerja Tahun 2026
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Plt KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAMBI
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BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

POSISI : DESEMBER 2024

Anggaran APBD

Jenis Belanja

Realisasi Jenis Belanja

%

%

. Belanja Anggaran Belanja . . Sisa
No Program / Kegiatan Nama PPTK R Setelah Belanja Belanja d Belanja EE N Belanja Belanja ) Belanja Anggaran Realisasi | Realisasi
Murni Perubahan N Tak Belanja R Tak N .. Anggaran
Perubahan Operasi Modal Transfer Operasi Modal Transfer Belanja Keuangan Fisik
Terduga Terduga
1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 I 12 13 14 15 16
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.000.000| o] 34.000.000 34.000.000 O 0 34.000.000| 14.326.400] o) 0| O 14.326.400 42,14 92,65 19.673.600
1 |Penyusunan Dokumen DHARMA YANTI, SH, MH 5.000.000; o] 5.000.000} 5.000.000} O O 5.000.000; 2.040.000 o) o) O 2.040.000| 40,8 90 2.960.000}
Perencanaan Perangkat Daerah
2 |Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD DHARMA YANTI, SH, MH 5.000.000; O 5.000.000 5.000.000 O (o] 5.000.000; 2.340.000 0 o) O 2.340.000| 46,8 86 2.660.000}
3 |Koordinasi dan Penyusunan DHARMA YANTI, SH, MH 5.000.000; 0 5.000.000 5.000.000 O O 5.000.000; 1.500.000 o) o) O 1.500.000} 30 100 3.500.000
Perubahan RKA-SKPD
4 |Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD DHARMA YANTI, SH, MH 6.000.000 O 6.000.000 6.000.000} O O 6.000.000; 3.920.000 0 (o) O 3.920.000| 65,33 86,67 2.080.000}
5 |Koordinasi dan Penyusunan DHARMA YANTI, SH, MH 6.000.000; O 6.000.000} 6.000.000} O O 6.000.000; 3.200.000; O O O 3.200.000| 53,33 100} 2.800.000}
Perubahan DPA-SKPD
6 |Koordinasi dan Penyusunan DHARMA YANTI, SH, MH 7.000.000; 0 7.000.000} 7.000.000} O (o] 7.000.000; 1.326.400 o) o) O 1.326.400} 18,95 92,86 5.673.600
Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 326.854.669 0| 326.854.669 326.854.669 o) 0| 326.854.669 306.730.296 o) o) O 306.730.296 93,84, 99,26 20.124.373
1 |Penyediaan peralatan dan DHARMA YANTI, SH, MH 92.435.000 O 92.435.000 92.435.000 O O 92.435.000 77.490.000 o) O O 77.490.000| 83,83 97,37 14.945.000
perlengkapan kantor
2 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi| DHARMA YANTI, SH, MH 234.419.669| 0| 234.419.669 234.419.669 O O 234.419.669 229.240.296 o) o) O 229.240.296 97,79 100 5.179.373
dan Konsultasi SKPD
3. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.000.000| 0 6.000.000 6.000.000 0 0 6.000.000| 3.720.000| 0 0 0 3.720.000| 62 90,83 2.280.000}
1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat DHARMA YANTI, SH, MH 6.000.000 (0] 6.000.000} 6.000.000} (o] [o] 6.000.000 3.720.000 [o] (o] (o] 3.720.000| 62| 90,83| 2.280.000}
Il. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 867.800.000] 0| 867.800.000 867.800.000 O 0 867.800.000] 787.995.643 o) o) o] 787.995.643 90,8 96,22 79.804.357
1 |Fasilitasi Penyusunan Produk WILLI CARAMOON, SH, MH 229.800.000 0| 229.800.000 229.800.000 O O 229.800.000 183.303.600] o) o) O 183.303.600| 79,77 91,38 46.496.400
Hukum Pengaturan
2 |Fasilitasi Penyusunan Produk ADE YUDHA, SH, MM 135.000.000] 0| 135.000.000 135.000.000] O O 135.000.000] 114.812.203| 0 o) O 114.812.203| 85,05 96,3 20.187.797
Hukum Penetapan
3 |Pendokumentasian Produk Hukum ADE YUDHA, SH, MM 203.000.000 0| 203.000.000 203.000.000 O (o] 203.000.000| 189.879.840 o) o) O 189.879.840] 93,54 96,06 13.120.160]
dan Naskah Hukum Lainnya
4 |Fasilitasi dan Evaluasi Produk ADE YUDHA, SH, MM 300.000.000 0| 300.000.000 300.000.000 O (o] 300.000.000 300.000.000 0 (o) O 300.000.000} 100 100 (o)
Hukum Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Hukum 823.000.000} 0| 823.000.000 823.000.000 0| 0| 823.000.000} 760.753.011 o) 0| 0| 760.753.011 92,44, 98,3 62.246.989
1 |Fasilitasi Penyelesaian Masalah WILLI CARAMOON, SH, MH 673.000.000 0| 673.000.000 673.000.000 O O 673.000.000 672.332.735 o) O O 672.332.735 99,9 100} 667.265
Hukum
2 |Fasilitasi Penyelesaian Masalah WILLI CARAMOON, SH, MH 150.000.000] 0| 150.000.000 150.000.000] O 0 150.000.000] 88.420.276 o) o) O 88.420.276 58,95 90,67 61.579.724
Non Litigasi dan HAM
TOTAL 2.057.654.669 0]2.057.654.669| 2.057.654.669 O 0| 2.057.654.669| 1.873.525.350] o) 8] 0] 1.873.525.350 91,05 97,46| 184.129.319
Keterangan : Anggaran Realisasi Persentase Realisasi
- Belanja Operasi 2.057.654.669 1.873.525.350 91,05
- Belanja Modal o] o]
- Belanja Tak terduga o) o]
- Belanja Transfer o]} o]
Jumlah 2.057.654.669 1.873.525.350 91,05
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Lampiran 2

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Triwulan IV

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Tahun 2024
. i Kot Terge Rensta SKPD pata ehun 2026t | R::'z;:[)ca/:af"hm"t”la Target Kineria dan Anggaran Renja Realisasi Kierja Pada Triwuan .. Realissi Capaian Kinefa dan T:gk:‘ Cf’:a" K'"e:f 98| @ caissi finra dan Anggaran L'"g‘kama:a'a" K'";"a d:" UnitSKPD
rusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program ens| S| ahun Lalu (n- ealisasi jaran Renja ealisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Kode 9 " 9 periode Renstra SKPD) ( SKPD Tahun n Anggaran Renja SKPD Tahun n 99 ) Renstra SKPD s/d Akhir Tahun n 99 Penanggun
Daerah dan Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) 1) [] [} v SKPD Tahun n (%) SKPD s/d Tahun n (%) D
K | Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K [ Re K Rp. K | Re
1 2 3 4 5 6 7 9 10 1" 12= 8+9+10+11 13=12/7*100 p=6+12 15 = 14/5'100 16
1 [Meningkatnya | 4 101, o1, PPROGRAM PENUNJANG Persentase ketercapaian program 94,59
Harmonisasi 100 [ persen 440.788.220 100 14.868.000 100 605.802.040 2 30.934.037 25 47.988.004 25 99.454.791 27 394.651.638 100 573.028.470 100 100 38.426.000 100,00 1
dan URUSAN urusan
fa‘:t'a‘)"';‘::s' 4.101.01. 1 J01 Kegiatan Perencanaan, Nilai SAKIP 88,90 87,29 11,09
produk hukum Penganggaran, dan Evaluasi BB scor 440.788.220 B 14.868.000 B 26.500.000 | - . . 12.960.000 BB 10.598.000 BB 23.558.000 100 BB 38.426.000
daerah  agar Kinerja Perangkat Daerah
sesuai dengan
peraturan 4.(01.101.| 1 [01[01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan|Jumiah Dokumen Perencanaan
16|dokumen 80.587.320 10 3 6.000.000 1 - 1 2.000.000 1 4.000.000 3 6.000.000 100 100 13 6.000.000 81,25 7,45 [Biro Hukum
neLu"dang-d Perangkat Daerah perangkat daerah
undangan dan
kebutuhan 4.(01.]01.| 1 [01[02|Sub  Kegiatan Koordinasi  dan|Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
masyarakat Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |laporan hasil koordinesi peny usunan 10|dokumen 67.156.100 6 2 - - - - - - - - - 6 - 60,00 Biro Hukum
dokumen RKA SKPD
4.[01.101.| 1 [01[03|Sub Kegiatan ~Koordinasi  dan|Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
Pe Dokt Perubahan(SKPD dan I hasil koordinasi
enyusuren Corumen Ferubetan o0 poran Tesi oorines! 10dokumen 67.156.100 6 2 - . . . . . E . 6 . 60,00 Bito Hukum
RKA-SKPD penyusunan dokumen Perubahan RKA
SKPD
4.(01.]01.| 1 [01[04|Sub  Kegiatan Koordinasi ~ dan|Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Penyusunan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi peny usunan 10{dokumen 91.576.500 6 4.440.000 2 7.000.000 1 - 2.960.000 1 3.540.000 2 6.500.000 100 92,86 8 10.940.000 80,00 11,95 |Biro Hukum
dokumen DPA SKPD
4,101,101, 1 [01[05|Sub Kegiatan ~Koordinasi ~dan|Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
Penyusunan  Perubahan  DPA-|SKPD dan laporan hasil koordinasi 10|dokumen 91.576.500 6 4.950.000 2 7.000.000 | - - 2 6.400.000 - - 2 6.400.000 100 9143 8 11.350.000 80,00 12,39 |Biro Hukum
SKPD penyusunan dokumen Perubahan DPA
4.101.01. 1 101 [ 06.|Koordinasi dan Penyusunan Laporan|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian  Kinefia  dan  Ikhiisar|Ikhtisar realisasi Kineria SKPD dan
Realisasi Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi Laporan 28|laporan 42.735.700 21 5.478.000 5 6.500.000 1 - 1 1 1.600.000 2 3.058.000 5 4.658.000 100 71,66 2% 10.136.000 162,50 12,58 |Biro Hukum
Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
4.[01.]01.] 1 [05|  |Kegiatan i Umum 95,34
Perangkat Daerah umum perangkat daerah 100 [ persen 1.892.581.000 100 386.911.075 100 560.052.040 | 20 30.934.037 | 25 46.388.004 2 84.994.791 30 380.203.638 100 542520470 100 3 929.431.545 63 49,11
4.101.{01.] 1 |06 02|Penyediaan  Peralatan  dan|Jumlah paket peralatan dan
Perengkapan Kanior etengkapan kenoryang diseikan 15 paket 549,459,000 9 84,995,200 3 89444700 1 9.977.300 9.800.000 1 12.000.000 1 54.622.170 3 86.399.470 100 96,60 12 171,394,670 80,00 31,19 |Biro Hukum
4.101.{01.] 1 | 0605 |Penyediaan Barang cetakan dan|Jumiah paket barang cetakan dan
penggandazn penggaiaan yang disediken 10 paket 122.102.000 3 - - - - - - - - 3 - 30,00 Biro Hukum
4,101,101, 1 | 06 [ 06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan|Jumlah dokumen bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undang peraluran perundang-undangan yang 5 paket 122.102.000 3 . - . . . . . . . 3 . 60,00 Biro Hukum
disediakan
4.[01.]01.| 1 | 08 | 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasif Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 1.098.918.000 38 301.915.875 12 479.607.340 3 20.956.737 3
dan Konsulasi SKPD \ordinasi dan konsulasi SKPD 60 Iaporan 36.588.004 3 72.994.791 3 325.581.468 12 456.121.000 100 95,10 4@ 758.036.875 80,00 68,98 [Biro Hukum
4.101.01.] 1 |08 Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan Jasa 67,80
jang Urusan kantor 100 | persen 91.576.500 36 9.553.500 100 10.250.000 | 25 - 2% 1.600.000 25 1.500.000 25 3.850.000 100 6.950.000 100 48 16.503.500 80 68
Daerah
4.101.]01.] 1 |06 | 02 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat j
Ve . v Jum‘ahr:poran penyeiaan osa suzt 60 laporan 91.576.500 36 9.553.500 12 10.250.000 3 - 3 1.600.000 3 1.500.000 3 3.850.000 12 6.950.000 100 67,80 48 16.503.500 80,00 67,80 |Biro Hukum
menyu
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 87,11 57,45 32,00
Predikat kinerja|
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T
| Reaisasi Capéian Kinea - ; Realsas! Kinera Pada W . ~ rigaCasmKieqadn| L Tingkat Capaian Kineriadan |
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program g Rensrr? e L Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (n- g E T i Caga\an e Realisasi Anggaran Renja ] inena e ‘Anggaran Realisasi Anggaran Renstra Dkl
No Kode Daea dan Proga/ Keglabn (Ouome}Kegata (oupu) periode Rensta SKPD) ) SKPD Tahun n ] i N \V Anggaran Renja SKPD Tahun n SKPD Tahun (%) Renstra SKI D s/d Akhir Tahun n SKPD /4 Tahunn ) P;vlaarfg:n
K [ Rp. [ Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. [ K Rp. K [ Ro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12= 8+9+10+11 132127100 #=6+12 16 = 14/5100 16
4.01.05. PROGRAM  FASILITASI  DAN|persentase Produk hukum daerah 100 |persen 10.794.000.000 100 2.012.750.225 100 1.350.196.600 | 23 155.192.159 2 313.180.132 2 599.204.686 27 271.926.730 100 1.330.512.707 100 99,21 7.180 108 9%
5 KOORDINASI HUKUM yang tidak bertentangan dg produk 3.352.262.932
hukum yang lebih tinggi
4.101.105.] 1 [01 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan |Persentase produk hukum daerah 100(persen 6.652.980.000 100 1.082.195.465 100 595.896.600 | 20 86.148.172 25 156.232.132 2% 215.041.215 30 130.201.930 100 587.623.449 100 98,61 200 107,61 24,37
Perundang-Undangan yang sesuai dengan peraturan 1.669.818.914
perundang-undangan yang lebih
4.101.105.| 1 [01[01 [Fasiitasi ~ Penyusunan  Produk|Jumlah Produk Hukum pengaturan yang 300{dokumen 1.810.000.000 179 291.068.465 60 176.871.000 | 29 25.060.929 2 2 35.973.950 60 100 99,24 2578
Hukum Pengaturan tidak bertentangan dengan peraturan 2 114.485.000 175.519.879 239 466.588.344 79,67
perundang-undangan yang lebin tinggi )
4.{01.)05. 1 J01[02|Fasiitasi ~ Penyusunan  Produk|Jumlah Produk Hukum penetapan yang |3000 dokumen 1.221.020.000 2100 138.507.250 600| 61.875.000 [ 200 14.645.120 | 400} 90 6.354.880 166 98,35 16,33 Biro Hukum
Hukum Daerah Penetapan fidak bertentangan dengan peraturan 20.800.000 ( 308 19.051.215 998 60.851.215 3.098 199.358.465 103,27
perundang-undangan yang lebih inggi
4.101.105.| 1 [01/03 [Pendokumentasian Produk Hukum|Jumlah produk hukum daerah dan 3300 dokumen 1.698.760.000 2600) 291.104.400 660 174.624.500 | 259 22.050.000 | 404 60 39.443.000 1.043 169.124.500 158 96,85 110,39 2,09
dan Naskah Hukum lainnya naskah hukum lainnya yang 77.221.500 320 30.410.000 3.643 460.228.900
terdokumentasi
4.101.105.| 1 (0104 [Fasiitasi dan Evaluasi Produk|Jumlah produk hukum kablkota yang 450|dokumen 1.923.200.000 420] 361.515.350 90 182.526.100 | 47 243921231 30 100 48.430.100 197 182.127.855 219 99,78 617 1311 28,27
Hukum Kabupaten/Kota fidak bertentang dengan peraturan yang 58.210.632 20 51,095.000 543,643,205
lebih tinggi
4.101.]05.] 1 [02 Kegiatan! Fasilitasi Bantuan|Persentase penyelesaian kasus 25 20 30 25 100 100 99,68 54 64,00 40,63
Hukum nukum dan HAM Provinsi Jambi 100 | persen 4.141.020.000 100 930.554.760 100 754.300.000 69.043.987 156.957.000 384.163.471 141.724.800 751.889.258 1.682.444.018
4.{01.]05.) 1 [02[01 |Fasiliasi Penyelesaian ~Masalah{Jumiah ~ masalah  hukum  yang 50[kasus 2.920.000.000 34 752.629.860 10 643710.000 [ 3 2.783.832 |2 3 131.724.800 10 642.349.853 100 99,79 88,00 anmy
i . 156.957.000 2 330.884.221 4 1.394.879.713 Biro Hukum
4.101.{05.] 1 [02[02 |Fasiltasi Penyelesaian Masalah Non|Jumlah masalah non lifigasi dan HAM| 25 kasus 1.221.020000 | 5 178.024.900 5 110.590.000 1 46.260.155 ) 52270250 2 10.000.000 5 109.539.405 100 99,05 " 1564305 40,00 28,5
Litigasi dan HAM yang diselesaikan
Rata-rata capaian kinerja (%)| 100,00 99,42 85,80 67,10
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAMl 1.955.998.640 1.912.541.177
|
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s.d. PROGRAM 2)| 100,00 93,57 71,63 49,55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)
Faklor pendorong ilan kinerja : Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan |
Fakior penghambat : Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mendukung tugas dan fungsi !
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya : i
Tindak lanjut y ang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya®) : ]
") diisi oleh Kepala Bappeda :
Januari,  Februari 2025 I
KETERANGAN: Dievaluasi Dissun |
PERDIKAT KINERJA KEPALA BAPPEDA PIt KEPALA BIRO HUKUM
ST Sangat Tinggi PROVINSI JAMBI :
T : Tinggi ( |
R Rendah ( I
SR Sangat Rendah ( (Ir. AGUS SUNARYO, M.Si) (M. ALI ZAINI, SH, MH.)

NIP.....

Pargkat (GollRuzng)

PEMBINA UTAMA M#IDA
NIP. 19730027 200012 1 002
|
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026

Urusan / Bidang Urusan / . Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat
! Indikator Program / Kelompok Daerah
Kode Program / Kegiatan / sub Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana - Target Pagu Indikatif (Rp)
Nasional Daerah Jawab
2 3 a4 8 9 11 12 13 14 15 16 17
Biro Hukum 1.889.500.000
2 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.889.500.000
4 SEKRETARIAT DAERAH 1.889.500.000
a4 o1 PROGRAM PENUNJANG Prediket AKIP Indeks 389.500.000 - 428.450.000
URUSAN PEMERINTAHAN Kepuasan Masyarakat
DAERAH PROVINSI
01 [1.01 Perencanaan, Nilai SAKIP BB Nilai 34.000.000 Memperkuat 3-Tata Kelola |Perangkat BB Nilai 37.400.000
Penganggaran, dan Evaluasi Stabilitas Pemerintahan |Daerah
Kinerja Perangkat Daerah Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
01 [1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 5.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat a4 5.500.000 |BIRO HUKUM
Perencanaan Perangkat ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah Dokumen
Daerah (PAD) Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
01 |1.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Jumlah Dokumen RKA- |2 Dokumen 5.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat 3- Tata Kelola |Perangkat 2 5.500.000 |BIRO HUKUM
SKPD dan Laporan Hasil ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan |Daerah Dokumen
Koordinasi Penyusunan (PAD) Polhukhankam
Dokumen RKA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
o1 |1.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat - Perangkat 2 5.500.000 |BIRO HUKUM
Perubahan RKA-SKPD ASLI DAERAH Stabilitas Daerah Dokumen
dan Laporan Hasil (PAD) Polhukhankam
Koordinasi Penyusunan Dan Transformasi
Dokumen Perubahan Pelayanan Publik
RKA-SKPD
01 [1.01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- 2 Dokumen 6.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 2 6.600.000 |BIRO HUKUM
SKPD dan Laporan Hasil ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah Dokumen
Koordinasi Penyusunan (PAD) Polhukhankam
Dokumen DPA-SKPD Dan Transformasi
Pelayanan Publik
o1 |1.01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 2 6.600.000 |[BIRO HUKUM
Perubahan DPA-SKPD ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan |Daerah Dokumen
dan Laporan Hasil (PAD) Polhukhankam
Koordinasi Penyusunan Dan Transformasi
Dokumen Perubahan Pelayanan Publik
DPA-SKPD
01 |1.01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian |6 Laporan 7.000.000,00 PENDAPATAN Memperkuat 3-Tata Kelola |Perangkat 6 Laporan 7.700.000 |BIRO HUKUM
Kinerja dan Ikhtisar ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan |Daerah
Realisasi Kinerja SKPD (PAD) Polhukhankam
dan Laporan Hasil Dan Transformasi
Koordinasi Penyusunan Pelayanan Publik
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Rencana Kerja Tahun 2026
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
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01

01

1.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan
Masyarakat Biro Hukum

100 persen

345.000.000

3- Tata Kelola
Pemerintahan

100 persen

379.500.000

01

01

1.06

0002

Penyediaan Peralatan dan Pe

rlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

3 Paket

95.000.000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

3-Tata Kelola
Pemerintahan

3 Paket

104.500.000

BIRO HUKUM

01

01

1.06

0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

12 Laporan

250.000.000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

3 - Tata Kelola
Pemerintahan

12 Laporan

275.000.000

BIRO HUKUM

01

01

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan

Pemerintahan Daerah

Indeks Kepuasan
Masyarakat Biro Hukum

100 persen

10.500.000,00

3 - Tata Kelola
Pemerintahan

100 persen

11.550.000

01

01

1.08

0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

12 Laporan

10.500.000,00

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

3-Tata Kelola
Pemerintahan

12 Laporan

11.550.000

BIRO HUKUM

01

05

PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI HUKUM

Persentase Produk
hukum Daerah yang
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi

100 persen

1.500.000.000

100 persen

1.650.000.000

01

05

1.01

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

Persentase produk
hukum daerah yang
tidak bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi

100 persen

770.000.000

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik

3 - Tata Kelola
Pemerintahan

Perangkat
Daerah

100 persen

847.000.000

01

05

1.01

0001

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Jumlah Produk Hukum
Pengaturan yang
Disusun

50 Dokumen

200.000.000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik

3 - Tata Kelola
Pemerintahan

Perangkat
Daerah

50
Dokumen

220.000.000

BIRO HUKUM
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1.01 [0002 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Jumlah Produk Hukum 600 Dokumen 120.000.000 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 600 132.000.000 [BIRO HUKUM
Penetapan yang Disusun ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah Dokumen
(PAD) Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
1.01 [0003 [Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
Jumlah Produk Hukum 650 Dokumen 170.000.000 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 650 187.000.000 |BIRO HUKUM
yang Didokumentasi dan ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah Dokumen
Dikelola Informasi (PAD) Polhukhankam
Hukumnya Dan Transformasi
Pelayanan Publik
1.01 [0004 |[Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumBabupaten/Kota
Jumlah Produk Hukum 90 Dokumen 280.000.000 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 90 803.000.000 (BIRO HUKUM
Kabupaten/Kota yang ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah Dokumen
Difasilitasi dan (PAD) Polhukhankam
Dievaluasi Dan Transformasi
Pelayanan Publik
1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase 100 persen 730.000.000 Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 100 persen 803.000.000
penyelesaian Stabilitas Pemerintahan Daerah
permasalahan hukum Polhukhankam
dan HAM Provinsi Jambi Dan Transformasi
yang difasilitasi Pelayanan Publik
Persentase Pembinaan
Kabupaten/Kota Peduli
HAM Persentase capaian
Rencana Aksi HAM
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Jumlah Masalah Hukum |10 Kasus 600.000.000 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 10 Kasus 660.000.000 |BIRO HUKUM
yang Diselesaikan ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah
(PAD) Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
Jumlah Masalah Non 5 Kasus 130000000 PENDAPATAN Memperkuat 3 - Tata Kelola Perangkat 5 Kasus 143.000.000 |BIRO HUKUM
Litigasi dan HAM yang ASLI DAERAH Stabilitas Pemerintahan Daerah
Diselesaikan (PAD) Polhukhankam
Dan Transformasi
Pelayanan Publik
JUMLAH 1.889.500.000 2.078.450.000,00

Rencana Kerja Tahun 2026
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 13
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat di susun sesuai dengan waktu dan ketentuan

yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ( Renja ) ini mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang merupakan dasar dalam acuan
pembuatan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026dan sebagi dasar pembuatan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Rencana Kerja ( Renja ) Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026 ini
masih perlu penyempurnaan, Walau demikian, besar harapan kami semoga
Renja ini bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
untuk menunjang Biro Umum Setda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas.
Sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat sesuai yang di harapkan
dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah khususnya berjalan

efektif, efisien dan tepat sasaran.

Jambi , 2025

PALA BIRO UMUM,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta guna tercapainya
Tujuan dan Sasaran maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra Biro Umum Setda Provinsi Jambi kedalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional.

Renja Umum Setda Provinsi Jambi merupakan sebuah dokumen rencana
resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan
pelayanan Umum Setda Provinsi Jambi khususnya, dan pembangunan daerah
pada umumnya. Renja Umum Setda Provinsi Jambi memiliki fungsi yang sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Biro Umum Setda
Provinsi Jambi merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi berhubungan secara
tidak langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Biro Umum

Setda Provinsi Jambi sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan dokumen
perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Biro Umum Setda Provinsi Jambi
sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Biro Umum Setda Provinsi
Jambi merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya
seperti RKPD, Rensta Biro Umum Setda Provinsi Jambi dan RPJMD. Renja Biro
Umum Setda Provinsi Jambi disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana Keja Anggaran (RKA) perangkat daerah unuk menyusun Anggaran
Belanja Penapatan Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan sebagai dasar pengusulan

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi.



Proses penyusunan Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi dimulai dengan
persiapan penyusunan Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan
Biro Umum Setda Provinsi Jambi untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi sehingga
perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi
renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi tahun lalu berdasarkan Renstra Biro Umum
Setda Provinsi Jambi yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) Biro Umum Setda Provinsi
Jambi Tahun 2026 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Program dari Renstra Biro Umum Setda
Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun
2026 memiliki fungsi Sebagai Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Biro umum Setda
Provinsi Jambi Tahun 2026 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun
2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah,;

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah,;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12)

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan
yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian
kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bagi Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada tahun
2026.Tujuan penyusunan Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026

adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
Tahun 2026

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun
2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB | :Pendahuluan.
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il : Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Ill : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu

dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan
dikatahui

pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil

sehingga dapat efektivitas pelaksanaan proses perencanaan

evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Biro Umum Setda Provinsi Jambi Pada Tahun 2025 telah melaksanakan 1

Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Berikut ini kami sajikan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025

P Kegiatan / Sub Target Realisasi
No nogram ) Kagiatan ) Su Indikator Kinerja e J el I Serapan % Rekomendasi
Kegiatan Rp | Kinerja | Rp | Kinerja_|
| [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS!
1 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49,460,000 48,372,000 97.80
Mempertahankan
Penyusunan Dokumen Perenconaon [Jumloh  Dokumen  Perencanaon 49,460,000 | 8 Dokumen 48,372,000 | 8 Dokumen 97.80 Kinerja  Pengeloloan
Perangkat Daerah Perangkat Doerah
Anggaran
2 gan Perangkat Daerah 62,965,112,698 61,363,881,769 97.46/
Mempertahankan
h L
Penpediaan Gaji dan Tunjangan Asn |“Toh Orang yang Menerima Gafi| ) yoq pys sgq | 4800 60670007069 | *8% 97.43  |Kieio  Pengelolaan
dan Tunjongan ASN Orang/Bulan Orang/Bulan
Angzawn
Peloksancan Penatausahaon dan |Jumiah Dokumen Penatausohaan dan (Mempertabankan
< 551,904,728 | 9 Dokumen 551,389,000 | 9 Dokumen 99.91 Kinerja  Pengelolaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |Pengujiian/Verifikasi Keuangan SKPD
iAnggaran
Jumioh Laporan Keuvangan Akhir
Mempertahonkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporon |Tahun SKPD dan Laporan Hasil > f
7. 3 L
Kewangan Akhir Tahun SKPD Koordinast  Penyusunan  Laporan 141,860 <8 Lopoean 20,160400 - Slaporan 262 :‘:«/nﬂm Pengeloloan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 999
Jumioh Laporan Keuangan Bulanon/
Ti If 1 SKP
Xoordinasi don Penyusunan Laporan l:wu anan/SKZm::ran P nD jan Mempertahonkan
Keuangan Bulanon / Trivadanan / wpo::: ki tx: 5;: Z: 73,062,521 | 4 Laporan 72,324,900 | 4 Laporan 98.99 |Kinerjo  Pengelolaan
Semesteran SKPD i ;’70 /n, .y Anggaran
SKPD
3 Barang Milik Daerah pada Perangkat Deersh 461,061,332 98.95
i Mempertahankan
h 2 3
Pengerianan: Rarong. MIEK Doeron (uioh_Dokumen Bengumondn 218,900,812 | 4 Dokumen 217,649,200 | #0okumen | 9943 | Kinerja Pengelolaon
SKPD Barang Milik Daerah SKP
Anggaran
Rekonsiliosi  don  Penyusunan [Jumiah Loporen Rekonsiliesi dan Mempertahankan
Loporan Barang Millk Deeroh pado |Penyusunan Loporan Barang Milik 123,775,220 | 18 Loporon 121,349,950 | 18Llaporan 95.04 Kinerfa Pengelolaan
SKPD Doerah pado SKPD Anggaran
Mempertahankan
Penatausahaan  Borang  Milik |Jumiah  Loperan  Penatausahaon 3
8,385, 7,230, P lof
Daerah poda SKPD Barang Milik Daeroh pado SKPD 118,385,300 ( 9 Laporan 117,230,320 | 9 laporan 99.02 Kinerfa Pengelolaan
Anggaran
4 Umum P Daerah 8,780,264,933 6,559,317,247 9333




Penyedican  Komponen  Instalasi |Jumioh Paket Komponen Instalasi Mempertahankan
Listrik/P g 2 Listrik/Penerangan B Kantor 1,058,627,250 | 3 Paker 1,041,524,180 | 3 Paket 98.38 | Kinerja Pengelolaan
Kantor yang Disedickan Anggaran
. Mempertohankan
g 3 7
Repediian; Lelmawm:  jconjinay  Coke sheolomn. ey 3131,491,073 | 15 Poker 1,481,631,550 | 15 Paker 90.81 | Kinerjo Pengelolaon
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Anggaran
Penyed Peroloton  Rumoh |fumioh Poket Peralotan  Rumoh Memperihenkon
n ;
r:’:” g""’" tadeasa e T‘;’;‘ "o > 2 ; . ;:: s i 164,108,461 | 10 Paket 148,530,000 |  10Paket 90.51 | Kinerja Pengelolaan
ingg 9ga yang Disediokan i
. Mempertahankan
Jumioh Paket Bohan Lagistik Kont
Penyediaan Bahan Logistik Kantor :"' ”D‘“.:wkc"" i it 2,270,549,256 | 14 Paket 2,095,601,064 | 14 Paket 92.29 | Kinerja Pengelolaan
bl Anggeran
Mempertohankan
ey - h Pake ki
Penyedican Borong Cetoken don [Jumioh Paket Bareng Cje(a an don 914,085,600 8 Paket 660,396,825 8 Poket 99.73 | Kinerja Pengelolaan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinas! |lumiah Loporan Penyelenagaraan Mernpacicharkan
yelenggar inasi enyel ;
,100,515,393 | 4 Laporar ,000,633,628 | 4L .92 | K Pengelol
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1A00155% La " 1,000,693.62 b 20.32.| Kinerse Pemgelolacn
Angaron
Mempertahankan
i iah & i
Penatausahaan Arsip Dinemis pada [Jumlah  Dokumen  Penatausahaon 140,887,900 | 4 Dokumen 131,000,000 | 4 Dokumen 92.98 | Kinerja Pengelolaan
skPD Arsip Dinamis pada SKPD
Anggaran
5 gadsan Barang Millk Daerah P Urusan Pemerintah Daerah 1,798,710,000 1,780,000,000 98,96
Pengadaan Kend: P gon |Jumiah Unit Kendoraan Perarangan Mempertohankan
Dinas atou Kendoroan Dinas |Dinas atau Kendaraon Dinas Jabatan 1,798,710,000 6 Unit 1,780,000,000 5 Unit 98.96 Kinerja Pengelolaan
| labatan yang Disediakan Angqeran
6 |Penyedisan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahsn Daersh 17,404,956,968 16,550,910,953 96.78)
Mempertahankan
Jumioh ( Penyediaan Jas
Penyedican Josa Surat Menyurar | CPoren Fenpeciaan Jasa 122,580,025 | 12 Loporon 120,173,100 | 12Laporon 9804 | Kinerja Pengelolaon
Surot Menyurat rain
» Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Mempertahankan
Penyedioan  lasa  Komunikasi
g 4 4 a . Pengelol
i D Al e e Komunikasi, Sumber Daya Air don 825,830,572 | 4 Laporan 386,106,832 Laporan 90.89 Kinerfa Pengeiolaan
% Jumiah Loporan Penyediaan Jasa Mempertahankan
Pell
Penysdiaen’ Jasg, Pelgyenon Wl Ui Kt s 5,822,705,721 | 4 Laporan 5,822,705,721 | 4 laporan 100 Kinerja Pengelolaan
Kantor v
Disediakan Anaaaran
Jumioh Poker Kebutuhan Rumah Mempertohankan
P i Kebutuhon ~ Rumah
enyediaan Kebutuhon  Rumehly o0y Wokt Kepala Doeroh yang 4,648,925,125 | 18 Paket 3,743,661,675 | 18 Paket 99.86 | Kinerja Pengelolaan
Tangga Wakil Kepala Daerah
Disediakon Anggamn
benvedioon  Kebutuhan  Rumoh |!“™ah  Paket Kebutuban Rumah Mempertahankan
e - Tangga Sekretariot Doerah yang 2,262,760,000 | 4 Paket 4,548,792,100 | 4 Paket 9785 | Kinerfa Pengelolaan
Tangga Sekretariot Daerah
2 Disediakan Anggaran

2.1.1 Rencana Anggaran Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
Pada Tahun Anggaran 2025 APBD Perubahan Biro Umum Setda
Provinsi Jambi, anggaran yang dialokasikan pada Biro Umum Setda
Provinsi Jambi sebesar Rp. 129,584,193,391,- sedangkan pada rencana
kerja tahun 2026 Biro Umum Setda Provinsi Jambi akan Mengalokasikan
dana Sebesar Rp. 137.606.967.928,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah
karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan
komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan
yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi
konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu
tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui,
melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif
terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu
mengatasinya. Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah telah
dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dapat



dijabarkan bahwa Biro Umum Setda Provinsi Jambi mempunyai kedudukan
sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum melalui
Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Biro Umum mempunyai tugas
membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi
keuangan dan aset, tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Biro
Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi
keuangan dan aset, tata usaha;
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga,

administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang

berkaitan dengan tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi di atas
dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Umum Setda Provinsi
Jambi lebih kepada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah
tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha serta Urusan fasilitas Kerumah

tanggaan Sekretariat Daerah.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan SKPD karena dampak yang signifikan dan memiliki
karakterisitik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menetukan tujuan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Biro Umum Setda Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 25 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Sebagai implementasi dari
tupoksinya, Biro Umum Setda Provinsi Jambi Membantu membantu Asisten
Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan



aset, tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Identifikasi permasalahan yang dihadapi Biro Umum dalam menjalankan tugas
dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Aspek Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah.
Biro Umum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan memperbaiki
standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya.
Kondisi yang ada saat ini menunjukan masih rendahnya kualitas pelayanan
publik dilihat dari SOP yang belum maksimal diterapkan, aparatur pelayanan
juga belum memberikan pelayanan yang profesional, ramah dan transparan,

serta fasilitas

pelayanan yang juga masih belum memenuhi kriteria atau standar pelayanan
prima. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah
masih lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, sehingga
belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan
akuntabel.

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu
organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk
diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan
berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (bussiness
asusual) dan reaktif. (John M. Bryson, 2000:xviii).

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan
tugas agar terhindar dari rutinitas dan reaktif, Biro Umum mencoba
merumuskan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi
antara lain:

1. Optimalisasi fungsi pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah
daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum
sebagai lini pendukung (supporting staff) Setda Provinsi Jambi menjadi
yang terdepan dalam penguatan fungsi pelayanan publik ini karena
vitalnya tupoksi yang dimiliki dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda
dan masyarakat Secara menyeluruh, Pemerintah Provinsi Jambi selalu
berupaya untuk melakukan penguatan dan optimalisasi “peran” masing-

masing SKPD. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan



masyarakat untuk memperoleh layanan yang baik dan memuaskan dari
birokrasi. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada RPJMD
periode 2025-2029 “Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani,
berintegritas dan berbasis digital”, maka Biro Umum sebagai yang
terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu
menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat
memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai serta
SDM yang handal.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No Permasalahan

1 Rendahnya kualitas pelayanan publik dilihat dari SOP yang belum
maksimal diterapkan

2 lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, sehingga
belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah
cepat dan akuntabel.

2.5.Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan pada Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penelaahan ini dilaksanakan sebagai
upaya untuk menjamin bahwa setiap usulan program dan kegiatan yang
direncanakan telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tugas dan
fungsi Biro Umum, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Proses
penelaahan dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh usulan program dan
kegiatan yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
tahun sebelumnya, kebutuhan operasional perangkat daerah, serta peningkatan
kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya,
penelaahan mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi, yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi,
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan. Selain memperhatikan kesesuaian
dengan dokumen perencanaan, penelaahan usulan program dan kegiatan juga

mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target



yang ingin dicapai oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Setiap usulan
ditelaah untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan bersifat terukur,
realistis, dan mampu menggambarkan kinerja pelayanan Biro Umum dalam
mendukung kelancaran tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris
Daerah. Penelaahan usulan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan
efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini
mencakup penilaian terhadap kebutuhan anggaran, kesesuaian volume dan satuan
biaya, serta pemanfaatan sumber daya yang optimal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat
dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Selanjutnya, penelaahan juga
memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik di
lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan perangkat daerah lainnya, guna
menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Sinkronisasi ini penting
untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Biro Umum dapat
mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan.
Hasil penelaahan usulan program dan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam
penetapan program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Program dan kegiatan yang ditetapkan
diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan

pelayanan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.



BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja (Renja) Biro Umum
Setda Provinsi Jambi, ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum
Setda Provinsi Jambi sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029
yang vyaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,

transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas”

Sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran
dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap
tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya
organisasi. Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum vyaitu “Terwujudnya birokrasi

yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital”

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah di tetepakan, maka Biro Umum Setda
Provinsi Jambi menjabarkan nya dengan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

untuk mendukung tercapainya dari Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah
melaksanakan 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi. Program ini merupakan program strategis yang berfungsi sebagai
penopang utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui
penyediaan dukungan administrasi, operasional, dan layanan penunjang bagi
pimpinan daerah dan perangkat daerah. Program tersebut dijabarkan ke dalam 9
(sembilan) kegiatan yang mencerminkan fungsi utama Biro Umum dalam bidang
administrasi perkantoran, fasilitasi kedinasan pimpinan daerah, pengelolaan rumah
jabatan dan kendaraan dinas, pengamanan, kebersihan, serta pengelolaan sarana
dan prasarana penunjang pemerintahan. Selanjutnya, 9 kegiatan tersebut
dioperasionalkan melalui 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang disusun secara
terstruktur dan terukur, guna memastikan setiap aspek pelayanan administrasi,

penyediaan jasa penunjang, pengadaan, serta pemeliharaan barang milik daerah



dapat dilaksanakan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Melalui keterpaduan antara tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah diharapkan
mampu memberikan dukungan administrasi pemerintahan yang profesional dan
berkualitas, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah secara keseluruhan.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026
disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran
strategis tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara
cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal- hal dari
berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran
strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam
merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2026
disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum.
Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset,

Rumah Tangga Pimpinan dan Tata Usaha dan

2. Pencapaian Misi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu khusus kepada misi 1
dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu Memantapkan
Tatakelola Pemerintahan, Akuntabel serta berkualitas dengan Program
dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi
tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas

serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas berikut disajikan Matriks rencana Kerja
Biro Umum Setda Provinsi Jambi tahun 2026.



No

Program

Sasaran

Strategis
1 Program Terwujudnya
Penunjang birokrasi
Urusan yang
Pemeerintahan | transparan,
Daerah melayani,
Provinsi berintegritas

dan  berbasis
digital

Kegiatan

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan

Sasaran Sub
Kegiatan

Indikator Kinerja

Nilai AKIP

Target Kinerja

BB (76,05)

Pagu Indikatif

137.606.967.928

Sumber
Dana

Penyusunan Dokumen | Tersedianya data dukung

Perencanaan Perangkat | Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 175,000,000
Daerah Perangkat Daerah

Koordinasi dan | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen | RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen 25,000,000
RKA-SKPD

Evaluasi Kinerja | Tersedianya laporan

Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 55,000,000

Perangkat Daerah

ij:j);idglzzlr}-\SNGa“ dan Z:;S'T'zlrzg?qan‘f:l\l Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4800 Orang/Bulan 64,000,000,000
Pelaksanaan Tersedianya dokumen
Penate.l.usahaa.rT . dan Penate?-usahaa.n . dan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 9 Dokumen 515,903,010
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
::::::at;am EZ:;TQS:;n Lapoc::: :’::15;:5'3:2: Lapgfat: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
) ) Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 9 Laporan 58,554,000
Perangkat Daerah Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun SKPD
SKPD SKPD
Koordinasi dan | Tersedianya data
Penyusunan Laporan | Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Keuangan Bulanan /| Keuangan Bulanan / | SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 4 Laporan 98,873,250
Triwulanan/Semesteran Triwulanan/Semesteran Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD SKPD
E:Z?::;;ig%rang Milik m:ieszgi g;tsDBara"g Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 1,128,775,326
Rekonsiliasi dan | Tersedianya laporan
Administrasi - Penyusunﬁn Laporan | Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik | Barang Milik Daerah pada | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Laporan 258,651,119
Daerah pada | SKPD Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah SKPD
Penatausahaan Barang | Tersedianyadata laporan -
Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada Jsllj:;lgh Laporan Penatausahaan Barang Millk Daerah pada 9 Laporan 225,000,000
SKPD
Administrasi Penyedl.aan Komponen ?I'ersedla.nya Data/ Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Umum Perangkat | Instalasi informasi Kebutuhan K X 3 Paket 809,105,724
. ) Bangunan Kantor yang Disediakan
Daerah Listrik/Penerangan Peneydiaan Komponen




Bangunan Kantor Ltrik
Tersedianya Data/
Penyediaan Peralatan dan | informasi kebutuhan
ved : . : ui JumlahPaketPeralatandanPerlengkapanKantoryangDisediakan 14 Paket 5,000,347,937
Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Data/
Penyediaan Peralatan | informasi kebutuhan
v ) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 119,821,263
Rumah Tangga Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
. Tersedianya Data/
Penyediaan Bahan | . ) - . —
C informasi Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 13 Paket 924,288,743
Logistik Kantor
Kantor
Penvediaan Baran Tersedianya Data/
i
v 9 informasi kebutuhan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Cetakan dan . K 8 Paket 716,860,651
Barang Cetakan dan | Disediakan
Penggandaan
Penggandaan
Penyelenggaraan  Rapat Tersedianya Data/
v . g_g P . | informasi kebutuhan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi . . i 4 Laporan 1,099,359,610
SKPD Rapat Koordinasi dan | Konsultasi SKPD
Konsultasi SKPD
. Tersedianya Data/
Penatausahaan Arsip | . . X — .
X R informasi kebutuhan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 154,475,457
Dinamis pada SKPD ) .
Dinamis pada SKPD
Pengadaan Terpenuhinya kebutuhan
. Pengadaan Kendaraan . R . .
Barang Milik . kendaraan dinas jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan .
i Perorangan Dinas atau ) . . 6 Unit 6,923,613,367
Daerah Penunjang . sesuai standar | Dinas Jabatan yang Disediakan
Kendaraan Dinas Jabatan .
Urusan operasional
Pemerintah Tersedianya sarana dan
Daerah Pengadaan Sarana dan rasarana gedung kantor | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Prasarana Gedung Kantor | © gecung , ' 9 11 Unit 2,050,000,000
) yang sesuai standar | Bangunan Lainnya yang Disediakan
atau Bangunan Lainnya .
operasiona
Penyediaan Jasa | Penyediaan Jasa Surat | Tersedianya Data Surat _
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 100,000,000
Penunjang Menyurat Menyurat
Urusan Penyediaan Jasa | Tersedianya Data Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
. u i unikasi, Su
Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, Sumber Air dan Listiik an D?/sediakan Y 4 Laporan 4,643,777,543
Daerah Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Penvediaan Jasa Tersedianya Data
v Peralatan dan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Peralatan dan . 10 Laporan 2,308,303,867
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa | Tersedianya Data | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Y Y P Y Y 4 Laporan 5,586,466,838
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Penyediaan Jasa | Tersedianya Data | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 130 unit 3,879,159,690




Barang Milik | Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaan, Biaya | Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Daerah Penunjang | Pemeliharaan dan Pajak | Pemeliharaan dan Pajak
Urusan Kendaraan Perorangan | Kendaraan Perorangan
Pemerintahan Dinas atau Kendaraan | Dinas atau Kendaraan
Daerah Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa | Tersedianya Data
Pemeliharaan, Biaya | Pemeliharaan, Biaya
P lih Pajak P lih Pajak lah K Di ional L
erT1§| araan, Pajak dan en.u?l araan, Pajak dan thmela endara.an inas OPeraS|ona .at‘au apangan yang 130 Unit 1,066,619,362
Perizinan Kendaraan | Perizinan Kendaraan | Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Dinas Operasional atau | Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan  Peralatan Tersedianya Data
] . Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 190,311,000
dan Mesin Lainnya .
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tersedianya Data
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang .
Gedung Kantor  dan o ) L 10 Unit 1,348,476,129
) Gedung Kantor dan | Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya .
Bangunan Lainnya
T di Dat
Pemeliharaan/Rehabilitasi erse l|anya . ,a a.
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan .
Sarana dan Prasarana i o i L 12 Unit 3,956,255,347
Gedung  Kantor atau Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
. Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya .
Bangunan Lainnya
Administrasi . . Tersedianya Data Gaji
Penyediaan  Gaji dan ; . " .
Keuangan dan : dan Tunjangan Kepala | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala
) Tunjangan Kepala Daerah . . 24 Orang/Bulan 2,955,211,334
Operasional . Daerah dan Wakil Kepala | Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah Daerah
dan Wakil Kepala | Penyediaan Pakaian | Tersedianya Data
Daerah Dinas dan Atribut | Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkanan Kepala
u i i ibu
Kelengkapan Kepala | Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah van Disediakgan P P 10 Paket 381,769,080
Daerah dan Wakil Kepala | Daerah dan Wakil Kepala P yang
Daerah Daerah
Pelaksanaan Medical | Tersedianya Data Medical Jumlah Orang vana Mengikuti Medical Check Up Kepala
Check Up Kepala Daerah | Check Up Kepala Daeran |~ °" v\f’ak‘i’l KS " Dierah P Kep 2 Orang 170,000,000
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah P
Fasilitasi . Tersedianya Kebutuhan
Kerumahtanggaan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yan
1angg Rumah Tangga Kepala gga rep ma 99a ep yang 8 Paket 15,539,589,690
Sekretariat Daerah Disediakan
Daerah
Daerah
Tersedianya Kebutuhan
Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala
Rumah Tangga Wakil 99 99 P 8 Paket 8,679,618,98

Kepala Daerah

Kepala Daerah

Daerah yang Disediakan




Penyediaan Kebutuhan

Rumah
Sekretariat Daerah

Tangga

Tersedianya
Rumah

Kebutuhan
Tangga

Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
yang Disediakan

4 Paket

2,317,255,050




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Setda Provinsi Jambi Merupakan
rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Biro Umum
Setda Provinsi Jambi guna tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2025- 2029 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun
kedepan sehingga Memudahkan dalam Proses pelaksanaan oleh Biro
Umum Setda Provinsi Jambi Beserta Jajarannya dan masyarakat yang
peduli terhadap pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan guna
mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan
adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan
terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka meningkatkan Kualitas perencanaan dan produk
perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Biro
Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil
pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda, harus
ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam
satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan
antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang

melekat pada masing-masing OPD.

Renja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2026, selain menjadi
acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) tahun 2026, pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi .



Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf Biro Umum Setda Provinsi
Jambi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

di masa yang akan datang.
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